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Kata Pengantar

Kami merasa sangat terhormat dapat mempersembahkan buku
“Poligami di Masyarakat Banjar (Perspektif Norma dan

Realitasnya)” sebagai hasil dari penelitian mendalam dan
pengamatan kami terhadap fenomena sosio-kultural yang kompleks
ini. Karya ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif baru dan
memperkaya literatur yang ada mengenai dinamika poligami
dalam konteks Islam dan adat Masyarakat Banjar.

Pada intinya, kebolehan berpoligami dalam Islam tidak bisa
dilepaskan dari asas yang lebih besar yaitu kemaslahatan dan
keadilan. Buku ini hendak menyajikan bagaimana komunitas
Masyarakat Banjar memahami dan menjalankan praktek
poligami, yang sering kali berjalan pada tataran informal karena
didasarkan pada aturan fiqih agama yang mereka anut.

Selama penulisan buku ini, kami menemukan berbagai
komplikasi hukum, sosial dan emosional yang terjadi akibat dari
praktek poligami yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai dan
moral kebolehan berpoligami dalam Islam. Hal ini menjadi refleksi
kritis bagi kita semua terhadap pemaknaan atas tuntutan keadilan
dalam berumahtangga.

Analisis yang disajikan dalam buku ini berusaha mendalami
perspektif sosiologis dan antropologis dari praktek poligami di
kalangan Masyarakat Banjar. Ditemukan bahwa praktek ini bukan
hanya tentang kekuasaan atau hasrat semata, melainkan juga terikat
pada doktrin-doktrin keagamaan yang berlaku dan budaya
patriarki yang kuat, yang secara turun-temurun telah diinter-
nalisasi.
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Terakhir, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa
terima kasih yang mendalam kepada para subjek penelitian yang
telah dengan sabar berbagi kisah dan pengalamannya, serta
kepada segenap pihak yang telah mendukung penyelesaian buku
ini, termasuk para pakar, akademisi dan keluarga. Kami berharap
buku ini dapat memberikan perspektif yang berimbang dan
mencerahkan kajian Islam, khususnya terkait poligami dalam
konteks lokal. Selamat membaca.

Banjarmasin,  15 April 2025
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Pengantar Editor

Buku Poligami di Masyarakat Banjar (Perspektif Norma dan
Realitasnya) hadir sebagai kontribusi penting dalam

memahami praktik keagamaan dalam konteks budaya lokal. Topik
poligami kerap memicu perdebatan yang tajam, baik dari sisi
hukum Islam, norma sosial, hingga dinamika relasi antara laki-
laki dan perempuan. Namun dalam buku ini, pembaca diajak
untuk melihat lebih dalam: bagaimana poligami dijalankan,
dipahami, dan dibingkai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Banjar.

Sebagai editor, kami melihat bahwa keunggulan buku ini
bukan hanya terletak pada kedalaman datanya, tetapi juga pada
kemampuannya menjembatani kajian normatif Islam dengan
realitas sosial yang kompleks. Buku ini memperlihatkan bahwa
kebolehan poligami dalam ajaran Islam sesungguhnya bersyarat,
yakni harus dijalankan dengan keadilan. Namun dalam
praktiknya, sering kali muncul berbagai problem hukum,
emosional, dan sosial—terutama ketika poligami dilakukan secara
tidak tercatat dan bertumpu pada penafsiran fikih tradisional yang
belum tentu sejalan dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Dalam masyarakat Banjar, praktik poligami tidak terbatas

pada kelompok tertentu, tetapi melintasi kelas sosial dan latar
belakang ekonomi. Di sinilah buku ini menjadi menarik: ia
mengungkap bagaimana agama, budaya patriarkal, dan legitimasi
sosial membentuk praktik poligami sebagai bagian dari realitas
yang diwariskan, bahkan dibenarkan, dari generasi ke generasi.
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Kami berharap buku ini dapat memperkaya literatur kajian
Islam dan ilmu sosial, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih
sehat dan jujur mengenai realitas keberagamaan di masyarakat
kita. Kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pembaca
umum, kami percaya buku ini akan menjadi bahan renungan yang
penting—baik dalam ruang akademik maupun dalam kehidupan
sosial sehari-hari.

Selamat membaca.

Banjarmasin,  10 April  2025

Editor

Ahmad Juhaidi
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Bab I

Eksplorasi Fenomena:
Memahami Latar Belakang Studi

Berbicara tentang masyarakat sesungguhnya tidak akan bisa
lepas dari pembicaraan tentang nilai-nilai yang hidup di

kehidupan mereka baik berupa perilaku, norma, tradisi, budaya dan
lain-lain. Kebudayaan dan kepribadian merupakan hal yang melekat
pada masyarakat. Untuk itu ada beberapa ciri pokok yang terdapat
dalam pengertian masyarakat sebagaimana yang disebutkan oleh
Soerjono Soekanto yaitu pertama, keragaman hidup manusia mini-
mal lebih dari dua, karena dalam konteks sosiologi tidak ada jumlah
pasti untuk menentukan jumlah manusia. Kedua, interaksi yang
terjadi antar individu berjalan dalam jangka waktu yang lama.
Ketiga, adanya kesadaran dari setiap individu bahwa mereka adalah
bagian dari kesatuan. Keempat, adanya nilai dan norma yang
dijadikan sebagai standar untuk menilai setiap perilaku mereka, dan
kelima, mereka memproduksi kebudayaan dan mengembangkan
kebudayaan tersebut.1

Penyebutan kata masyarakat dimaksudkan merujuk kepada
beragam individu yang bisa saja berdasarkan kepada adanya
perbedaan etnis, budaya, agama, dan lain-lain. Artinya bahwa
dalam sebuah masyarakat yang luas terdapat kelompok yang
hidup secara plural. Namun penyebutan kata tersebut juga bisa
dipahami merujuk kepada kelompok individu yang berbasis
kepada adanya kesamaan, seperti kesamaan etnis, budaya, agama,
dan lain-lain. Oleh karena itu misalkan, kalimat masyarakat
muslim, atau masyarakat Banjar, adalah sesuatu yang familiar
dalam pendengaran kita yang berarti menunjuk kepada komunitas

1 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat (Jakarta:
CV. Rajawali, 1983), 107.
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yang didasarkan kepada kesamaan etnis dan budaya atau agama.
Mayor Polak menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh
Syauqany bahwa dalam masyarakat terdapat banyak kelompok
dan dalam kelompok tersebut juga terdapat sub kelompok.2

Dengan demikian, sebutan terhadap masyarakat Banjar merujuk
kepada kelompok individu yang didasarkan kepada kesamaan
etnis dan budaya Banjar.

Secara teritori, masyarakat atau etnis Banjar umumnya
dipahami sebagai komunitas yang berasal dari wilayah Kalimantan
bagian Tenggara atau lebih tepatnya dari Provinsi Kalimantan
Selatan. Itulah sebabnya wilayah ini disebut juga dengan ‘banua
Banjar’, sebuah istilah yang problematik, karena bisa saja dipahami
bahwa etnis Banjar adalah satu-satunya etnis yang berasal dari
wilayah ini, padahal faktanya etnis Banjar bukanlah satu-satunya
etnis “asli” yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. Dilihat
dari sisi populasi juga menimbulkan pertanyaan, karena dalam
konteks etnisitas biasanya bersifat mobile, bergerak dan berpindah.
Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Selatan bersifat multietnik
dan pluralis. Namun istilah tersebut cukup relevan apabila
dihubungkan dengan asal usul etnis Banjar yang pada awalnya
terbentuk di wilayah ini, dan Kerajaan Banjar pernah berdiri dan
berkuasa di wilayah ini,3 apalagi kalau dilihat dari aspek kuantitas
populasi, etnis Banjar adalah mayoritas.4

Masyarakat Banjar sebagaimana umumnya masyarakat
muslim memandang bahwa tujuan pernikahan adalah
merealisasikan kemaslahatan hidup bagi manusia dalam bentuk
yang diungkapkan Alquran berupa kehidupan yang sakinah,

2 Syauqany, “Pengaruh Perbedaan Agama dan Etnis dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Sosial (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Lombok Barat NTB),” Jurnal
Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan 19, no. 02 (July 2019): 31.

3 Lihat M Rifqinizamy Karsayuda, “Urang Banjar: Tolak-Tarik Demokrasi dan
Kebudayaannya,” Jurnal Antropologi: Isu-Isy Sosial Budaya 19, no. 1 (June 2017): 47;
Gusti Muzainah, Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum
Waris Adat Masyarakat Banjar, I. (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2016),
63.

4 Lihat “Kalimantan Selatan,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, April
26, 2020, accessed November 27, 2020, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=
Kalimantan_Selatan&oldid=16870186.
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mawaddah wa rahmah.5 Dengan tujuan ini, ada dua aspek yang
tidak bisa dipisahkan dari adanya sebuah perkawinan yaitu aspek
materiil berupa hubungan seksualitas dan aspek non materiil atau
spiritual berupa terciptanya sebuah hubungan yang didasari atas
rasa cinta dan kasih sayang, ketulusan, keikhlasan dan keluhuran
budi pekerti. Atas dasar tujuan inilah, hukum perkawinan dalam
Islam berkisar antara wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.6

Salah satu jenis perkawinan yang sering dilakukan oleh
manusia adalah perkawinan poligami. Secara bahasa, kata
poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu poli atau polus yang
berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan.
Penggabungan kedua kata tersebut membentuk kata poligami
yang artinya adalah perkawinan yang banyak.7 Dalam konteks
sejarah, poligami merupakan praktik perkawinan tertua yang
pernah dijalankan oleh manusia pada masa yang lalu sampai
sekarang. Bisa dikatakan seluruh bangsa di dunia ini pernah
mempraktikkannya. Bangsa Eropa yang di masa sekarang
mempunyai perspektif kritis terhadap poligami, dalam sejarahnya
dulu juga sebenarnya adalah bangsa yang mempraktikkan
perkawinan ini, baik secara legal maupun ilegal.8

Sejarahnya yang panjang melahirkan sebuah diskursus
dinamis dalam berbagai perspektif yang sampai sekarang pun tidak

5 Lihat Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Beirut: Dar al-Fikr al-
Arabi,n.d.), 17.

6 Uraian lengkap tentang hukum perkawinan lihat Abd. al-Rahman al-Jaziri, Kitab
al-Fiqh ’ala al-Mazahib al-Arba’ah, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2002), 10–
15; Lihat pula Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Damaskus: Dar
al-Fikr, 1989), 31–34.

7 Lihat Ahmad Rajafi, Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap
Maraknya Cerai Gugat di Indonesia, 1st ed. (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018),
40; Penggunaan kata poligami dalam hal ini identik dengan arti poligini yang
berarti seorang laki-laki memiliki banyak istri. Dalam agama Islam, istilah
poligami disebut dengan ta’addudu al-Jauzat. Masthuriyah Sa’dan, “Poligami atas
Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura,” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin
16, no. 1 (April 1, 2015): 89.

8 Ach Faisol, “Perubahan Sosial dalam Praktik Poligami di Indonesia Perspektif
Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser,” Vicratina: Jurnal Pendidikan
Islam 1, no. 2 (November 18, 2016), accessed October 21, 2020, http://
riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/164.

Eksplorasi Fenomena Memahami Latar Belakang Studi
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tuntas. Dalam perspektif Islam misalkan, walaupun ayat dan hadits
secara tersurat membenarkan praktik perkawinan ini, namun
dalam interpretasinya justru melahirkan perspektif berbeda. Ada
dua ayat Alquran yang menyinggung masalah poligami ini dan
dipahami oleh para ulama mempunyai keterkaitan yaitu pada surah
an-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. Kedua ayat ini melahirkan
dua kecendrungan interpretatif di kalangan para mufassir sampai
sekarang, terutama terhadap keberadaan syarat mampu untuk
berlaku adil terhadap para istri.9 Hadits-hadits yang menyebutkan
tentang poligami secara redaksional juga cenderung dipahami
kontradiktif, dan dalil-dalil tersebut dijadikan sebagai pegangan
oleh para ulama untuk memperkuat pendapat mereka.10

Dalam perspektif gender, praktik poligami dipahami sebagai
sebuah bentuk diskriminasi dan penindasan terhadap kaum

9 Ada dua kecendrungan interpretasi di kalangan para mufassir yaitu pertama
menyatakan bahwa dalam kedua ayat tersebut ada hubungan nasikh dan
mansukh. Ayat 3 tersebut di-nasakh oleh ayat 129 yang menyebutkan bahwa
syarat adil sebagaimana dalam ayat ke-3 tidak mungkin dapat diwujudkan.
Oleh karena itu, kebolehan berpoligami menjadi batal hukumnya. Kedua
menyatakan bahwa kedua ayat tersebut tidak ada korelasi nasikh dan mansukh,
namun ayat 129 tersebut memilah bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat
diwujudkan tersebut adalah keadilan yang bersifat immateriil seperti kasih dan
sayang karena memang sifat manusia itu sendiri yang tidak akan mungkin
untuk menghindarkan adanya kecendrungan dan keberpihakan. Lihat Rahmi,
“Poligami/: Penafsiran Surat An Nisa’ Ayat 3,” Kafa’ah Jurnal Ilmiah Kajian Gender
V, no. 1 (2015): 123–125, accessed October 21, 2020, https://www.researchgate.net/
publication/313541208_Poligami_Penafsiran_Surat_An_Nisa’_Ayat_3.

1 0 Ada banyak hadits yang secara redaksional dipahami bahwa Nabi saw
memberika izin kepada para sahabatnya untuk berpoligami dengan maksimal
4 oang istri Hadits-hadits tersebut dapat ditelusuri pada Abu Husain ’Ali bin
’Umar bin Ahmad bin Mahdi al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, vol. 3 (Beirut: Dar
Ihya al-Ilmiyah, 2003), 188–190 nomor hadits 3617, 3618, 3619, 3623, 3628; Abu
Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra Li al-Baihaqi, vol. 10 (Beirut:
Dar al-Fikr, 1996), 442–445 nomor hadits 14252, 14253, 14254, 14255, 14260, 14261;
Abu ’Isa Muhammad al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 994),
213; nomor hadits 4604, 4626, 5017 dan 5546 Abu Abdillah Muhammad Ibn Majah,
Sunan Ibn Majah, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya al-Arabi, n.d.), 628; Abu Abdillah Ahmad
bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 1993), 80–
206; Di samping dengan adanya hadits-hadits tersebut, praktik poligami
Rasulullah juga dijadikan sebagai rujukan akan kebolehan poligami, terlepas
dari pembahasan tentang motif dan tujuan poligami Rasulullah. Sebagaimana
diketahui bahwa Rasul berpoligami pasca meninggalnya Khadijah, istri beliau.
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perempuan, bahkan poligami menjadi salah satu faktor yang
memicu lahirnya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sebuah
penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan diperoleh data
bahwa 46 % perempuan yang dimadu, memilih bercerai akibat
ditelantarkan oleh suaminya. Sedangkan 54 % sisanya, adalah
gabungan dari laporan kekerasan dalam rumah tangga hingga
tidak berani melaporkan kepada petugas berwenang.11 Kajian dan
penelitian yang sudah dilakukan dengan pendekatan feminisme
dapat disimpulkan bahwa praktik poligami merupakan sebuah
bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Legalitas yang
diberikan terhadap praktik tersebut selalu dilihat dalam konteks
kepentingan laki-laki, jarang sekali dari sudut pandang
kepentingan perempuan.12 Dalam konteks Indonesia, perjuangan
untuk melakukan penolakan terhadap poligami dimulai sejak awal
abad XX dengan munculnya Kartini sebagai pejuang emansipasi
perempuan dan mampu menginspirasi kaum perempuan
sesudahnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk
hak untuk tidak dipoligami.13

Dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia tentang
perkawinan, terutama poligami pada dasarnya menganut asas
monogami yang terbuka, yaitu hanya apabila dikehendaki oleh
yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan

Adapun riwayat yang dijadikan dasar sebagai penolakan terhadap praktik
poligami bisa ditelusuri pada Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-
Nisabury, Shahih Muslim, 3rd ed., vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 405
nomor hadits 2449.

1 1 “Poligami dalam Perspektif Komnas Perempuan | Republika Online,” accessed
October 21, 2020, https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-
nusantara/18/12/23/pk74ks409-poligami-dalam-perspektif-komnas-perempuan.

1 2 Lihat Nurus Sa’adah, Vita Fitria, dan Kurnia Widiastuti, “Poligami dalam Lintas
Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach,” ASY-SYIR’AH: Jurnal Ilmu
Syariah dan Hukum 49, no. 2 (Desember 2015): 480–481; Kajian yang secara jelas
mengulas dan menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur tentang praktik
poligami di Indonesia dipandang dari perspektif kepentingan laki-laki bisa dilihat
pada Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, “Poligami dan Ketidakadilan Gen-
der dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” Al-Ahkam 27, no. 2 (Octo-
ber 12, 2017): 195–212.

1 3 Lihat Sa’adah, Fitria, and Widiastuti, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama:
Meta-Interpretation Approach,” 495.

Eksplorasi Fenomena Memahami Latar Belakang Studi
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mengizinkannya, maka seorang suami dapat beristri lebih dari
satu.14

Ini artinya bahwa dalam hukum perkawinan yang berlaku di
Indonesia, praktik poligami terbuka peluang kebolehannnya
dengan tetap mengacu kepada syarat-syarat yang ketat
sebagaimana yang terdapat dalam UU perkawinan nomor 1 Tahun
1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).15 Bahkan bagi
seorang laki-laki yang mempunyai status PNS, apabila ingin
berpoligami diberikan syarat tambahan melalui peraturan lain
sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa bagi
Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari satu, maka harus
mendapatkan izin lebih dulu dari pejabat.16

Syarat-syarat yang dicantumkan dalam regulasi yang berlaku
di Indonesia sesungguhnya dimaksudkan untuk mencegah
kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan

rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi, sosial maupun
ekonomi yang dapat merugikan seluruh anggota keluarga dan
tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.17 Dalam
perspektif feminis, adanya regulasi yang mengatur secara ketat
tentang praktik poligami di Indonesia ini masih dianggap
diksriminatif terhadap perempuan, karena pertimbangan syarat-

1 4 Lihat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 139; Amir Syarifuddin,
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), 25.

1 5 Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat poligami yaitu pertama, adanya
persetujuan dari istri/istri-istri. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu
menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan
ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka. Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan
yang bisa dibenarkan suami berpoligami adalah dikarenakan istri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau Istri tidak dapat melahirkan
keturunan. Lihat Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974.

1 6 Lihat Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990.
1 7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 172.
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syarat tersebut masih dilihat dari sisi laki-laki bukan perempuan,
sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Walaupun
demikian syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut
sesungguhnya sejalan dengan pemikiran ulama modern yang
memandang bahwa poligami hanyalah sebuah pintu darurat yang
pintunya akan terbuka apabila syarat-syarat sebagaimana di atas
terpenuhi.18

Terlepas dari apa yang sudah diuraikan di atas, ada satu titik
kesepakatan bahwa Islam sebagai sebuah agama tidak membawa
ajaran tentang poligami, namun jauh sebelum Islam datang, praktik
tersebut sudah lazim di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat
itu. Datangnya ajaran Islam tidak serta merta melarang praktik
poligami, namun juga tidak membenarkan praktik yang justru
dapat merendahkan martabat perempuan. Islam justru
memberikan aturan yang ketat terhadap praktik tersebut dengan
mensyaratkan adanya keadilan untuk para istri yang dipoligami.
Harus diakui bahwa tinggi rendahnya angka praktik poligami tidak
hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap sumber keagamaan
saja, namun juga sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya
yang membentuk sudut pandang terhadap perempuan. Sistem
sosial dan budaya patriakhi cenderung mendudukkan perempuan
sebagai subordinat laki-laki, dan menjadikan praktik poligami
menjadi marak dan berpotensi merendahkan martabat perempuan.
Berbeda dengan sistem sosial yang mendudukkan perempuan
secara seimbang dengan laki-laki, justru praktik poligami relatif
dapat ditekan, karena perempuan dipandang mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dengan laki-laki. Praktik poligami dalam
tatanan sosial seperti ini dilakukan dalam konteks tujuan atau motif
yang dianggap rasional. Dengan demikian, praktik poligami
sebenarnya sangat terkait dengan kontruksi sosial budaya
masyarakatnya.

Sebagaimana poligami yang dipraktikkan oleh masyarakat
lain, praktik yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Banjar

1 8 Diskripsi tentang ini bisa dilihat pada Didi Sumardi, “Poligami Perspektif Keadilan
Gender,” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 9, no. 1 (2015): 196–197.
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yang dikenal sebagai etnis dan komunitas yang taat terhadap
praktik ajaran Islam sebagai sebuah agama identitas.19

Terkait dengan ini, ada sebuah pameo yang sangat dikenal di
masyarakat Banjar yang menunjukkan bagaimana hubungan
antara masyarakat Banjar dengan praktik poligami sebagaimana
yang disebutkan oleh Abdul Helim sebagai berikut:

Beristri satu baru belajar,

Beristri dua adalah belajar,

Beristri tiga adalah terpelajar,

Beristri empat baru disebut urang Banjar.20

Munculnya pameo di atas mempertegas tentang fenomena
poligami di masyarakat Banjar. Dalam masyarakat Banjar, praktik
poligami biasa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat baik yang
mempunyai kedudukan maupun tidak. Hal ini sebagaimana kasus
yang pernah ditemukan oleh Alfani Daud.21 Bahkan tidak jarang,
praktik ini dibalut dengan alasan yang bersifat teologis, seperti
berkembang sebuah ungkapan di masyarakat Banjar bahwa
praktik ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji kita tidak bisa
seperti Rasul, oleh karena itu dengan cara menikah saja kita bisa

1 9 Islam sebagai agama yang dianut dan menjadi identitas bagi masyarakat Banjar
melalui sebuah proses politik dan non politik. Proses politik dimulai dengan
hubungan dengan Kerajaan Demak dalam sebuah peristiwa perebutan
kekuasaan antara Pangeran Samudera dengan Pangeran Temenggung.
Sedangkan proses non politik melalui jalur perdagangan dan lain-lain yang
tidak melibatkan kekuasaan politik dalam penyebarannya. Lihat Yusliani Noor,
“Sejarah Perkembangan Islam di Banjarmasin dan Peran Kesultanan Banjar
(Abad Xv-Xix),” Al-Banjari/: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 11, no. 2 (August 14,
2012): 242, accessed October 21, 2020, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/
al-banjari/article/view/458; Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan
Analisa Kebudayaan Banjar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 48; JJ Rass,
Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography (The Hague: martinus Nijhoff,
n.d.), 10–33.

2 0 Lihat Abdul Helim, “Poligami Perspektif Ulama Banjar,” ISLAMICA: Jurnal Studi
Keislaman 12, no. 1 (September 2017): 50. Wardatun Nadhiroh menyebutkan
dengan redaksi yang berbeda, lihat pula “Wardahatun Nadhiroh. Poligami Ala
Banjar.Pdf,” n.d., 1, accessed October 21, 2020, https://idr.uin-antasari.ac.id/6427/
1/Wardahatun.%20POLIGAMI%20ALA%20BANJAR.pdf.

2 1 Lihat Daud, Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,
85.
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mengikuti beliau yaitu beristri lebih dari satu (sambahyang, bapuasa,
bazakat wan bahaji kita ini kada sama lawan nabi, barang babini sama
lawana sidin)22. Atau ada pula sebuah ungkapan yang sering
diucapkan walaupun dalam nada guyonan bahwa kalau ada
seorang istri yang menikahkan suaminya, maka dia akan masuk
surga (bila bini hakum mangawinkan lakinya, maka inya akan masuk
surga). Biasanya akan dijawab oleh para perempuan dengan
kalimat masih ada jalan lain untuk masuk surga selain cara seperti
itu (maraha masih banyak haja jalan gasan masuk surga selain cara
kaya itu). Berdasarkan dua ungkapan ini, bisa dikatakan bahwa
bagi masyarakat Banjar berpoligami sesungguhnya juga adalah
bagian dari refleksi keagamaan itu sendiri.

Selain itu pula, poligami kadang dijadikan sebagai pelengkap
terhadap eksistensi diri di tengah-tengah masyarakat, seperti yang
diungkapkan oleh Humaidy bahwa bagi ‘urang’ Banjar terutama
bagi laki-laki, praktik poligami dimaksudkan untuk melengkapi
kesempurnaan kesugihan, kehebatan, keilmuan dan ibadah.
Misalnya bagi orang yang kaya (sugih) belum sempurna kekayaan
yang dimiliki apabila belum memiliki istri lebih dari satu. Seorang
yang jagoan (preman) kurang harat (hebat), jika hanya babini
saikung haja (beristri satu saja) dan tuan guru tidak lengkap dan
kurang mantab kealiman dan ibadahnya jika tidak berpoligami.23

Dengan demikian ada dua ciri utama dari praktik poligami di
masyarakat Banjar yaitu pertama, pada umumnya alasan
berpoligami dibalut dengan argumen teologis, dan kedua
berpoligami menjadi sebuah pelengkap identitas diri. Sebagai

2 2 Ungkapan tersebut hanya berangkat dari perspektif yang sederhana tentang
poligami yaitu dengan melihat kepada praktiknya Nabi. Padahal dalam sebuah
riwayat disebutkan bahwa Nabi saw pernah secara keras menolak kehendak
keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah untuk menikahkan putri mereka dengan
’Ali bin Abi Talib yang saat itu statusnya adalah suami dari Fatimah putri Nabi.
Ini menunjukkan bahwa poligami harus dilihat dari aspek kompleksitasnya,
tidak hanya dari aspek kebolehan beristri lebih dari satu. Lihat Muslim bin al-
Hajjaj al-Qusyairi al-Nisabury, Shahih Muslim, 2:405.

2 3 Lihat “Nikah Sirri atau ‘Kawin Badadiaman’ dalam Kultur Masyarakat Banjar,”
jejakrekam.com, October 11, 2018, accessed October 21, 2020, https://
jejakrekam.com/2018/10/12/nikah-sirri-atau-kawin-badadiaman-dalam-kultur-
masyarakat-banjar/.
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contoh praktik poligami dengan argumen teologis ini seperti yang
pernah disimpulkan oleh Wardhatun Nadhiroh dalam penelitiannya
bahwa bagi perempuan masyarakat Banjar, poligami adalah bagian
dari syariat yang akan mendapatkan pahala apabila dijalankan.
Dengan adanya pahala tersebut maka cenderung masyarakat
Banjar tidak menolak poligami.24 Adapun contoh praktik poligami
dengan balutan identitas diri misalkan adalah bahwa secara umum
para pengusaha batubara di Kalimantan Selatan memiliki istri lebih
dari satu, baik yang dilakukan secara terbuka (diketahui oleh istri
pertama) maupun secara sembunyi-sembunyi. Praktik seperti ini
secara luas diketahui oleh publik masyarakat Banjar. walaupun
motif dari berpoligami itu sendiri belum persis diketahui dan harus
dilakukan sebuah penelitian.

Dalam perspektif sosiologi, praktik poligami di masyarakat
Banjar merupakan bagian dari fenomena hukum Islam, karena
praktik itu sendiri berangkat dari pemahaman individu terhadap
ajaran agamanya sesuai dengan keinginan dan kepentingannya.
Dalam hal ini bagaimana pemahaman individu terhadap konsep
poligami tersebut melahirkan pengaruh terhadap lingkungan
sosialnya. Pada dasarnya praktik poligami dari sudut pandang
sosiologis bukanlah hal yang kontroversial, karena konsep itu sendiri
terdapat dalam ajaran agama. Namun ketika praktik tersebut
dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan konsep sebenarnya
dalam ajaran agama akan melahrkan sebuah kesalahpahaman dan
pada akhirnya akan memicu timbulnya konflik sosial.25

Dalam konteks antropologi, deskripsi di atas menjelaskan
bahwa hukum Islam tentang poligami di masyarakat berintegrasi
dengan budaya lokal yang mempengaruhi perilaku berpoligami
dalam masyarakat. Ajaran Islam menjadi salah satu unsur yang
membentuk pandangan hidup masyarakat Banjar selain adat
setempat dan lingkungan tempat mereka hidup. Oleh karena itu,

2 4 Lihat “Wardahatun Nadhirah. Poligami Ala Banjar.Pdf,” n.d., 22, accessed Octo-
ber 21, 2020, https://idr.uin-antasari.ac.id/6427/1/Wardahatun.%20 POLIGAMI
%20 ALA%20BANJAR.pdf.

2 5 Lihat Desi Erawati, “Poligami dalam Perpektif Sosiologis,” Himmah VIII, no. 22
(2007): 24–27.
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dalam perkawinan masyarakat Banjar, ketiga unsur tersebut
berintegrasi menjadi sebuah pola tingkah laku masyarakat
Banjar.26 Dalam kajian antropologi, proses terintegrasinya agama,
adat dan lingkungan tempat tinggal sehingga membentuk sebuah
pola tingkah laku merupakan hasil dari dialektika agama dan
budaya. Dalam hal ini, terlihat bagaimana masyarakat memahami
agama dan bagaimana tradisi lokal mempengaruhi keberagamaan
masyarakat.27

Beranjak dari uraian di atas, secara teoritik muncul pertanyaan,
bagaimanakah sebenarnya hukum Islam mengatur tentang
poligami. Pertanyaan ini perlu dijawab dengan tidak hanya berpijak
pada norma yang berangkat dari literal metodelogis (fiqh dan ushul
al-Fiqh) saja, namun juga harus melakukan rekontruksi sosial
historis serta budaya di saat ayat dan hadits sebagai sumber ajaran
tentang ini muncul. Ini perlu dilakukan untuk mendapatkan sebuah
pemahaman yang utuh dan holistik terhadap ketentuan poligami
dalam hukum Islam.

Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana praktik

poligami dijalankan oleh masyarakat Banjar. Pertanyaan ini perlu
juga perlu dijawab karena sebagaimana disebutkan di atas, agama
dan sistem sosial budaya berintegrasi melahirkan pola pandang yang
mempengaruhi terhadap perilaku hukum, dalam hal ini poligami di
kalangan masyarakat Banjar. Kajian secara empirik fenomenalogis
menjadi pilhan yang tepat untuk mencari jawaban tersebut, dan
tidak cukup hanya melalui kajian normatif teologis. Dengan narasi
tersebut, buku ini mengeksplorasi tentang Poligami dalam
Masyarakat Banjar dalam perspektif sosiologis antropologis. Dengan
narasi tersebut buka ini mengeksplorasi poligami dalam perspektif
yang normatif dan realitas yang terjadi di masyarakat Banjar.

2 6 Idwar Saleh and et.al, Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Kalimantan Selatan
(Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah
dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), 26.

2 7 Lihat Roibin, “Agama dan Budaya-Relasi Konfrontatif atau Kompromistik,”
Jurisdictie (March 26, 2012): 2, accessed October 21, 2020, http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/1590.
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Bab II

Poligami dalam Kajian Normatif

A .Diskursus Poligami dalam Islam

Tema poligami tidak bisa lepas konteks pembicaraannya dengan
Islam, karena bahasan tersebut tidak hanya terungkap dalam

kitab-kitab fikih yang membahas tentang pernikahan (munakahat),
tapi juga terdapat dalam sumber utama ajaran Islam itu sendiri
yaitu Alquran dan Hadits yang secara jelas mengungkapkannya.
Di samping itu pula, perilaku berpoligami banyak dipraktikkan
oleh umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat dengan tujuan
dan motif yang beragam. Namun semuanya ini tidak serta merta
dipahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya
untuk berpoligami. Sejalan dengan keluhuran ajaran Islam terhadap
manusia, ada tujuan-tujuan yang lebih khusus dari dibukanya
kebolehan poligami yang tentu saja selaras dengan kemaslahatan
hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya
tidak cukup hanya dengan memahami teks poligami secara tekstual
dan parsial, namun harus secara komprehensif.

Dalam terminologi fikih, poligami diistilahkan dengan kalimat
ta’addud al-Jauzat ( ) yang secara bahasa diartikan dengan
istri yang berbilang, yaitu seorang lelaki mempunyai istri yang
banyak. Arti banyak dalam fikih tentang poligami dibatasi dengan
bilangan maksimal 4 (empat) orang istri. Dasar dari adanya
pembatasan maksimal ini sebagaimana yang terdapat dalam nash
baik dari ayat Alquran maupun hadits Rasulullah saw. Dalam
konteks ini, poligami merupakan praktik pernikahan yang
dilaksanakan setelah seorang laki-laki mempunyai satu orang istri
dan kemudian menikah kembali dengan perempuan lain dengan
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tetap mempertahankan istri yang pertamanya (tidak cerai) atau
mengumpulkan beberapa orang istri dalam kehidupan
perkawinannya. Dengan demikian, poligami merupakan lawan
kata dari monogami yang berarti mengawini satu orang perempuan
saja, dan juga lawan kata dari poliandri yang berarti seorang
perempuan mempunyai banyak suami.

Untuk bahasan tentang poligami dalam Islam, berikut di
bawah ini penulis uraikan dimulai dengan teks yang menjadi dalil
praktik tersebut baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadits.

1. Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Secara umum ada dua ayat dan banyak hadits yang
berbicara tentang poligami. Dua ayat tersebut terdapat dalam
Surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129.1

Sedangkan hadits-hadits tentang poligami tersebar dalam
kitab-kitab yang mu’tabar, baik hadits yang melahirkan
interpretasi kebolehan praktik poligami, maupun hadits-hadits
yang secara literlek dipahami menolak praktik tersebut.
Keberadaan dalil ini melahirkan dinamika interpretasi yang
beragam semenjak dulu sampai saat ini terkait dengan praktik
poligami dalam Islam, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan diskusi tentang poligami tidak pernah
tuntas.2

Adapun ayat Alquran tentang poligami adalah sebagai
berikut:

Q.S. An-Nisa ayat 3:

1 Abdu al-Tawwab Haikal, Ta’addudu al-Jauzat Fi al-Islam Wa Hikmah al-Ta’addudu Fi
Azwaji al-Nabi Saw. (Beirut: Dar al-Qolam, n.d.), 21.

2 Edi Sahputra Siregar, “The Views of NU Ulama in Medan about Polygamy,”
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and
Social Sciences 3, no. 3 (August 31, 2020): 2551–2552.
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya.
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak
yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat zholim”. (Q.S. An-Nisa:3)

Menurut al-Baghawi, ada dua pendapat mengenai
penjelasannya yaitu pertama, bahwa ayat tersebut sesungguhnya
terkait dengan ketidakmampuan untuk berlaku adil kepada
anak yatim yang ingin dinikahi. Karena itu lebih baik untuk
menikahi perempuan lain dengan batasan maksimal empat or-
ang. Ini sejalan dengan riwayat yang menceritakan tentang dia-
log antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah terkait ayat tersebut.
Menurut Thaba’thaba’i, pendapat pertama ini cenderung

melahirkan perilaku yang berhati-hati terhadap anak yatim
namun tidak berhati-hati dalam berprilaku adil kepada para istri
yang dinikahi.3 Kedua, ayat tersebut menjelaskan bahwa
kekhawatiran untuk tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim
sesunggunya juga berkolerasi dengan keharusan bersikap adil
kepada para istri yang dinikahi. Oleh kerena itu, apabila
kekhawatiran untuk tidak dapat berlaku adil itu ada, maka
dengan menikahi satu perempuan itu cenderung dapat
meminimalisir ketidakadilan yang mungkin muncul. Karena
posisi perempuan yang lemah sama halnya dengan posisi anak
yatim.4

3 Lihat al-Sayyid Muhammad Husain Al-Thabathaba’i, Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran,
I, vol. 4 (Beirut: Muasasah al-A’lami lil Mathbu’at, 1998), 173.

4 Abi Muhammad al-Husaini bin Mas’ud al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi Ma’alim al-
Tanzil, vol. 2 (Riyadh: Dar Thaiyibah Li al-Nasyr wa al-Tauzi’i, 1409), 160–62; Lihat
Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Durru al-Mantsur Fi al-Tafsir Bi al-Ma’tsur, I, vol. 4 (Kairo:
Markaz Hijr lil Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Islamiyyah, 1424), 218–19.

Poligami dalam Kajian Sosiologis Antropologis
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Terlepas dari itu, seringkali ayat ini tidak dipahami secara
utuh, namun dibaca secara umum bahwa poligami
diperbolehkan atau ayat itu dibaca secara sepotong-sepotong
sehingga menurut Abdu al-Wahhab Haikal, wajar apabila
dengan memahami ayat ini saja akan melahirkan dua
kecendrungan interpretatif yaitu membolehkan dan tidak
membolehkan.5 Semestinya ayat ini harus dipahami dengan
menghubungkannya ke ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu
ayat pertama sampai keempat, karena ayat-ayat tersebut
berbicara dalam konteks regenerasi manusia dan perkawinan.6

Q, S. An-Nisa ayat 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu
cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan
jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa ayat 129)

Sebagaimana ayat 3 yang sudah disebutkan di atas, ayat
129 ini juga semestinya dibaca dalam konteks yang saling terkait
dengan ayat-ayat sebelum dan atau sesudahnya yang dimulai
dari ayat 127 sampai dengan ayat 130. Rangkaian ayat-ayat
tersebut secara umum masih memuat tentang perkawinan
dengan perempuan dan anak yaitm.7 Terkait dengan hal yang
lebih spesifik yaitu tentang poligami, para ulama umumnya

5 Lihat Haikal, Ta’addudu al-Jauzat Fi al-Islam Wa Hikmah al-Ta’addudu Fi Azwaji al-
Nabi Saw., 22.

6 Lihat Makrum Makrum, ‘Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an’, MAGHZA: Jurnal
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, vol. 1, no. 2 (2016), p. 40.

7 Lihat Makrum, 40–41.
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memahami bahwa antara ayat 3 dan 129 ini mempunyai
hubungan yang saling menjelaskan, terutama tentang konsep
adil dalam kehidupan perkawinan poligami. Apabila pada ayat
3 di atas secara jelas disebutkan bahwa poligami tidaklah
dipraktikkan dengan tanpa syarat dan pembatasan, maka ayat
129 menjelaskan bahwa keadilan yang menjadi syarat dalam
poligami dan mampu untuk direalisasikan yaitu berupa keadilan
yang bersifat materi, dapat diukur seperti sandang, pangan,
hitungan hari bermalam dan lain-lain. Dengan demikian, apabila
seorang laki-laki dapat merealisasikannya dalam keinginan
berpoligami, maka hukumnya boleh.8

Adapun hadits-hadits Nabi saw yang dijadikan sebagai dalil
dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pertama, hadits-hadits
yang dipahami secara literlek membolehkan praktik poligami
dan kedua hadits-hadits yang dipahami secara literlek tidak
membolehkan praktik poligami.

Hadits-hadits yang dipahami membolehkan praktik
poligami di antaranya adalah sebagai berikut:

“Hannad telah meriwayatkan hadits kepada kami, ia berkata:
Abdah telah meriwayatkan hadits kepada kami dari Sa’id bin Abi
Arubah dari Ma’mar dari al-Zuhri dari Salim bin Abdillah dari
Ibnu Umar bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsaqofi memeluk
agama Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri di masa
jahiliyah, maka mereka (istri-istri tersebut) pun memeluk agama
Islam bersamnya, maka nabi memerintahkan kepadanya untuk
memilih cukup empat di antara mereka”.

8 Lihat Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 307–8.
9 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah al-Tirmidzi, al-Jami’ al-Kabir Sunan al-

Tirmidzi, vol. 2 (Beirut: Dar al-Garab al-Islami, 1998), 426 Nomor hadits 1128.

9
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Hadits yang semakna di antaranya sebagai berikut:

“Yahya bin Hakim telah meriwyatkan hadits kepada kami,
ia berkata: Muhammad bin Ja’far telah meriwayatkan hadits
kepada kami, ia berkata: Ma’mar telah meriwayatkan hadits
kepada kami dari al-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar ia berkata:
telah masuk Islam Ghailan bin Salamah dan ia memiliki sepuluh
orang istri, maka Nabi bersabda kepadanya, ambillah
(pertahankan) empat orang di antara mereka”.

Selain hadits yang meriwayatkan tentang Ghailan bin
Salamah di atas, ada pula riwayat lain tentang Qais bin al al-
Harits sebagai berikut:

“Ahmad bin Ibrahim al-Dauraqiyyu telah meriwayatkan
hadits kepada kami, ia berkata: Husaimun telah meriwayatkan
hadits kepada kami dari Ibni Abi laila dari Humaidhah binti al-
Syamardali dari Qais bin al-Harits ia berkata: aku telah memeluk
agama Islam dan bersamaku ada delapan orang istri, maka
kemudian aku datang kepada Nabi saw, dan aku sampaikan

10

11

12

1 0 Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah,
vol. 1 (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1431), 628 Nomor hadits 1953.

1 1 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani,
Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 1434), 327 Nomor
hadits 37

1 2 Al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah, 1:628 Nomor hadits 1952.
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kepadanya tentang hal itu, Nabi bersabda pilihlah empat orang
di antara mereka”.

“Ahmad bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits kepada kami,
Husaimun telah meriwayatkan hadits kepada kami dari ibni Abi
Laila dari Humaidhah bin al-Syamardali dari Qais bin al-Harits
ia berkata: aku telah memeluk Islam dan bersamaku ada delapan
orang istri, maka aku datang kepada Nabi saw, dan aku sampaikan
kepadanya tentang hal itu, Nabi bersabda pilihlan empat orang
di antara mereka”.

“Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin al-Hakim al-
Anshari: telah meriwayatkan kepada kami Abu Uwanah dari
Ruqbah dari Talhah al-Yami dari Sa’id bin Zubair berkata: telah
bertanya kepadaku Ibnu Abbas: Apakah engkau telah menikah?
Aku Jawab: beum. Dia berkata, menikahlah, karena sesungguhnya
sebaik-baik ummat ini adalah mereka yang memiliki banyak istri”.

Dari teks hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa ada
situasi di mana para sahabat mempunyai banyak istri sebelum
mereka memeluk agama Islam, dan ini juga menunjukkan
bahwa kebiasaan untuk memiliki banyak istri sudah ada sebelum
Islam datang di kalangan bangsa Arab. Sehubungan dengan
adanya ayat Alquran yang membatasi maksimal empat orang
istri, maka mereka menanyakan kepada Rasulullah saw

bagaimana dengan istri-istri mereka tersebut. Untuk itulah
Rasulullah memerintahkan memilih empat orang istri di antara

13

14

1 3 Abu Ya’la Ahmad bin Ali bin al-Mutsni bin Yahya bin Isa bin Hilal al-Tamimi al-
Maushuli, Musnad Abi Ya’la, I, vol. 12 (Dimisqa: Dar al-Ma’mun al-Turats, 1983),
290 Nomor hadits 6872.

1 4 Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, 5th ed., vol. 5
(Dimisqa: Dar Ibn Katsir, 1414), 1951.
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istri-istri mereka itu. Praktik kebolehan berpoligami juga dapat
dipahami dari riwayat yang merekam dialog antara Sa’id bin
Zubair dengan Abdullah bin Abbas di atas yang jelas mendorong
untuk memiliki istri lebih dari satu.

Adapun hadits-hadits yang secara literlek dipahami
menolak praktik poligami di antaranya adalah sebagai berikut:

“Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits telah
meriwayatkan kepada kami dari ibni Abi Mulaikah dari al-Miswar
bin Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw
bersabda di atas mimbar: Sesungguhnya beberapa keluarga bani
Hasyim ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri
mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tidak akan
mengizinkan, sekali lagi aku tidak akan mengizinkan, sungguh aku
tidak akan mengizinkan, kecuali kalau Ali mau menceraikan putriku,
lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku, apa
yang mengganggu perasaaannya berarti mengganggu perasaanku
juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula”.

Di samping hadits di atas, ada beberapa riwayat yang
terdapat dalam kitab-kitab hadits dengan makna matan yang
sama walaupun dengan jalur sanad yang berbeda. Berikut
hadits-hadits yang dimaksud:

15

1 5 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, vol. 7 (Beirut:
Dar Thuruq al-Najah, 1433), 37 Nomor hadits 5230.

1 6 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisabury, Shahih Muslim, vol. 4 (Beirut: Dar
Ihya Turats al-Arabi, 1431), 1902 Nomor hadits 2449.

16



2 1

“Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutiabah bin Sa’id
telah meriwayatkan hadits kepada kami, keduanya dari al-Laits
bin Sa’d ia berkata: Ibnu Yunus, Laits telah meriwayatkan kepada
kami, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah al-Qurasyi al-
Taimiyyu telah meriwayatkan kepada kami bahwa sesungguhnya
al-Miswar bin Makhjamah telah meriyatkan kepadanya bahwasa-
nya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda di atas mimbar:
Sesungguhnya beberapa keluarga bani Hasyim ibn al-Mughirah
meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi
Thalib, maka aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi aku tidak
akan mengizinkan, sungguh aku tidak akan mengizinkan, kecuali
kalau Ibnu Abi Thalib suka untuk menceraikan putriku, lalu meni-
kahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku, apa yang
mengganggu perasaaannya berarti mengganggu perasaanku juga,
apa yang menyakiti hatinya berrati menyakiti hatiku pula”.

“‘Isa bin Hammad al-Mishriyyu telah meriwayatkan kepada
kami ia berkata, al-Laits bin Sa’d telah mengkhabarkan kepada
kami dari Abdulah bin Abi Mulaikah dari al-Miswar bin
Makhjamah ia berkata: aku telah mendengar Rasulullah saw di
atas mimbar beliau bersabda; Sesungguhnya bani Hisyam ibn al-
Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan
‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tidak akan mengizinkan, sekali
lagi aku tidak akan mengizinkan, sungguh aku tidak akan
mengizinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan
putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian
dariku, apa yang mengganggu perasaaannya berarti mengganggu
perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti
hatiku pula”.

17

1 7 Al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah, 1:642 Nomor hadits 1998.
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“Ahmad bin Yunus dan Qutaibah bin Sa’id al-Ma’na telah
meriwayatkan kepada kami –Ahmad tekah berkata-al-Laits telah
menyampaikan kepada kami, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi
Mulaikah al-Qurasyi al-Taimiyyu telah meriwayatkan kepadaku,
bahwasanya al-Miswar bin al-Makhjamah telah meriwayatkan
kepadanya bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda
di atas mimbar: Sesungguhnya beberapa keluarga bani Hasyim
ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka
dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tidak akan mengizinkan,
sekali lagi aku tidak akan mengizinkan, sungguh aku tidak akan
mengizinkan, kecuali kalau Ali mau menceraikan putriku, lalu
menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku, apa
yang mengganggu perasaaannya berarti mengganggu perasaanku
juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula”.

Dari hadits yang dipahami menjadi dasar untuk
membolehkan praktik poligami dan yang hadits yang dipahami
menjadi dasar untuk menolak poligami, menurut penulis ada
dua situasi yang berbeda, yaitu hadits-hadits yang dipahami
membolehkan praktik poligami didasarkan kepada fakta bahwa
banyak sahabat yang sebelum memeluk Islam sudah
mempraktikkan poligami dengan istri yang lebih dari empat,
sedangkan Alquran hanya membatasi maksimal empat orang.
Sedangkan dalam hadits yang dipahami menolak praktik
poligami berangkat dari perasaan yang secara umum pasti
dimiliki oleh semua perempuan yang dipoligami, dan itu
terwakili dengan perasaanya Fatimah apabila dipoligami.

18

1 8 Abu Daud Sulaiman al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abu Daud, vol. 2 (Beirut: Al-
Maktabah al-Ashriyyah, 1431), 226 Nomor hadits 2071.
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Keberadaan dalil Alquran dan hadits sebagaimana yang
telah disebutkan di atas, tidak dapat dipungkiri melahirkan
interpretasi yang beragam terkait dengan persoalan poligami.
Keragaman interpretasi tersebut juga tidak lepas dari faktor-
faktor lain yang mempengaruhi pembacaan teks tersebut. Untuk
itulah dalam bagian di bawah ini penulis akan menguraikan
deskripsi bagaimana para ulama memperbincangkan persoalan
poligami sesuai dengan pembacaan mereka terhadap teks yang
terdapat dalam Alquran maupun hadits.

2. Pembahasan Ulama Terkait dengan Poligami

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas bahwa
berdasarkan dari teks Alquran dan hadits, lahir interpretasi yang
beragam di kalangan para ulama dan pemikir muslim tentang

praktik poligami dan paling tidak dapat dikategorikan ke dalam
dua pendapat umum yaitu pendapat yang membolehkan dan
pendapat yang mengharamkan poligami.19 Adanya perbedaan
dalam menyikapi poligami ini dikarenakan perbedaan sudut
pandang pada dua aspek yaitu pada manfaat dan mudharat
dari praktik poligami dan pada realisasi konsep adil pada semua
istri yang dipoligami.20

Apabila kita merujuk kepada referensi-referensi klasik dan
pertengahan yang telah ditulis oleh para ulama, kita akan
menemukan bahwa mereka sepakat poligami hukumnya
diperbolehkan dengan syarat adanya kemampuan untuk
bersikap adil. Menurut Abdul Maqsit, adanya kesepahaman

1 9 Dari dua pendapat tersebut, masing-masing di dalamnya terdapat varian-varian
pendapat yaitu dalam pendapat yang membolehkan ada dua pendapat yaitu
membolehkan dengan tanpa ada batasan jumlah istri yang dipoligami dan
pendapat yang membolehkan dengan batasan jumlah istri yang jelas, baik
dengan jumlah istri maksimal empat, sembilan dan delapan belas istri.
Sedangkan pendapat yang mengharamkan poligami di dalamnya ada dua
pendapat yaitu mengharamkan poligami secara mutlak dan haram apabila
tidak ada alasan dharurat. Lihat Haikal, Ta’addudu al-Jauzat Fi al-Islam Wa Hikmah
al-Ta’addudu Fi Azwaji al-Nabi Saw., 22.

2 0 Lihat Usman, “Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-
Maraghi Q.S.: Al-Nisa Ayat 3 Dan 129),” An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam 39, no. 1
(June 2014): 132.
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tentang hal tersebut paling tidak disebabkan oleh dua hal yaitu,
pertama disebabkan interpretasi yang literalis dan kedua
disebabkan oleh wacana tentang kesetaraan dan keseimbangan
gender pada saat itu belum begitu kuat.21 Oleh karena itulah,
dinamika perbincangan ulama klasik dan pertengahan pada
umumnya tidak pada aspek hukumnya, namun lebih banyak
tentang seputar jumlah perempuan yang boleh dinikahi serta
tentang konsep adil yang menjadi syarat dalam pernikahan
poligami.

Apabila pembicaraan tentang poligami didasarkan kepada
Q.S. an-Nisa ayat 3, maka konteks tentang poligami tidak bisa
dilepaskan terhadap probematika anak yatim. Artinya bahwa
pembicaraan tentang kebolehan poligami dalam ayat tersebut
tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan persoalan tentang
anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan seorang
laki-laki yang menginginkan untuk menikahinya.22 Hal ini
didukung dengan adanya riwayat yang merekam penjelasan
Aisyah terhadap ayat tersebut.23 Dari ketidakmampuan dan atau
ketidakmauan untuk memperlakukan anak perempuan yatim
tersebut, maka ayat ini memperkenankan untuk menikahi
perempuan lain baik dengan jumlah 2, 3, atau 4 yang kemudian
dipertegas kembali untuk tetap sama memperlakukan mereka
secara adil. Pemahaman secara lieralis dan berdiri sendiri bahwa
hukum berpoligami hukumnya boleh bisa didapatkan dari teks-

2 1 Lihat Abd. Moqsith, ‘Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an’, KARSA: Jurnal Sosial
dan Budaya Keislaman, vol. 23, no. 1 (2015), p. 140.

2 2 Lihat Abi al-Fida’i Ismail bin Umar Ibnu Katsit al-Dimasqi, Tafsir Al-Qur’an al-
Azhim, I, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 183. Lihat Pula Sofyan A.P.
Kau, Pelangi Fikih Kontemporer: Ragam Perspektif dan Pendekatan, I. (Malang:
Intellegensia Media, 2021), 128.

2 3 Riwayat tersebut banyak terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang dikutip dari
Imam al-Bukhari. Riwayat tersebut menceritakan tentang penjelasan Aisyah
kepada Urwah bin Zubair bahwa ada seorang wali dari perempuan yatim yang
dikarenakan harta dan kecantikannya ingin menikahi perempuan tersebut,
namun tidak memberikan mahar sebagaimana pernikahan terhadap
perempuan-perempuan lain. Lihat Ibnu Katsit al-Dimasqi, Tafsir Al-Qur’an al-
Azhim, 2:183; Al-Suyuthi, al-Durru al-Mantsur Fi al-Tafsir Bi al-Ma’tsur, 4:216; Al-
Baghawi, Tafsir al-Baghawi Ma’alim al-Tanzil, 2:160–61.
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teks hadits yang telah penulis sebutkan di atas, walaupun
sesungguhnya kedua teks sumber hukum tersebut secara
fungsional saling terkait.24

Dengan pendekatan kebahasaan, indikator tersebut terlihat
pada penggunaan kata “ ” dan kata “ ” dalam bentuk
perintah yang mengandung arti perintah untuk mengambil atau
memilih empat orang istri di antara istri-istri yang dimiliki
sebelum memeluk Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa Nabi
membolehkan untuk memperistri perempuan dengan batasan
maksimal empat orang sebagaimana yang disebutkan oleh al-
Syafi’i dalam kitab beliau.25

Adapun terkait dengan hadits yang secara literlek
melahirkan pemahaman bahwa Nabi menolak praktik poligami,
para ulama klasik umumnya memahami bahwa konteks hadits-
hadits tersebut adalah tentang contoh dari perilaku yang dapat
menyakiti perasaan Nabi, bukan terkait dengan persoalan
poligami itu sendiri, karena poligami adalah sesuatu yang
dihalalkan oleh Syariat dan Nabi tidak mungkin untuk

mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Di samping itu
pula yang harus dipahami dalam persoalan hadits tersebut
adalah bahwa perempuan yang akan dinikahkan dengan Ali
bin Abi Thalib adalah anak perempuan dari Abi Jahal yang
merupakan musuh Allah dan Rasul-Nya.26 Dari hal ini para
ulama klasik memandang bahwa hadits-hadits yang terkesan
kontardiktif sesungguhnya tidak demikian, karena hadits-hadits
tersebut saling berdiri sendiri.

Selain tentang persoalan hukum poligami, dinamika
perbincangan ulama klasik juga terkait batasan jumlah
maksimal perempuan yang boleh dinikahi. Mayoritas ulama
berpendapat bahwa jumlah maksimal perempuan yang boleh

2 4 Lihat Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa’iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-
Qur’an, 3rd ed., vol. I (Dimisqa: Maktabah al-Gazali, 1980), 426–28.

2 5 Muhammad ibn Idris Syafiiy, Al-Umm, trans. Tk. Ismail Yakub (Kuala Lumpur:
Victory Agencie, 1989), 8, 176.

2 6 Lihat Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhaj fii Syarh Shahih Muslin
bin al-Hajaj, Bait al-Afkar al-Dauliyah, hlm. 1489.
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dikumpulkan adalah sebanyak empat orang. Apabila ingin
menikahi perempuan lain, maka seorang suami harus
menceraikan salah satu dari empat orang yang sudah ada dan
menunggu habisnya masa iddah perempuan tersebut baru
diperbolehkan untuk menikah kembali.27

Mayoritas ulama tersebut mengemukakan beberapa
argumen selain kepada apa yang didasarkan dengan redaksi
ayat yang jelas menyebutkan bilangannya dan ditegaskan
dengan hadits-hadits di atas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kata matsna ( ) yang berarti dua, tsulasa ( )
yang berarti tiga, dan ruba’ ( ) yang berarti empat merupakan
bentuk pengulangan dalam penyebutan angka sekaligus pilihan,
dan bukan penjumlahan, yaitu bisa dengan dua, tiga atau empat
orang perempuan karena huruf wa ( ) dimaksudkan adalah
pilihan bukan penjumlahan. Sebagaimana dalam percakapan
bahasa Arab apabila diucapkan “bagilah harta yang banyak
ini matsna, wa tsulasa wa ruba’” maka maksudnya adalah mereka
membagi harta untuk mereka dengan masing-masing bisa

mendapatkan dua dirham, tiga dirham dan empat dirham.
Begitu pula apabila ada seseorang yang berkata dalam bahasa
Arab “ada seratus ribu orang yang datang kepadaku matsa wa
tsulasa wa ruba’, maka maksudnya adalah masing-masing ada
yang datang dengan berdua, bertiga dan berempat. Pemaknaan
seperti ini juga dikarenakan khitab dari ayat itu menunjukkan
kepada semua orang (al-Jami’) yang merujuk kepada setiap
individu sehingga ayat tersebut ditafsirkan dengan setiap
individu boleh menikahi perempuan-perempuan yang
diinginkannya bisa dengan jumlah dua, tiga atau maskimal
empat orang.28

2 7 Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7 Cet. II Beirut: Dar
al-Fikr, 1995, hlm. 165.

2 8 Jumhur ulama pada umumnya menjelaskan demikian misalkan lihat pada
Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami’ Baina Faniy
al-Riwayah Wa al-Dirayah Min “ilm al-Tafsir, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007),
268; Jamal al-Din al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi al-Musamma Mahasin al-Ta’wil, I, vol. 5
(Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957), 1115; Abi al-Qasim Jar Allah Muhammad
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Kedua, adapun kenyataan Rasul memiliki lebih dari empat
orang istri,29 maka jumhur ulama menjelaskan bahwa hal itu
tidak bisa dijadikan sebagai teladan yang harus diikuti, karena
merupakan bagian dari khususiyyah Nabi itu sendiri. Ini sudah
ditegaskan sendiri oleh Nabi dengan banyak hadits-hadits yang
meriwayatkan bahwa para sahabat beliau yang memiliki istri
lebih dari empat orang untuk memilih empat di antara mereka
dan menceraikan yang lainnya.

Adanya khususiyyah ini sudah menjadi sebuah konsesus di
kalangan para ulama.30 Menurut al-Qurthubi, khususiyyah bagi
Nabi dalam konteks ini termasuk dalam kategori sesuatu yang
diperbolehkan untuk beliau namun menjadi haram untuk selain
beliau, karena khususiyyah itu sendiri tujuannya adalah untuk
menunjukkan kelebihan dan derajat yang diberikan Allah
kepada beliau sehingga berbeda dengan umatnya.31

Berbeda dengan jumhur ulama yang menetapkan empat
orang istri adalah jumlah maksimal dalam praktik poligami, ada
sebagian kecil pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya

batasan tersebut tidak pada empat orang istri, namun lebih dari
itu, bisa sembilan, delapan belas bahkan tidak terbatas. Hal ini
menurut al-Qurthubi merujuk kepada pendapatnya Syiah

bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, Tafsir Al-Kasyaf ’an Haqaiq al-Tanzil Wa
’Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta’wil (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2009), 217–18.

2 9 Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi mempunyai 9,11, 13, 15, orang
istri. Namun sampai beliau wafat istri beliau berjumlah 9 orang. Lihat Ibnu
Katsit al-Dimasqi, Tafsir Al-Qur’an al-Azhim, 2:184; Hamka menyebutkan sebelas
nama istri Nabi yaitu Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam’ah, Aisyah
binti Abu Bakar Shiddiq, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah,
Ummu Salamah binti Abu Umaiyah, Zainaab binti Jahasy, Juwairiah binti Harits,
Ummi Habibah (Ramlah) binti Abu Sufyan, Shafiah binti Huyai bin Akhtab,
Maimunah binti Harits] Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, vol. 2
(Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.], 1078–93.

3 0 Lihat Ibnu Katsit al-Dimasqi, Tafsir Al-Qur’an al-Azhim, 2:184 Lihat pula; Abi Abdillah
Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa
al-Mubayyinu Lima Tadhamanahu Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqan, I, vol. 6 (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 2006), 33–34.

3 1 Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, Al-Jami’ Li
Ahkam Al-Qur’an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhamanahu Min al-Sunnati Wa Ayi al-
Furqan, I, vol. 17 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 185–87.
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Rafidhah, dan sebagian kecil dari ulama mazhab Zhahiri.32 Ada
beberapa argumen yang mereka kemukakan sebagai dasarnya
yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwa redaksi ayat yang berbunyi

“ ” menunjukkan tidak adanya batasan

jumlah perempuan yang dinikahi dan apabila disebutkan setelah
ayat tersebut bilangan atau jumlah, hal tersebut tidak
menjadikan bahwa hukum yang berlaku secara umum menjadi
batal, karena penyebutan bilangan dalam ayat tersebut
sesungguhnya ditujukan untuk menghilangkan timbulnya
kesulitan. Bahkan adanya jumlah angka pada ayat tersebut
merupakan sebuah bentuk penegasan yang mencakup seluruh
bilangan. Untuk itulah huruf “  ” harus dipahami sebagai
bentuk dari penjumlahan (liljam’i mutlaqan), yang bisa berarti
sembilan bahkan delapan belas. Dengan demikian 2 + 3 + 4 = 9
atau 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18.33

Kedua, praktik Rasul sendiri yang beristri lebih dari empat
merupakan contoh atau teladan yang harus diikuti oleh umatnya
dan ini sejalan dengan ayat Alquran dan hadits Rasul yang
menegaskan untuk mengikuti beliau. Adapun dengan adanya
riwayat-riwayat yang dijadikan sebagai dasar pembatasan
jumlah maksimal, maka hal ini menurut mereka tidak bisa
dikatakan bahwa riwayat yang bersifat ahad (khabar al-Wahid)

3 2 Lihat Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhamanahu
Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqan, 6:33–34; Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibnu
al-’Arabi, Ahkam Al-Quran, II., vol. 1 (’Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakahu, 1967),
312; Ibnu Hazm sebagai toloh utama dalam mazhab Zhahiri berpendapat bahwa
batasan maksimal perempuan yang boleh dinikahi dalam praktik poligami
adalah empat orang sebagaimana pendapat jumhur ulama. Yang membedakan
adalah bahwa menurut Ibn Hazm kebolehan berpoligami maksimal empat or-
ang istri tidak hanya berlaku untuk orang yang merdeka saja, namun budak
atau hamba sahaya juga memiliki hak yang sama, karena ayat dalam surah an-
Nisa ayat 3 tersebut tidak menyebutkan hanya untuk orang yang merdeka dan
tidak untuk budak. Pendapat seperti ini berbeda dengan jumhur ulama. Lihat
Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id Ibn Hazm am-Andalusi, Al-Muhalla Fi
Syarh al-Muhalla Lihujaji Wa al-Atsar (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2003),
1588–1589.

3 3 Lihat Al-Qasimi, Tafsir Al-Qasimi al-Musamma Mahasin al-Ta’wil, 5:1108.
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bisa menjadi penghapus (nasikh) terhadap ayat Alquran yang
bersifat umum. Terlebih bahwa riwayat-riwayat tersebut
sesungguhnya bisa saja dipahami berlaku secara khusus karena
ada sebab yaitu pernikahan dengan jumlah sembilan atau lima
belas yang kemudian diputuskan oleh Nabi dengan maksimal
empat disebabkan karena adanya perkawinan sedarah atau
sesusuan yang memang haram hukumnya untuk diteruskan.34

Namun alasan seperti ini sangat diragukan, karena tidak
didukung oleh adanya riwayat-riwayat yang menjelaskan
perintah Rasul untuk memilih empat orang karena adanya
perkawinan sedarah atau sesusuan.

Selain itu pula, salah satu tema penting dalam diskursus
ulama tentang poligami adalah persoalan keharusan bersikap
adil kepada para istri dan hal ini juga berhubungan dengan Q.S.
An-Nisa ayat 129. Ibnu Qayyim misalkan menjelaskan bahwa
pada surah an-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa untuk
menghindari perilaku yang zhalim dan tidak adil kepada para
anak yatim, maka diperbolehkan untuk menikahi perempuan
mana pun yang diinginkannya dengan jumlah maksimal empat
orang dan agar perilaku tidak adil terhadap para istri juga dapat
dihindari, maka dengan menikahi satu orang perempuan dan
memiliki budak (milk al-Yamin), merupakan cara yang lebih
baik untuk mereduksi perilaku tersebut.35 Dengan demikian kata
kunci dari kebolehan berpoligami ada pada kemampuan untuk
bisa berlaku adil kepada para istri yang dinikahi, dan bentuk
keadilan tersebut terdapat dalam ayat 129.

Jumhur ulama pada umumnya sepakat bahwa yang
dimaksud dengan berlaku adil kepada para istri adalah
memberikan hak yang sama dalam aspek yang bersifat
kuantitatif (materi), namun tidak harus dari aspek yang bersifat
kualitatif (non materi). Al-Zamakhsyari misalkan menyebutkan

3 4 Lihat Al-Qasimi, 5:1109.
3 5 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Bada’iu al-Tafsir, vol. 1 (Al-Mamlakah al-Arabiyyah

al-Saudiyyah: Dar al-Jauzi, n.d.), 265–66.
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bahwa yang dimaksud dalam surah an-Nisa ayat 129 adalah
kecendrungan pada aspek kasih dan sayang (al-Mahabbah).36

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa
ketidakmampuan untuk berlaku adil kepada istri adalah dalam
persoalan kecendrungan untuk mencintai dan melakukan
hubungan seksual (jima’), karena menyangkut persoalan
perasaan dan hati. Namun dalam aspek yang bersifat nafkah,
pembagian kepada para istri haruslah sama, karena itulah yang
memungkinkan sesorang untuk dapat memberikan hak yang
sama kepada para istrinya.37 Dengan demikian, praktik berlaku
adil dalam praktik poligami menurut jumhur ulama perlu untuk
dipilah yaitu apabila berkaitan dengan aspek materi maka ada
kewajiban untuk memberikan hak yang sama. Namun apabila
berkaitan dengan non materi (immateri), maka tidak ada
kewajiban berlaku adil, karena bersifat kecendrungan yang
merupakan fitrah bagi semua orang. Pemahaman tentang
keadilan yang bersifat kuantitatif ini sejalan dengan riwayat yang
menyebutkan bahwa Nabi saw pernah berdoa: “Ya Allah, ini
lah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka
janganlah tuntut aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada
di luar kemampuanku”.38

Berbeda dengan pendapat jumhur, Ibnu Hazm menegaskan
bahwa berprilaku adil kepada semua istri mencakup semua
aspek baik yang bersifat materi maupun non materi. Pendapat
ini berangkat dari pemahaman secara zhahir dan umum dari
ayat yang menegaskan perlunya untuk berlaku adil. Untuk itu
seorang yang memiliki istri lebih dari satu, maka wajib
hukumnya untuk memberikan hak yang sama, termasuk dalam
hal pemenuhan waktu bermalam (tidur), apakah terhadap istri

3 6 Al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, Tafsir al-Kasyaf ’an Haqaiq al-Tanzil Wa ’Uyun al-
Aqawil Fi Wujuh al-Ta’wil, 263.

3 7 Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, Al-Jami’ Li
Ahkam Al-Qur’an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhamanahu Min al-Sunnati Wa Ayi al-
Furqan, I, vol. 7 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 167–68.

3 8 Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fath al-Qadir, Cet, IV,
Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007, hlm. 333.
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yang berstatus merdeka atau budak, semua harus diperlakukan
sama.39

Berbeda dengan mayoritas ulama klasik dan pertengahan
yang pada umumnya sepakat tentang kebolehan poligami, maka
di masa modern, pendapat hukum para ulama tentang poligami
lebih dinamis. Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh adanya
perubahan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena
itu, pendapat yang membolehkan baik secara mutlak maupun
dengan adanya syarat serta pendapat yang tidak membolehkan,
selalu diberikan argumen-argumen sosial dan teleologis, di
samping argumen teologis tentunya. 40

Sebagai contoh, Ibnu Asyur yang berpendapat bahwa ada
beberapa pertimbangan poligami diperbolehkan selain
berdasarkan kepada interpretasi nash yaitu pertama, praktik
poligami merupakan salah satu cara untuk memperbanyak
keturunan melalui istri-istrinya yang dinikahi. Kedua bahwa
praktik poligami merupakan solusi untuk para perempuan yang
belum mempunyai suami karena jumlah perempuan lebih

banyak, dan salah satu faktor yang menyebabkannya adalah
karena banyak para lelaki yang menjadi korban perang. Begitu
pula dari aspek keberlangsungan hidup atau panjangnya usia,
para perempuan diberikan oleh Allah umur yang lebih panjang
dari laki-laki. Ketiga, bahwa Allah telah mengharamkan praktik
zina yang dapat merusak moralitas, nasab dan hubungan sosial
secara keseluruhan. Oleh karena itu, paktik poligami bisa
dijadikan sebagai sebuah solusi untuk meminimalisir praktik
zina tersebut dan keempat bahwa praktik poligami dapat
meminimalisir tingginya angka perceraian, karena sesungguh-
nya perceraian hanya dilakukan apabila dalam kondisi yang
memaksa atau darurat.41

3 9 Lihat Ibn Hazm am-Andalusi, Al-Muhalla Fi Syarh al-Muhalla Lihujaji Wa al-
Atsar,1672–73.

4 0 Lihat Siregar, “The Views of NU Ulama in Medan about Polygamy,” 2555.
4 1 Penjelasan yang panjang dari Ibnu Asyur tentang kebolehan berpoligami dapat

dibaca pada Muhammad Thohir Ibnu Asyur, Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir, vol. 4
(Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 222–27.
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Senada dengan Ibn Asyur, al-Sya’rawi menjelaskan bahwa
ayat tersebut seolah memerintahkan untuk meninggalkan
keinginan untuk menikahi para perempuan yatim dengan
orientasi kecantikan dan harta yang mereka miliki. Padahal
masih banyak perempuan lain yang bisa untuk dinikahi dengan
batasan maksimal empat orang. Namun kebolehan untuk
menikahi para perempuan bukan berarti meninggalkan aspek
kewajiban yang lain yaitu mampu untuk berlaku adil, karena
apabila melakukan poligami dengan alasan kebolehan yang
diberikan syariat namun tidak berlaku adil, maka sama dengan
menjalankan kebolehan yang diberikan namun meninggalkan
kewajiban yang Allah perintahkan. Inilah menurut al-Sya’rawi
yang menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tatanan
kehidupan. Apabila menerapkan kebolehan yang diberikan,
maka harus pula menerapkan kewajiban yang diperintahkan
oleh Allah. Inilah yang terjadi pada kasus-kasus poligami, karena
mengeyampingkan kewajiban dari adanya kebolehan
berpoligami tersebut. Adapun keadilan yang wajib ditegakkan
adalah memberikan hak yang sama kepada para istri pada
semua aspek yang mencakup materi, nafkah, pakaian, dan lain-
lain di luar aspek hati dan perasaan yang memang setiap orang
tidak akan bisa untuk memberikan perlakukan kasih sayang
dan cinta yang sama disebabkan adanya rasa kecendrungan.42

Perlu adanya sebuah pembuktian yang faktual terhadap
argumen dan alasan yang dikemukakan baik oleh Ibn Asyur
maupun oleh al-Sya’rawi yang menyebutkan beberapa alasan
kebolehan berpoligami. Namun yang harus diakui pula bahwa
apa yang disampaikan kadang menjadi alasan dan argumen
pembenar untuk berpoligami yang dapat disimpulkan bahwa
berpoligami sesungguhnya bukan hanya sesuai dengan apa
yang disyariatkan, namun juga membawa kemaslahatan
terhadap kehidupan manusia secara umum. Argumen dan alasan

4 2 Lihat Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsir al-Sya’rawi, vol. 4 (Dar Ikhbar al-
Yaum, 1991), 1997–2003; Ulasan yang lebih detil tentang poligami dan konsep
adil dalam poligami lihat pada Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Al-Mar’ah Wa
al-Rajul Wa Khushumu al-Islam (Iskandariyah Mesir: Dar al-Nadwah, n.d.), 31–37.
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yang tentu saja akan ditolak dalam perspekif feminis dan gen-
der yang berkembang di era modern seperti saat ini.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa poligami
dibenarkan apabila dalam kondisi yang darurat dan dibarengi
dengan adanya kemampuan yang mencakup kemampuan
untuk memberikan nafkah, berlaku yang sama dan adil serta
bergaul dengan para istri secara baik (ma’ruf). Kebolehan ini
menurut beliau didasarkan atas beberapa alasan di antaranya
yaitu pertama, istri yang ada dalam kondisi yang tidak bisa
melahirkan atau mandul, untuk itu poligami menjadi sebuah
solusi terbaik dibandingkan terjadinya perceraian dengan syarat
tidak mengurangi hak-hak yang mestinya didapatkan oleh istri
pertama. Kedua, sebagaimana dua pendapat di atas, jumlah
perempuan yang dominan secara global menjadi pertimbangan
dibenarkannya poligami, karena dapat menjaga kehormatan
perempuan itu sendiri dan menghindarkan terjadinya perilaku
zina yang dapat merusak tatanan nilai moralitas sosial. Ketiga,
kondisi fisik istri yang sakit sehingga tidak dapat lagi melayani
keinginan suami untuk dapat bergaul dengan istrinya, sedang-
kan suami masih mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat
untuk dapat berhubungan dengan lawan jenisnya. Dalam
kondisi yang seperti ini, poligami menjadi sebuah solusi diban-
dingkan apabila suami justru melakukan perbuatan zina.43

Dengan demikian, poligami adalah sebuah cara yang solutif dan
dalam kontes darurat untuk bisa dilaksanakan. Pandangan
seperti ini nampaknya menjadi sebuah pemikiran umum yang
berkembang di kalangan ulama dan pemikir modern.44

4 3 Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 5:576.
4 4 Ulasan tersebut dapat dilihat misalkan pada Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir

al-Maraghi, I, vol. 4 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al-Babi
al-Halabi wa Auladuh, 1963), 182–83; Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:
Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, IV, vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2005),
337–45; Bahkan uraian yang sangat panjang tentang problematika ini dapat
dilihat pada Amrullah, Tafsir Al-Azhar, 2:1064–77. Abubakar Ismaila Shika,
Abubakar Sabo Yusha’u, Mustapha Isa Qasim, “Analysis of the Legality of the
Institution of Polygamy in Islamic Law. Al-Hikmah Journal of Islamic Studies UMYUK,
8, 1 Juli 2020, 79-81.
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Namun juga ada beberapa ulama dan pemikir Islam yang
lebih tegas dalam menyikapi wacana poligami dalam Islam.
Misalkan Muhammad Abduh dalam tafsirnya menyebutkan
bahwa praktik poligami justru berpotensi menimbulkan
permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan
anak. Dampak terhadap psikologis bagi anak-anak hasil
pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak
diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana
kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan
menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil.
Dengan demikian, menurut Abduh bahwa praktik poligami yang
terjadi pada masa ini sesungguhnya sudah melenceng dari tujuan
awal dari sebuah pernikahan yaitu menciptakan sebuah
hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah dan wa rohmah
yang merupakan pilar utamanya. Di samping itu pula, keadilan
dalam poligami menurut Abduh adalah keadilan yang bersifat
menyeluruh, yaitu keadilan materi dan non materi, sehingga
dengan kecendrungan sifat yang terdapat pada manusia untuk
berpihak, maka keadilan tersebut sangat sulit untuk ditegakkan.45

Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, perspektif
Muhammad Syahrur tentang poligami tidak bisa ditinggalkan
dalam konteks tulisan ini, karena Syahrur menawarkan wacana
metodologis yang berbeda dibandingkan para ulama terdahulu
dan sekarang. Perspektifnya tentang poligami sebenarnya
merupakan bagian dari diskusi tentang teori hudud46 yang
menjadi teori utama ketika Syahrur memahami dan membaca
ulang tentang Alquran.

4 5 Ulasan yang panjang dapat dilihat pada Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-
Quran’al-Hakim al-Musytahir Bismi Tafsir al-Manar, II (Kairo: Dar al-Manar, 1947),
344–78.

4 6 Menurut Abdul Mustaqin, teori hudud (Nazhariyat al-Hudud) yang ditawarkan
oleh Syahrur dibangun atas paradigma bahwa hukum Islam adalah hukum
yang selalu relevan dengan perkembangan zaman dengan dua gerakan yang
menjadi cirinya yaiti istiqomah atau gerakan statis dan hanifiyyah atau gerakan
dinamis, sehingga pintu ijtihad terhadap hukum Islam akan selalu terbuka. Ulasan
tentang hal ini lihat Abdul Mustaqim, “Teori Hudud Muhammad Syahrur dan
Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran”, Al-Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadits
Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 10-11.
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Menurut Syahrur persoalan poligami merupakan salah satu
problematika sosial yang tidak hanya dihadapi oleh kaum
perempuan Arab saja, namun juga oleh kaum perempuan di
mana pun. Oleh karena itu, interpretasi terhadap ayat poligami
tidak bisa dipahami secara mandiri pada ayat 4 surah an-Nisa
saja, namun secara paralel harus dipahami dengan ayat
sebelumnya yang berbicara tentang persoalan anak yatim. Oleh
karena itu, ayat ini menurutnya mengandung dua batasan
(hudud) sekaligus baik dari sisi kualitas maupun kuantiasnya,
yaitu batas bawah (hadd al-adna) dan batas atas (had al’a’la).47

Dari sini terlihat jelas interpretasi Syahrur berbeda dengan
kebanyakan ulama, terutama ulama klasik di mana Syahrur
memahami bahwa poligami diperbolehkan terhadap para janda
yang mempunyai anak, karena konteks keterhubungan ayat-
ayatnya (munasabah) berbicara tentang anak yatim. Ini berbeda
dengan interpretasi umum yang tidak membatasi status istri
yang akan dinikahi apakah seorang janda atau tidak.

Metode yang tidak tektualis dalam memahami persoalan
poligami ini bisa juga menggunakan teori pendekatan sistem
dalam konteks maqashid al-Syariah sebagaimana yang
ditawarkan oleh Jasser Auda. Jasser Auda menawarkan perspektif
baru terhadap konsep tersebut, karena konsep maqashid al-
Syariah klasik dinilai lebih berorientasi kepada upaya
pencegahan. Sedangkan konsep dari Jasser Auda lebih
berorientasi kepada pembangunan dan perlindungan hak asasi
manusia yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang
dihadapi oleh umat Islam saat ini, Di samping itu pula konsep
maqashid klasik lebih berorientasi kepada proteksi individu.
Sedangkan konsep Jasser Auda lebih berorientasi umum dan
mengutamakan kepentingan sosial.48 Untuk memahami konsep
Maqashid al-Syariah Jasser Auda dengan pendekatan sistem,

4 7 Lihat Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Quran Qira’ah Mu’ashirah, al-Ahali li al-
Thaba’ah wa al-Tauzi’ wa al-Nasyr, Beirut, t.th, hlm.598.

4 8 Jasser Auda bukanlah satu-satunya cendekiawan yang mereformulasikan
konsep Maqashid al-Syariah klasik. Banyak tokoh-tokoh lainnya yang merumuskan
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maka ada enam kategori teoritis yang perlu untuk dipahami
terkait dengan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

Pertama, cognitive Nature of the system of the Islamic Law
atau watak yang membangun sistem hukum Islam. Dalam hal
ini, hukum Islam sebagai sebuah sistem harus dibedakan antara
Syariah, fikih, dan fatwa. Fikih sebagai hasil interpretasi dari
seorang faqih yang didasarkan kepada pemahaman terhadap
teks Alquran dan Sunnah dalam kerangka mencari makna yang
dimaksud dari kedua sumber tersebut. Menurut Jasser Auda,
fikih adalah sebuah mental cognition dan merupakan pema-
haman manusia. Oleh karena itu, terbuka peluang adanya
kesalahan dalam menangkap maksud Allah. Dalam Bahasa
ushul fikih sering disebutkan dengan istilah zhanni.49 Kategori
ini apabila dihubungkan dengan persoalan hukum poligami,
maka hukumnya bisa dikategorikan sebagai zhanni (reasonable)
yang interpretasinya bisa saja berbeda dengan pengetahuan
hukumnya yang selama ini dipahami.

Kedua, Wholeness maksudnya adalah bahwa sebuah realitas

semestinya dipahami secara utuh yang membutuhkan kepada
adanya wawasan yang luas. Kategori ini sangat penting untuk
digunakan dalam penggunaan ushul fikih yang lebih holistik
tidak secara parsial sebagaimana selama ini digunakan. Sebagai
contoh perumusan hukum tentang poligami selalu dipahami

ulang konsep tersebut terutama dalam konteks memperluas cakupan maqashid-
nya seperti Ibnu Asyur, ’Allah al-Fasi, Yusuf Qardhawi, Abd. al-Majid al-Najjar,
Ahmad al-Raisuni. Namun konsep Auda tentang maqashid sangat menarik,
karena konsep tersebut dianalisa dengan pendekatan sistem (system approach),
sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, terutama dalam kaitannya dengan
hukum Islam. Lihat M Noor Harisudin and Muhammad Choriri, “On the Legal
Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries:
A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah Perspective,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga
dan Hukum Islam 5, no. 1 (June 30, 2021): 478–480; Ipandang and Umiarso, “The
Principles of Islamic Law and the Deradicalization of Convicted Terrorists,”
Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal 13, no. 3 (January 19, 2022):
28, accessed April 16, 2022, https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/mcs/
article/view/7882.

4 9 Lihat æâsir ¿Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought,
2008), 46.
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secara tekstualis dengan penggunaan kaidah-kaidah
kebahasaan (Qawaid al-Lughawiyah) yang justru membawa
kepada pembacanya pemahaman yang tidak utuh terhadap
poligami. Semestinya dalil yang memuat tentang poligami baik
dalam Alquran maupun hadits dihubungkan dengan nash lain
yang dianggap terkait, sehingga posisi nash dipahami secara
utuh yang mempunyai saling keterkaitan satu sama lainnya.50

Ketiga, openness, yaitu keterbukaan. Maksudnya adalah
sebuah sistem meniscayakan adanya keterbukaan. Dengan
sistem yang terbuka, maka dia akan selalu berinteraksi dengan
segala kondisi atau situasi yang berada di luar dan sekitarnya
sehingga membuka kemungkinan adanya perubahan-perubah-
an termasuk dalam konteks hukum Islam. Secara khusus hukum
tentang poligami bisa saja berubah dari hukum asalnya, karena
adanya perubahan situasi dan kondisi masyrakat. Apalagi di
masa modern saat ini, tuntutan emansipatoris dan kesadaran
tentang kesetaraan yang semakin kuat tentu berbeda dengan
masa lalu, sehingga praktik poligami bisa saja dipertimbangkan
sesuai dengan kondisi perubahan tersebut.51

Keempat, Interrelated Hierarchy of the System of Islamic Law,
yaitu bahwa hirarki sistem hukum Islam yang saling berkaitan.
Sebuah sistem diyakini mempunyai struktur hirarki yang mana
sebuah sistem tersebut terbangun dari sub sistem yang berada
di bawahnya. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sangat
dipengaruhi oleh pandangan yang dimiliki oleh seorang faqih
atau mujtahid, dan pandangan mereka itu tidak lepas dari

5 0 Lihat ibid.; Mohammad Hipni, “The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse
Traditional Inheritance by Using System Approach,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum &
Pranata Sosial 14, no. 1 (June 30, 2019): 66; Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem
Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,”
KALAM 6, no. 1 (February 24, 2017): 57.

5 1 Gâsir Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
Ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 47;
Mohammad Hipni, “The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse Tradi-
tional Inheritance By Using System Approach,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata
Sosial 14, No. 1 (June 30, 2019): 67; Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser
Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” Kalam 6,
No. 1 (February 24, 2017): 58.
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konstruksi sosial, budaya dan lingkungan hidup faqih atau
mujtahid tersebut. Dengan demikian, produk fikih yang relevan
dengan maqashid al-Syariah adalah yang tidak bisa dilepaskan
dengan faktor kondisi di luar diri seorang faqih atau mujtahid.52

Kelima, Multi-Dimensionality of the System of Islamic Law.
Sebuah sistem tidak berdiri sendir, namun terdiri dari beragam
unsur yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Dalam
pandangan Jasser Auda, sistem hukum Islam dianalogikan
sebagai sebuah sistem yang memiliki beragam dimensi.
Pandangan ini digunakan sebagai sebuah kritik terhadap sistem
dikotomi dalil yang dikenal dalam metodologi hukum Islam,
seperti adanya qat’i al-Dilalah dan zhanni al-Dilalah serta
pertentangan dalil (ta’arudh al-Adillah) yang solusinya dengan
mengedepankan aspek maqashidnya.53

Keenam, Purposefulness of the System of Islamic Law atau
tujuan dari sistem hukum Islam. Hukum Islam sebagai sebuah
sistem memiliki apa yang disebut dengan output yang terdiri
dari dua kategori yaitu goal (ahdaf) dan purpose (al-Gayah).

Maqashid al-Syariah berada pada posisi purpose, karena sifatnya
yang beragam sesuai dengan keadaan dan situasi. Auda menilai
bahwa maqashid al-Syariah merupakan pondasi vital dalam
penetapan hukum Islam, namun harus dikembalikan kepada
Alquran dan hadits sebagai pondasinya, tidak didasarkan atas
pendapat seorang faqih. Untuk itulah, penetapan hukum Islam
harus dikembalikan kepada orientasi masyarakatnya.54

5 2 Gâsir Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
Ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 48-
49. Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Is-
lam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” Kalam 6, No. 1 (February 24, 2017): 60-
61.

5 3 Gâsir Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
Ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 49-
51. Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Is-
lam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” Kalam 6, No. 1 (February 24, 2017): 61.

5 4 Gâsir Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach,
Ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 55
Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam:
Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” Kalam 6, No. 1 (February 24, 2017): 62.
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Dengan uraian di atas, pertimbangan teologis tidak lagi
menjadi faktor utama dalam perbincangan ulama modern
tentang persoalan poligami. Namun argumen atau
pertimbangan faktor sosiologis dan psikologis juga menjadi
intensitas yang dominan dalam mempertimbangkan tentang
kebolehan dan urgensi dari praktik poligami. Begitu pula
pendekatan yang tektualis yang parsial juga mulai ditawarkan
untuk ditinggalkan dengan beralih kepada pendekatan yang
lebih holistik dan komprehensif dalam memahami teks tentang
poligami. Namun terlepas

dari itu, hubungan sosial dan dampak dari praktik poligami
kiranya menjadi salah satu faktor atau alasannya. Ini
menunjukkan pula bahwa paradigma berpikir ulama modern
tentang persoalan poligami dibangun lebih komprehensif dan
induktif, termasuk pertimbangan yang bersifat feminis
sebagaimana yang akan penulis uraikan pada bagian di bawah
ini.

3. Pandangan Feminis Muslim terkait Praktik Poligami.

Pada umumnya kata feminis merujuk kepada sebuah
gerakan sosial untuk memperjuangkan adanya kesetaraan bagi
perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik
dalam ranah domestik, maupun publik, baik dalam ekonomi,
politik, hukum dan lain-lain.55 Istilah ini secara substantif
memiliki kesamaan makna dengan istilah emansipasi wanita
atau kesetaraan yang sering digunakan di Indonesia untuk
merujuk kepada perjuangan kaum perempuan untuk
memperoleh hak-hak mereka di tengah dominasi kaum laki-
laki.56 Sedangkan istilah feminis muslim dimaksudkan untuk
merujuk kepada gerakan kaum feminis yang menganut agama

5 5 Dadang Jaya, “Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran
Islam,” At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) 04, no. 01 (2019): 26.

5 6 Lihat Zezen Zaenal Mutaqin, “Culture, Islamic Feminism, and the Quest for
Legal Reform in Indonesia,” Asian Journal of Women’s Studies 24, no. 4 (October 2,
2018): 426, https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1524549.
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Islam untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang
berdasarkan kepada ajaran agama mereka.57

Kaum feminis muslim memandang bahwa Alquran
maupun hadits Rasul yang menjadi sumber legitimasi
keagamaan mengusung semangat egalitarian dan kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan. Semangat universal yang
dibawanya adalah bahwa tidak ada diskriminasi terhadap jenis
kelamin tertentu. Oleh karena itu feminis muslim memandang
bahwa interpretasi patriakhi terhadap ayat-ayat suci selama
inilah yang melanggengkan tafsiran misoginis dan praktik
patriakhi yang diskriminatif terhadap perempuan. Perspektif
feminis muslim seperti ini membawa implikasi terhadap upaya
rekontruksi terhadap tafsir sumber keislaman dalam konteks
relasi antara laki-laki dengan perempuan baik dalam ranah
domestik maupun publik.58

Salah satu isu penting perjuangan kaum feminis muslim
adalah mereduksi atau bahkan menghapus sama sekali praktik
poligami yang diterapkan dalam masyarakat, terutama ketika

dihubungkan dengan argumen-argumen keagamaan yang
sering dijadikan sebagai dasar legitimasi praktik tersebut. Oleh
karena itu, wacana reinterpretasi terhadap dalil-dalil keagamaan
terus digaungkan terutama terhadap ayat dan hadits yang
mereka pandang membawa tafsir misoginis, termasuk dalam
hal ini adalah ayat dan hadits tentang poligami.59

Reinterpretasi terhadap dalil keagamaan tersebut menurut
kalangan feminis harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip
keadilan, kesetaraan, harmoni, tanggung jawab moral,

5 7 Lihat Ziba Mir-Hosseini, “The Challenges of Islamic Feminism,” Gender a Výzkum/
Gender and Research 20, no. 2 (December 30, 2019): 112, https://doi.org/10.13060/
25706578.2019.20.2.486.

5 8 Lihat N.A. Alhuzail, “The Experience of Bedouin-Arab Adolescent Girls in Po-
lygamous Families,” Journal of Feminist Family Therapy 33, no. 2 (2021): 2, https://
doi.org/10.1080/08952833.2020.1755164.

5 9 Lihat Kahfi Adlan Hafiz and Intan Lestari, “Diverity of Views on The Inequality
of Men’s Power Relations Over Women in The Practice of Polygamy in Indone-
sia,” in Proceeding Book 7th Asian Academic Society International Conference (Thai-
land: Indonesian Student Association in Thailand, 2019), 502–4.
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kesadaran dan pengembangan spiritual. Dalam konteks relasi
antara laki-laki dan perempuan, dalil keagamaan tersebut harus
dipahami berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dan oleh sebab
itu, seorang penafsir harus bisa memahami adanya kandungan
prinsip yang terdapat dalam dalil yang bersifat khusus, karena
prinsip-prinsip itulah yang berlaku secara universal dan bersifat
tetap. Dengan paradigma yang demikianlah pembacaan
terhadap ayat dan hadits yang terkait dengan poligami
mengalami pergeseran yang substansial, berbeda dengan
penafsiran klasik yang dianggap sarat dengan nuansa
patriakhi.60

Salah satu contoh pandangan feminis muslim yang
melakukan pembacaan ulang terhadap dalil tentang poligami
adalah Aminah Wadud, salah seorang feminis muslim terkemuka
di masa modern ini, walaupun pandangan terhadap hal ini tidak
bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Fazlurrahman, seorang
pemikir muslim kontemporer yang berasal dari Pakistan.61

Menurut Aminah Wadud, teks Alquran bukanlah kitab yang
mengandung tuntutan hukum terhadap segala tindakan
manusia, namun beriskan tentang tuntunan moralitas kepada
umat manusia, dan oleh karena itu seoranag penafsir Alquran
harus menemukan konteks lingkungan sosial, budaya, politik,
ekonomi yang lebih luas di mana ayat tersebut diturunkan.62

6 0 Lihat Ali Akbar, “Fazlur Rahman’s Influence on Contemporary Islamic Thought,”
The Muslim World 110, no. 2 (June 2020): 142–43, https://doi.org/10.1111/muwo.12334.

6 1 Pengaruh Fazlurrahman terhadap pemikiran para feminis dan modernis Islam
secara global diakui secara luas. Pemikirannya memberikan kontribusi terhadap
corak metodelogis kaum feminis muslim dalam upaya melakukan pembacaan
ulang terhadap ayat-ayat Alquran dan hadits Rasul secara umum dan secara
khusus dengan yang terkait isu-isu gender. Safet Bektovic, “Towards a Neo-
Modernist Islam: Fazlur Rahman and the Rethinking of Islamic Tradition and
Modernity,” Studia Theologica-Nordic Journal of Theology 70, no. 2 (July 2, 2016): 1–
2, https://doi.org/10.1080/0039338X.2016.1253260; Akbar, “Fazlur Rahman’s Influ-
ence on Contemporary Islamic Thought”; Lihat pula Shadaab Rahemtulla, Qur’an
of the Oppressed Libaration Theology and Gender Justice in Islam, 1st ed. (United
Kingdom: Oxford University Press, 2017), 106.

6 2 Akbar, “Fazlur Rahman’s Influence on Contemporary Islamic Thought,” 143.
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Oleh karena itu, dalam konteks ayat tentang poligami,
Aminah Wadud berpendapat bahwa kebolehan praktik
pernikahan tersebut tidak bisa dipahami secara parsial atau
atomistik sebagamana yang ada selama ini, namun harus dilihat
dalam konteks sejarah sosial di masa ayat tersebut turun.

Sejarah sosial terkait dengan kebolehan poligami menurut
Aminah Wadud adalah respon Alquran terhadap kondisi di mana
perang telah melahirkan banyaknya anak yatim di komunitas
muslim saat itu, dan kebolehan Alquran dengan praktik poligami
adalah untuk melindungi anak yatim. Dengan demikan, respon
Alquran terhadap kebolehan praktik poligami sangat terkait
dengn kondisi saat itu, yang tentu saja kebolehan tersebut tidak
berlaku untuk setiap waktu dan kondisi.63

Di Indonesia perjuangan kaum feminis terhadap penolakan
praktik poligami sudah dimulai sejak lama. R.A. Kartini
dianggap sebagai pioner yang mencoba untuk mengkritisi
praktik tersebut. Chin menyebutkan bahwa kritikan Kartini
disampaikan di tengah kuatnya agama, dan tradisi Jawa yang

menjadi landasan legitimasi terhadap praktik tersebut.64

Dalam perkembangannya, perjuangan kaum feminis untuk
mengkritisi praktik poligami yang terjadi saat itu terus berlanjut
dan menjadi bahan diskusi yang alot, terutama di kalangan kaum
pergerakan perempuan Indonesia. Secara umum kalangan aktivis

6 3 Lihat Akbar, 144; Banyak tulisan yang mengupas tentang metodelogi hermenutika
yang digunakan Amina Wadud untuk melakukan reinterpretasi dalil-dalil
keagamaan yang selama ini dipandang bias gender. Dalam hal ini penulis tidak
menguraikan tentang aspek metodelogis yang digunakan Amina Wadud karena
bukan objek kajian yang utama. Untuk memahami tentang metodelogi tersebut
silahkan dibaca misalkan pada Abu Bakar, “Women on the Text According to
Amina Wadud Muhsin in Qur’an and Women,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata
Sosial 13, no. 1 (July 31, 2018): 167, https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1467;
Katharina Völker, “Freedom in Amina Wadud’s Taw%îdic Hermeneutics and
Mouhanad Khorchide’s Theology of Mercy,” Islam and Christian–Muslim Relations
32, no. 3 (July 3, 2021): 261–78, https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1914405.

6 4 Lihat Grace V. S. Chin, “State Ibuism and One Happy Family: Polygamy and the
‘Good’ Woman in Contemporary Indonesian Narratives,” in The Southeast Asian
Woman Writes Back, ed. Grace V. S. Chin and Kathrina Mohd Daud, vol. 6, Asia in
Transition (Singapore: Springer Singapore, 2018), 91–92, https://doi.org/10.1007/
978-981-10-7065-5_6.
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perempuan saat itu memahami bahwa penghapusan perkawinan
poligami adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, karena
akan bertabrakan tidak hanya dengan nilai budaya patriakhi yang
masih sangat kuat mengakar dalam budaya masyrakat saja,
namun juga berhadapan dengan masih kuatnya interpretasi
literlek yang justru diterima dan diyakini oleh sebagian kalangan
aktivis perempuan muslim lainnya.65

Wacana untuk melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil
keagamaan yang terkait dengan poligami secara masif terjadi
di masa Indonesia modern, di mana arus globalisasi dan
kesetaraan semakin kuat mempengaruhi paradigma berpikir
kaum feminis tanah air. Dalam hal ini, pengaruh feminis muslim
dunia tidak bsa dilepaskan dalam konteks pembicaraan ini,
terutama ketika banyak perempuan muslim memproleh akses
pendidikan yang lebih baik. Buku-buku yang memuat wacana
feminis muslim sudah mulai diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia dan didiskusikan dalam bentuk seminar, kajian dan
penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya, terutama di tahun 1990-
an. Kajian terhadap isu-isu feminis ini tidak hanya melibatkan
kaum perempuan yang memang berkepentingan dengan
kondisi mereka, tetapi juga oleh laki-laki yang mempunyai
pemahaman yang sama.66

6 5 Bisa dibaca pada Mutaqin, ‘Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal
Reform in Indonesia’, pp. 429–30; Alimatul Qibtiyah, ‘Indonesian Muslim Women
and the Gender Equality Movement’, Journal of Indonesian Islam, vol. 3, no. 1
(2009), p. 169.

6 6 Lihat Nina Nurmila, “The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian
Muslim Feminist Discourse,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 49, no. 1 (June
29, 2011): 48–49, https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.33-64; Dari sekian banyak
sarjana Muslim yang memandang perlunya ada reinterpretasi terhadap ayat-
ayat Alquran yang terkait dengan perempuan dalam Islam khususnya tentang
poligami, Ayatullah Murtaza Mutahari mungkin adalah salah satu sarjana Mus-
lim yang melihat bahwa persoalan poligami yang diatur dalam Islam sudah
sesuai dengan aspek sosiologis, biologis dan kodrati perempuan itu sendiri.
Dalam hal ini Mutahari melihat kesetaraan tidak dari aspek kesamaan antara
laki-laki dan perempuan, namun melihatnya pada aspek biologis dan kodratinya.
Persoalan ini dijelaskannya secara panjang lebar dalam bukunya. Lihat
Ayatullah Murtaza Mutahhari, The System of Rights of Women in Islam Revised
Edition of The Right of Women in Islam (Internastional Association of Muslim Uni-
versity Professor, 2022), 269–329.
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Sebagai contoh Musdah Mulia, salah seorang aktivis feminis
muslim Indonesia yang berpendapat bahwa poligami hukumnya
saat ini adalah haram lighairihi, suatu istilah yang kurang
populer dalam khazanah keislaman klasik. Penetapan hukum
tersebut dilihat dari akibat kebolehan poligami yang dipahami
dan dipraktikkan selama ini yang justru membawa kepada
implikasi negatif, terutama kepada para perempuan, baik dalam
bentuk perkawinan yang tidak tercatat, kekerasan dalam rumah
tangga maupun pemiskinan dalam ekonomi.67

Untuk itu menurut Musdah Mulia, pemahaman tentang
poligami yang terdapat dalam Alquran maupun hadits tidak
dapat dipahami secara parsial, namun harus dipahami secara
holistik dengan menghubungkan prinsif-prinsif perkawinan
yang terdapat dalam Alquran maupun hadits serta memahami
konteks ayat dan hadits yang terkait dengan persoalan poligami.
Oleh karena itu, ada lima prinsip yang terkandung dalam
perkawinan sebagaimana yang diintrodusir dalam Alquran
yaitu pertama, prinsip mitsaqan ghalizan. Kedua, prinsip
mawaddah wa rohmah.

Ketiga, prinsip equality atau persamaan dalam hubungan
suami istri. Keempat, prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf yaitu
pergaulan yang baik dalam relasi seksual maupun sosial dan
kelima, prinsip monogami yang mana keempat prinsip
sebelumnya hanya dapat dicapai apabila perkawinan tersebut
dilangsungkan secara monogami, tidak poligami.68

6 7 Lihat Yusefri Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia,” Mizan:
Journal of Islamic Law 3, no. 2 (June 12, 2018): 229–30, https://doi.org/10.32507/
mizan.v3i2.163; Lihat pula Ali Trigiyatno, Poligami: Diketati Atau Dilonggari?, I
(Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021), 16.

6 8 Ulasan yang lebih detil tentang hal ini bisa dibaca pada Yusefri, “Hukum Poligami
Menurut Siti Musdah Mulia,” 210–33. Mulki al-Sharmani dalam penelitiannya di
Finlandia mendapatkan data dari para muslimah Somalia yang menetap di
sana bahwa perkawinan poligami mengakibatkan kegagalan pasangan untuk
memperoleh rasa mawaddah dan rahmah bagi satu sama lain. Mereka yang
mengungkapkan ini menurut al-Sharmani bukanlah para feminis muslim yang
melek tentang relasi gender. Untuk lebih detil tentang persoalan ini bisa dibaca
pada Mulki Al-Sharmani, “Marriage in Islamic Interpretibe Tradition: Revisiting
the Legal and the Ethical”, Journal of Islamic Ethichs, 2 2018, 91-92.
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Perlunya melakukan reinterpretasi terhadap dalil tentang
poligami ini juga disuarakan oleh K.H. Husein Muhammad,
seorang aktivis feminis pria yang berlatarbelakang pesantren
tradisonal. Menurut beliau, ayat yang selama ini dipahami
membolehkan praktik poligami, sesungguhnya substansi ayat
tersebut tidaklah demikian. Karena apabila dihubungkan
makna ayat tersebut secara keseluruhan, dan juga dikaitkan
dengan asbab al-Nuzul serta praktik poligami yang sudah eksis
pra Islam, maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut
sesungguhnya merupakan peringatan terhadap praktik
pengasuhan anak yatim secara tidak adil. Dengan demikian,
pesan utama dari ayat tersebut menurut beliau bukanlah tentang
kebolehan poligami, dan kalaupun dipahami dengan adanya
kebolehan praktik perkawinan tersebut, maka konteksnya
adalah pembiaran terhadap praktik yang sudah ada sebelumnya
dan sekaligus kritik terhadap praktik poligami yang tidak adil.69

4. Pengaturan Poligami dalam Regulasi.

Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim, dan secara
regulatif pemerintah Indonesia membolehkan praktik
pernikahan poligami, namun dengan aturan yang sangat ketat
di mana seorang suami apabila ingin beristri lagi, maka harus
mendapatkan izin dari peradilan. Aturan ini pada satu sisi
merupakan bentuk akomodasi terhadap keinginan para aktivis
perempuan untuk memperketat pelaksanaan poligami, dan
memberikan perlindungan hak keperdataan kepada para istri
dan anak-anak mereka. namun pada sisi yang lain harus diakui
bahwa lahirnya aturan tersebut menyebabkan posisi istri kedua
berada dalam posisi yang kompleks.

Pada kacamata agama, kedudukan istri kedua setara
dengan istri yang pertama, namun dalam kacamata regulatif,
hak-hak mereka menjadi tidak terlindungi secara formal. Dalam
perspektif masyarakat, mereka memiliki kedudukan yang setara

6 9 Lihat Husein Muhammad, “Membaca Lagi Ayat Poligami,” Rahima: Pusat
Pendidikan Dan Informasi Islam Dan Hak-Hak Perempuan (blog), March 12, 2020,
https://swararahima.com/2020/03/12/membaca-lagi-ayat-poligami/.
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denga istri pertama, namun dalam perspektif adat, kedudukan
mereka dipandang lebih rendah dibandingkan istri pertama. Ini
menunjukkan bahwa dalam faktanya para istri kedua
mempunyai kedudukan yang dilematis, dan tidak memiliki
kedudukan yang sama secara utuh sebagaimana istri pertama.70

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, upaya untuk mengatur tentang praktik
poligami sudah dikampanyekan. Paling tidak di tahun 20-an,
mulai ada kesadaran dari kalangan aktivis perempuan untuk
mengkampanyekan pelarangan praktik poligami, terutama oleh
organisasi perempuan yang bernama Istri Sedar dan Putri
Mardika yang mengusulkan penghapusan terhadap praktik
poligami, walaupun hal ini mendapat penentangan dari
kelompok aktivis Muslimah Aisyiah dan Muslimat yang
memandang dalam perspektif normatif literalis agama.71

Walaupun begitu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 197472 dianggap sebagai sebuah keberhasilan kaum

7 0 Lihat Theresia Dyah Wirastri and Stijn Cornelis van Huis, “The Second Wife:
Ambivalences towards State Regulation of Polygamy in Indonesia,” The Journal
of Legal Pluralism and Unofficial Law 53, no. 2 (May 4, 2021): 2, https://doi.org/
10.1080/07329113.2021.1912579; Bandingkan dengan hasil penelitian Hertina, dkk
tentang persepsi masyarakat Indonesia di Twitter tentang poligami dengan
menggunakan analisis sentimen, menemukan fakta bahwa dari 500 tweet
sebagian besar memandang bahwa poligami adalah sesuatu yang lumrah dan
biasa. Sebagian kecil saja yang mengganggap bahwa poligami adalah sebuah
hal yang negatif. Lihat Hertina Hertina et al., “Data Mining Applied about Po-
lygamy Using Sentiment Analysis on Twitters in Indonesian Perception,” Bulle-
tin of Electrical Engineering and Informatics 10, no. 4 (August 1, 2021): 2231, https://
doi.org/10.11591/eei.v10i4.2325.

7 1 Lihat Nina Nurmila, “Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on
Women’s Access to Income and Property,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 54,
no. 2 (December 14, 2016): 428, https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446; Mutaqin,
“Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia,” 427.

7 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, namun secara substantif perubahan tersebut hanya terjadi
pada aturan tentang batasan usia menikah yaitu dengan usia minimal 19 tahun
baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain tentang batasan usia tersebut,
Undang-Undang yang baru juga mengubah tentang aturan pemberian
dispensasi nikah. Selain itu semuanya adalah sama sesuai dengan apa yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
termasuk dalam hal ini aturan tentang poligami. Untuk itu dalam tulisan ini,
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feminis Indonesia setelah melalui perjuangan yang panjang
untuk memperoleh adanya persamaan hak dalam perkawinan,
terutama untuk membatasi tingkat perkawinan poligami,
dengan adanya persyaratan yang ketat untuk memperoleh izin
poligami.73

Apabila kita merujuk kepada Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 1
ahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada dasarnya asas yang
terdapat dalam regulasi perkawinan di Indonesia adalah
monogami, sebagaimana bunyi Pasal tersebut “Pada azasnya
dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami.” Namun pada Ayat 2 Pasal yang sama mengatur
terbukanya peluang bagi seorang suami untuk memilik lebih
dari satu orang istri melalui keputusan Pengadilan Agama
sebagaimana bunyi Ayat tersebut bahwa “pengadilan dapat
memberi izin kepada seorang suami untuk beritseri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan”. Oleh karena itu, Undang-Undang ini disebut
menganut prinsip monogami terbuka, yaitu walaupun asasnya
monogami, namun poligami tidak tertutup sama sekali. Praktik
tersebut justru dapat dilakukan dengan jalur resmi Pengadilan
Agama di bawah syarat-syarat yang diatur dalam Undang-
Undang tersebut.74

Pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 Ayat 2 disebutkan
bahwa ada beberapa kondisi pada istri yang memungkinkan
seorang suami untuk mengajukan izin poligami yaitu pertama,

persoalan poligami tetap akan merujuk kepada Undang-Undang yang lama.
Lihat Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai
Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” USRAH: Jurnal Hukum
Keluarga Islam 1, no. 1 (2020): 40.

7 3 Lihat Mutaqin, “Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in
Indonesia,” 428.

7 4 Aturan yang mengatur tentang poligami sebagaimana yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.
Pasal 4 dan 5 mengatur tentang syarat dan mekanisme pengajuan izin berpoligami.
Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Achmad Romsan et al., ‘Forsaking
Equality: Examine Indonesia’s State Responsibility on Polygamy to the Marriage
Rights in Cedaw’, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 18, no. 2 (2018), p. 185.
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istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang
istri. Kedua, istri mendapatkan cacat pada badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan, dan ketiga, istri tidak dapat
melahirkan keturunan. Di samping itu ada syarat-syarat yang
ditentukan kepada seorang suami apabila ingin beristri kembali
yaitu pertama, adanya persetujuan dari istri-istri, kedua, adanya
kepastian bahwa seorang suami dapat menjamin keperluan-
keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan ketiga adanya
jaminan bahwa seorang suami dapat berlaku adil kepada para
istri dan anak-anak mereka.

Terkait persoalan poligami, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengandung ambiguitas
dan ambivalensi, karena pemerintah pada dasarnya
menginginkan sebuah perkawinan atas dasar monogami.
Namun dalam konteks ini, pemerintah menyadari pula bahwa
persolan poligami sangat terkait dengan hukum yang hidup (liv-
ing law) di tengah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat
muslim yang secara mayoritas memahami bahwa dalam hukum
agama poligami diperbolehkan. Dalam konteks syarat-syarat
itulah poligami harus dipahami sebagai sebuah jalan keluar atau
solusi, bukan didasarkan kepada keinginan syahwat.

Selain itu pula, apabila praktik monogami tertutup yang
diterapkan dalam regulasi perkawinan Indonesia, maka akan
terjadi benturan hukum di tengah kehidupan masyarakat.
Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan
bentuk unfikasi hukum perkawinan Indonesia yang sebelumnya
bersifat pluralis,75 namun secara faktual, terutama terkait dengan
hukum poligami, sifat hukumnya adalah pluralis, karena
pengaturan poligami yang ada dalam hukum Islam dan negara
sama-sama diakui eksistensinya baik oleh para pelaku itu sendiri
maupun oleh aparatur negara. Oleh karena itu, justru dalam

7 5 Lihat Hamdan Nasution, ‘Analisis atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama’,
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, vol. 19,
no. 1 (2019), p. 87; Mutaqin, ‘Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal
Reform in Indonesia’, p. 428.



4 9

tataran implementasi ambivalensi dalam persoalan poligami itu
ada.76

Terlepas dari itu, regulasi yang terkait dengan poligami di
Indonesia bisa dikatakan cenderung untuk mempersulit
perolehan izin poligami. Selain apa yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang
sudah disebutkan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
juga diatur tentang poligami. Antara Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dan KHI mempunyai irama yang sama dalam
pengaturan poligami di Indonesia, yaitu memperketat praktik
tersebut sehingga dipahami bahwa asas dari praktik perkawinan
di Indonesia adalah monogami. Secara umum aturan yang
terdapat dalam dua produk hukum tersebut sama terkait dengan
kebolehan poligami. Namun ada hal yang lebih spesifik diatur
dalam KHI yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yaitu pada aspek persetujuan istri yang dalam
KHI disebutkan harus diucapkan dalam sidang Pengadilan
Agama dan pada aspek kemungkinan adanya banding dan
kasasi yang bisa diajukan oleh suami atau istri ketika pihak istri
tidak memberikan izin poligami kepada suaminya.77

Pemberian syarat dalam kebolehan poligami sebagaimana
yang diatur dalam dua regulasi di atas berlaku secara umum
bagi semua masyarakat Indonesia, dan secara khusus ada syarat
tambahan yang diberikan kepada para aparatur negara (ASN)
apabila mereka ingin mempunyai istri lebih dari satu. Ini
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 4 disebutkan
bahwa apabila menginginkan untuk menikah kembali (beristri

7 6 Wirastri dan Huls van melalui penelitian empirik yang dilakukan menyebutkan
bahwa para pelaku poligami tidak tercatat mengalami ambivalensi karena
dihadapkan dengan pluralitas hukum terkait dengan poligami yaitu hukum Is-
lam, adat dan hukum negara. Uraian lebih jauh baca Wirastri and van Huis,
“The Second Wife,” 15–17.

7 7 Fatimah Zuhrah, ‘Problems of Polygamy in Indonesia (Analysis of Law No. 1 of
1974 And KHI)’, Journal of Islam and Science, vol. 03, no. 01 (2016), p. 12.
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lebih dari satu) harus mendapatkan izin terlebih dulu dari pejabat
yang harus dicantumkan secara tertulis (Ayat 3) serta harus
dicantumkan alasan yang lengkap untuk berpoligami (Ayat 4).
Dalam Ayat 2 disebutkan bahwa ASN perempuan dilarang untuk
menjadi istri kedua, ketiga dan atau keempat. Pasal-pasal
setelahnya yang terkait dengan poligami mengatur secara
prosedural birokrasi untuk memperoleh izin tersebut.
Penambahan syarat ini dikarenakan posisi para ASN sebagai
aparatur negara yang harus memberikan teladan yang baik bagi
masyarakat dalam kehidupan individu dan keluarga mereka.78

Regulasi yang terkait dengan poligami di Indonesia
sebagaimana di atas menunjukkan bahwa negara hadir dalam
menghindarkan masyarakatnya dari tindak kesewenangan
yang mungkin timbul dari adanya praktik poligami. Dengan
adanya pengakuan negara terhadap praktik poligami, maka
negara juga mengakui akan adanya hak dan dan kewajiban
yang muncul dari perkawinan tersebut. Penentuan syarat dan
prosedural perolehan izin poligami dimaksudkan agar ketentuan
yang terdapat dalam keyakinan masyarakat terkait poligami
dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan dan
anak.

Apabila kita mengikuti jalannya sejarah dari lahirnya
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, maka kita akan
memahami bahwa sesungguhnya pemerintah mengambil posisi
jalan tengah dari dua kelompok yang saling bertolak belakang
yaitu kelompok Islamis dan kelompok feminis. Bagi kelompok
Islamis, kehadiran Undang-Undang tersebut merupakan wujud
dari sekularisasi terhadap masyarakat muslim Indonesia.
Sedangkan bagi kelompok feminis modern memandang bahwa
praktik poligami sebagai salah satu wujud marginalisasi dan

7 8 Rika Saraswati, “Indonesian Women as Divorce Litigants to Obtain Their Rights:
Evaluating the Concerns, History and Methods of Family Law and Religious
Law” (Melbourne: Melbourne Law School, 2016), 8.
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tindak kekerasan terhadap peremupuan, yang sesungguhnya
dalam Islam tidak dibenarkan.79

Keberadaan regulasi yang mengatur tentang poligami di
Indonesia sampai sekarang pun masih menuai kontroversi dan
perdebatan. Pada tahun 2007 regulasi tentang poligami yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 digugat
ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa pengaturan
tersebut merugikan kebebasan menjalankan ibadah, karena
poligami sesungguhnya adalah bagian dari ibadah dalam Is-
lam, melanggar hak asasi manusia dan mengurangi hak
preogratif seorang suami dalam kehidupan rumah tangganya.
Padahal kebebasan tersebut dijamin dalam UUD 1945. Pada
akhirnya Mahkamah Konstitusi setelah melakukan telaah
hukum dan mempelajari permohonan tersebut memutuskan
untuk menolak judicial review tersebut secara keseluruhan karena
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tidak
melanggar apa yang diatur dalam UUD 1945.80

Diskursus tentang regulasi tersebut tidak hanya terjadi pada

ranah yang bersifat konstitusi saja, namun juga dalam ranah
wacana yang berkembang di masyarakat. Pada tahun-tahun
awal pasca diterbitkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, para pejuang hak-hak perempuan melihat
bahwa akamodasi pemerintah dengan mencantumkan syarat-
syarat izin dan prosedur poligami yang ketat sebagai sebuah
keberhasilan untuk menekan praktik poligami, walaupun
tuntutan untuk penghapusan praktik tersebut tidak terwujud

7 9 Arif Rohman, “Reinterpret Polygamy in Islam: A Case Study in Indonesia,”
International Journal of Humanies and Social Science Invention 2, no. 10 (Oktober
2013): 68–72.

8 0 Bagaimana ulasan dan kajian yang terdapat dalam putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut bisa dibaca pada Tundjung Herning Sitabuana, Ibnu Sina
Chandranegara, and Luthfi Widagdo Eddyono, “The Constitutionality of Po-
lygamy in Indonesia: How Indonesian Constitutional Court Decision Number
12/PUU-V/2007 Interpreted Polygamy,” Psychology and Education 58, no. 5 (2021):
2130–38.
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karena penolakan oleh organisasi perempuan itu sendiri dan
masyarakat luas.81

Menurut Zezen Zainal Muttaqin, awal tahun 1990 an
merupakan era di mana isu gender dan kesetaraan perempuan
menjadi bahan diskusi di kalangan cendekiawan dan aktivis
muslim. Buku-buku yang ditulis oleh kalangan feminis luar
negeri diterjemahkan dan menjadi bahan diskusi yang pada
akhirnya membawa kepada reinterpretasi teks-teks keagamaan
yang terkait dengan perempuan, termasuk tentang poligami.
Wacana penghapusan prakrik poligami kembali mengemuka
dengan argumen tidak hanya dari sisi keperempuanan, tapi juga
meninjau ulang terhadap tafsir-tafsir keagamaan yang selama
ini dipahami dengan pendekatan-pendekatan yang lebih
feminis. Oleh karena itu, pada masa itu dan sampai sekarang
wacana tentang penghapusan praktik poligami terus berjalan
dengan diringi oleh berdirinya institusi-institusi yang konsen
terhadap usaha menghapus tindakan diskriminasi dan kekerasan
terhadap anak dan perempuan.82

Di sisi lain, kalangan pendukung praktik poligami juga
semakin menguat sebagai hasil dari kebebasan demokrasi pasca
lengsernya presiden Soeharto. Puspo Wardoyo seorang pemilik
jaringan restoram Wong Solo menjadi contoh dari kelompok ini
yang mengkampanyekan praktik tersebut bahkan membuat
sebuah acara khusus yang disebut poligami award, sebuah
kontestasi penghargaan kepada para pelaku poligami yang
dinilai sukses menjalankan perkawinan tersebut.83

Nuansa fesimisme dengan keefektifan regulasi, khususnya
poligami yang muncul semenjak Undang-Undang tersebut
diterbitkan sampai saat ini menjadi realita yang tidak dapat

8 1 Lihat Mutaqin, “Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in
Indonesia,” 428.

8 2 Ulasan yang panjang tentang hal ini bisa dibaca pada Mutaqin, 434–39.
8 3 Dalam banyak tulisan tentang persoalan poligami di Indoenesia pasca reformasi

nama Puspo Wardoyo sering disebut sebagai tokoh penting penyokong dan
pengkampanye poligami di Indonesia. Misalkan lihat Mutaqin, 436; Nina Nurmila,
“Negotiating Polygamy in Indonesia,” n.d., 281.
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dipungkiri, karena regulasi tersebut hanyalah bersifat normatif
formalistik dengan hanya memperketat syarat perizinan
poligami, namun tidak menyentuh persoalan yang sangat
substantif dari poligami itu sendiri. Walaupun data yang riil dari
para pelaku poligami tidak tercatat tidak ada, namun banyak
kasus praktik tersebut dilakukan oleh masyarakat dari semua
lapisan. Penulis berasumsi bahwa sebab utama dari persoalan
ini adalah masih adanya pluralitas dan ambiguitas hukum yang
ada di tengah masyarakat terkait dengan persoalan poligami.
Sebagian masyarakat masih berpegang kepada ketentuan
hukum Islam yang mengatur hanya syarat adil dan mempunyai
kemampuan untuk berpoligami, dengan mengabaikan aturan
negara tentang hal tersebut. Kasus ini sama seperti pencatatan
perkawinan yang diatur dalam regulasi bahwa pencatatan
perkawinan hanyalah persolan administartif negara, namun
secara substantif keabsahan sebuah pernikahan masih merujuk
kepada agama dan keyakinan.

Secara khusus, Khairuddin Nasutioan menjelaskan tiga
sebab mengapa regulasi hukum keluarga di Indonesia, dan
regulasi poligami secara khusus tidak berjalan efektif. Pertama,
pengetahuan perempuan Indonesia tentang regulasi hukum
keluarga di Indonesia yang menempatkan kesetaraan mereka
dengan laki-laki kurang. Hal ini disebabkan perempuan muslim
Indonesia pada umumnya diajarkan untuk selalu mengikuti
ajaran agama, walaupun apa yang dipahami tersebut tidak
sejalan dengan norma yang diatur oleh negara. Padahal apa
yang dimaksud dengan ajaran agama adalah hasil interpretasi
ulama masa lalu yang sering disebut dengan fikih. Kedua,
kurangnya pemahaman para ulama tradisionalis tentang ajaran
agama itu sendiri. Sering kali mereka akan merujuk secara
tekstualis fikih tanpa berani untuk melakukan reinterpretasi
terhadap ayat-ayat Aquran dan hadits secara kritis, sehingga
dapat melahirkan sebuah interpretasi yang berbeda dengan apa
yang dipahami secara umum. Padahal kontekstualisasi terhadap
fikih sesuai dengan kondisi saat ini sangat diperlukan dan juga
diajarkan oleh para ulama terdahulu. Ketiga, bahwa apa yang
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diatur dalam regulasi hukum keluarga, khususnya poligami
lebih bersifat legal formal, tidak bersifat keagamaan, padahal
masyarakat Indonesia lebih berpegang kepada norma agama
dibandingkan legal formal.84

Pengaturan poligami dalam sebuah regulasi yang berlaku
di sebuah negara apabila ditinjau dari aspek tujuan hukum Is-
lam sendiri sesungguhnya sejalan dengan konsep Maqashid al-
Syariah yang justru banyak dielaborasikan oleh para ulama baik
klasik maupun kontemporer. Dalam konteks Indonesia,
pengaturan tersebut pada dasarnya sesuai dengan kaidah fikih
yang berbunyi sebagai berikut:

Ini artinya bahwa kebijakan pemerintah yang mengatur
praktik perkawinan poligami, walaupun dalam syariat Islam
tidak mengatur tentang adanya ketentuan-ketentuan yang lebih
detil sebagaimana yang terdapat dalam Pasal dan Ayat dalam
UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI, selaras dengan
kemaslahatan yang disyariatkan oleh agama. Oleh karena itu,
tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah
merupakan wujud dari merealisasikan kemaslahatan. Secara
ringkas bisa dikatakan bahwa di mana ada sebuah
kemaslahatan, maka di situ ada hukum Allah.86

Apabila regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait
dengan poligami membawa nilai-nilai kemaslahatan, maka
praktik poligami tersebut haruslah dalam kerangka yang sejalan
dengan tujuan disyariatkannya poligami itu sendiri. Untuk itu,
perlu kiranya melihat poligami dalam bingkai teori Maqashid

85

8 4 lihat Khoiruddin Nasution, ‘Polygamy in Indonesian Islamic Family Law’, Jurnal
Syari’ah, Jil, vol. 16, no. 2 (2008), pp. 211–2.

8 5 Lihat Jalal al-Din Abd. al-Rahman al-Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazha’ir Fi Qawa’id
Wa Furu’i Fiqh al-Syafi’iyyah, I (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983),
121.

8 6 Heppy Hyma Puspytasari, Thohir Luth, Masruchin Ruba’i dan Prija Djatmika,
“the Division of Community Property in Polygamy that Gives Legal Protection
to the Wife”, Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 94, 2020, hlm. 197.
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al-Syariah yang ditawarkan oleh para ulama klasik terdahulu.87

Apabila kita merujuk kepada pendapat para ulama, maka
konsep maqashid al-Syariah sesungguhnya kembali kepada tiga
tingkatan yaitu al-Dharuriyyat, al-Hajiyyat dan al-Tahsiniyyat.
Dalam tingkatan al-Dharuriyat sebagai tingkatan utama dalam
realisasi kemaslahatan hidup manusia mencakup lima aspek
yaitu, memelihara agama (hifz al-Din), memelihara jiwa (hifz
al-Nafs), memelihara akal (hifz al-Aql), memelihara keturunan
(hifz al-Nasl) dan memelihara harta (hifz al-Mal).88

Apabila kita mengacu kepada konsep di atas, maka
diperbolehkannya perkawinan poligami sebagaimana yang
dipahami dari nash dan dihubungkan dengan budaya poligami
sebelum Islam, dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah
mereformasi sistem perilaku poligami yang terjadi saat itu
dengan melakukan pembatasan jumlah dan juga mengarahkan
kepada peningkatan martabat kaum perempuan sebagaimana
yang dicontohkan dengan perilaku poligami yang dilakukan
oleh Nabi. Dan apabila pengaturan dan pengetatan poligami
yang terdapat dalam regulasi, maka sesungguhnya nilai-nilai
itulah yang semestinya menjadi acuan dalam implementasi
poligami dewasa ini. Sebagai contoh, pasangan yang tidak
memperoleh keturunan dengan disebabkan istri yang mandul,
maka suaminya bisa dengan menikahi perempuan lain sehingga
memperoleh keturunan. Ini merupakan wujud dari implementasi
hifz al-Nasl. Begitu pula secara kasuistik, seorang suami yang

8 7 Imam al-Ghazali dianggap ulama pertama yang menjelaskan konsep tentang
maslahat dan mafsadat secara terperinci dengan meletakkan asas dan
metodenya sendiri, yang kemudian di kemudian hari dikembangkan kembali
oleh Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat dengan konsepnya yang
populer yaitu Maqashid al-Syariah. Lihat Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad, “Konsep
Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali,” TSAQAFAH 13, no. 2 (Janu-
ary 25, 2018): 356–57, https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183.

8 8 Untuk mengetahui pengertian dari tiap tingkatan kemaslahatan tersebut beserta
cakupannya bisa dilihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-
Mustashfa Min ’Ilm al-Ushul, vol. 2 (Madinah, n.d.), 481–82; Abu Ishaq al-Syatibi,
al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah, vol. 2 (al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyyah:
Wizarah al-Syu’un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-da’wah wa al-Irsyad, n.d.),
7–10.
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memiliki syahwat yang besar sehingga tidak cukup dengan
hanya satu istri, maka poligami merupakan solusi dalam
kerangka memelihara jiwa dan agama (hifz al-nafs dan hifz al-
Din), agar suami tidak melakukan perbuatan yang justru
melanggar norma agama. Namun dari semua itu, syarat
poligami dalam agama yang bersifat subtansial yaitu
kemampuan memberikan nafkah yang adil kepada semua istri
tetap menjadi pondasinya.

Bagaimana pun regulasi pengaturan poligami di Indonesia
sudah berjalan puluhan tahun, dan tentunya perlu untuk
dilakukan revisi dengan mengikuti perkembangan pengetahuan
saat ini terkait dengan isu relasi gender dan perlindungan
perempuan yang semakin menguat. terutama pengaturan
tentang bagaimana praktik pernikahan poligami secara sirri
(tidak berizin) dapat dieliminasi. Problem yang dihadapi
mungkin akan sangat sulit, karena kuatnya arus pemikiran
tradisional dan budaya yang masih sangat kuat mengakar
dalam kehidupan masyarakat. Perlu kolaborasi yang intens dari
semua stakeholders, terutama di kalangan ulama tradisional
terhadap persoalan ini terkait dengan interpretasi ulang terhadap
dalil-dalil keagamaan poligami. Hal ini tentunya memerlukan
sebuah proses yang panjang dan lama, karena poligami itu
sendiri adalah sebuah fenomena sosial yang mempunyai sejarah
panjang dalam setiap generasi kehidupan manusia sebagaimana
yang akan penulis uraikan pada bagian berikut dalam tulisan
ini.

B. Poligami dalam Perspektif Sosiologi

Pada bagian ini akan berbeda dengan apa yang sudah penulis
uraikan di atas, karena pada bagian ini aspek normatif dari poligami
tidak akan dibicarakan, namun akan lebih banyak dalam konteks
sosiologisnya. Karena poligami adalah jenis perkawinan yang sudah
lama dan banyak dipraktikkan oleh masyarakat di belahan dunia
ini, maka pembicaraan dari aspek sosiologisnya menjadi objek yang
juga menarik untuk didiskusikan di samping aspek normatifnya.
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Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibicarakan tiga pembahasan
yaitu poligami sebagai sebuah fenomena sosial, peran interpretasi
agama dalam membentuk perilaku berpoligami di masyarakat
serta tentang motivasi atau faktor yang mendorong seseorang
untuk berpoligami.

1. Poligami Sebagai Fenomena Sosiologis

Manusia sering dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu
makhluk yang hidupnya berkelompok dan saling membutuh-
kan satu dengan yang lainnya. Sebagai individu, manusia tidak
bisa untuk hidup sendiri, namun memerlukan kepada individu
lainnya sehinga dalam skala yang lebih luas akan tercipta sebuah
interaksi sosial antar individu.89

Interaksi lahir dari adanya keinginan-keinginan yang harus

dipenuhi oleh manusia demi keberlangsungan dan kepuasan
hidupnya.90 Mengutip teorinya Abraham Maslow tentang
tingkatan keinginan (hierarchy of Needs) bahwa manusia pada
dasarnya selalu terdorong untuk memenuhi segala kebutuhan
hidupnya baik yang sifatnya mendasar ataupun dalam
wujudnya yang lebih tinggi yang diistilahkan dengan aktualisasi
diri.91 Dengan dorongan untuk pemenuhan kebutuhan itu,

8 9 Zulkarnain Dali, ‘Hubungan antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam
Perspektif Islam’, Nuansa, vol. IX, no. 1 (2016), pp. 47–8.

9 0 Taormina and Gao, “Maslow and the Motivation Hierarchy: Measuring Satis-
faction of the Needs,” The American Journal of Psychology 126, no. 2 (2013): 156,
https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.126.2.0155.

9 1 Teori Tingkatan kebutuhan (Hierarchy of Needs) dari Abraham Maslow membagi
kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan yang sifatnya bertahap yaitu fisiologi,
keamanan, memiliki dan mencintai, harga diri serta aktualisasi diri. dalam
teorinya itu, Maslow menjelaskan bahwa semua tingkatan ini dilalui secara
bertahap dari mulai tingkatan fisiologi sampai ke tahapan aktualisasi diri. Teori
ini sampai sekarang masih digunakan dan dikaji walaupun banyak kritik
terhadapnya. Untuk penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut dan kritik
terhadap teori ini bisa dibaca pada Jeevan D’Souza and Michael Gurin, Arche-
types Based on Maslow’s Need Hierarchy, pp. 183–97; Anke Iman Bouzenita and
Aisha Wood Boulanouar, ‘Maslow’s hierarchy of needs: an Islamic critique’,
Intellectual Discourse, vol. 24, no. 1 (2016), pp. 59–77; T. Bridgman, ‘Who built
maslow’s pyramid? a history of the Creation of Management Studies’ Most
Famous Symbol and its Implications for Management Education’, Academy of
Management Learning and Education, vol. 18, no. 1 (2019), pp. 1–45; Taormina and
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maka diperlukan adanya interaksi terutama dengan individu
lainnya yang disebut dengan interaksi sosial. Dalam interaksi
sosial tersebut sering kali akan melahirkan perilaku yang
menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu yang dalam konteks
sosial disebut dengan fenomena sosial.92

Fenomena sosial diartikan sebagai sebuah peristiwa atau
gejala perilaku dari individu atau masyarakat yang dapat
diamati dalam sebuh interaksi sosial, baik dalam lingkup
keluarga ataupun sosial.93 Sebagai sebuah fenomena yang lahir
dari perilaku, maka perilaku tersebut dapat dipengaruhi atau
mempengaruhi individu atau kelompok sosial yang lain
sehingga berperilaku yang sama. Fenomena sosial lahir dan
dimulai dari adanya perubahan sosial yang tidak dapat dihindari
dalam sebuah interaksi sosial. Oleh karena itu, sebuah fenomena
sosial pada dasarnya dapat menimbulkan masalah sosial yang
sering disebut dengan problem sosial.94

Sebagai sebuah problem sosial, fenomena sosial
mempunyai beberapa karekteristik yaitu pertama, dirasakan

oleh banyak orang. Sebuah peristiwa atau perilaku sosial
keberadaanya dapat dirasakan oleh banyak orang dalam sebuah
komunitas. Memang dari sisi kuantitatif, tidak ada batasan mini-
mal yang ditentukan untuk mengukurnya. Namun apabila
sebuah peristiwa atau perilaku tersebut dapat dirasakan mini-
mal oleh dua orang saja misalkan, maka peritiwa tersebut dapat
dikategorikan sebagai sebuah problem sosial. Kedua, kondisi
yang tidak menyenangkan. Tentu saja apabila dikatakan sebuah

Gao, ‘Maslow and the Motivation Hierarchy’, pp. 155– 74; Muhibbin and
Marfuatun, ‘Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam Meminimalisir
Prokrastinasi Akademik di Kalangan Mahasiswa’, Educatio, vol. 15, no. 2 (2020),
pp. 72–7.

9 2 Lihat Irsyad Zulfahmi, ‘Social Phenomenon in Poetry Money Message and Shave
Before Sleep by Joko Pinurbo’, Jurnal Dialektika, vol. 1, no. 1 (2014), p. 68.

9 3 Nursalam Nursalam and Mas’ud Ibrahim, “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak
Menikah Wanita Karier,” Equilibrium: Jurnal Pendidikan 3, no. 1 (February 28, 2017):
69, https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.514.

9 4 Lihat Ilmawati Fahmi Imron and Kukuh Andri Aka, Fenomena Sosial (Banyuwangi:
LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng, 2018), 1–2.
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problem sosial, maka peristiwa atau perilaku sosial tersebut akan
dirasakan tidak menyenangkan bagi sebagian masyarakat,
sehingga menimbulkan kegelisahan dalam interaksi sosial
mereka. Ketiga, kondisi yang perlu untuk dicarikan
pemecahannya. Karena problem sosial menjadi sebuah fenomena
sosial yang dapat menimbulkan kegelisahan dan keresahan
masyakat, maka solusinya sangat diperlukan. Keempat, solusi
dari problem sosial darus dilakukan secara kolektif. Karena
sifatnya adalah problem sosial yang menjadi sebuah fenomena
sosial, maka solusinya harus dapat dirumuskan dan
diaplikasikan secara kolektif, dan tidak bisa untuk dilakukan
secara individual.95

Salah satu perilaku yang menjadi fenomena sosial semenjak
dulu bahkan sampai sekarang adalah perkawinan poligami.
Perkawinan ini dalam jangka waktu yang lama selalu menjadi
perbincangan dan debat publik yang tidak pernah
berkeseduhan antara pihak yang setuju terhadap perkawinan
tersebut dengan pihak yang tidak setuju. Selama berabad-abad
praktik poligami tidak menjadi sebuah problem sosial, namun
menurut Rohamnsyah semenjak tahun 1910 sampai dengan
sekarang praktik ini mendapatkan resistensi yang luar biasa,
terutama dari kelompok perempuan.96 Banyak faktor yang
menyebabkan terjadinya pergeseran sikap terhadap praktik ini,
kemajuan pengetahuan yang mengubah kondisi masyarakat
ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan kesetaraan dan
keadilan berkontribusi terhadap sikap masyrakat terkait dengan
poligami sehingga memicu tuntutan untuk mengkaji ulang
eksistensi poligami baik dalam ranah praktis maupun dalam
ranah normatif.97

9 5 Imron and Aka, 3–5.
9 6 Rohmansyah, “Polygamy in the Text of the Qur’an, Hadits and Bible: Theory

Systems Approach of Jasser Auda,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial
14, no. 2 (2019): 321.

9 7 Fahimul Fuad, “Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan
Negara Muslim Modern,” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 2, no. 1
(June 12, 2020): 76; Bandingkan dengan David P Barash yang memandang
eksistensi poligami tidak dari sisi sosiologis ataupun agama, namun
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Sejarah praktik poligami sudah lama dilakukan oleh
bangsa-bangsa yang ada di dunia. Sebelum Islam datang sebagai
sebuah agama, praktik perkawinan ini sudah ada dan
dipraktikkan sangat lama. Praktik ini dilakukan oleh banyak
orang di belahan bumi mana pun dan oleh penganut agama
yang ada di dunia, baik pada masa yang lalu maupun pada
masa sekarang.98 Oleh karena itu, poligami dalam arti memiliki
pasangan perempuan lebih dari satu bukanlah sesuatu yang
asing dalam sejarah peradaban manusia dan ini menunjukkan
bahwa poligami merupakan fenomena sosial yang sudah lama
terjadi.

Para sejarawan pada umumnya menyebutkan poligami
sebagai praktik yang biasa dilakukan oleh orang yang
mempunyai kedudukan terhormat dan tinggi dalam struktur
masyarakat, seperti para raja, bangsawan dan juga orang kaya.
Sebagian perempuan tersebut dinikahi, dan sebagian lain
dijadikan sebagai objek pemuas nafsu mereka. Banyak
perempuan yang dijadikan selir dan pelayan serta budak yang
pada akhirnya juga mereka dijadikan sebagai pemuas nafsu.
Praktik ini sangat erat kaitannya dengan sistem perbudakan
yang pada masa itu sudah menjadi tradisi di masyarakat.99

Dalam sejarah bangsa Eropa dulunya, poligami dalam arti
ikatan perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa
orang perempuan dalam satu waktu adalah praktik yang
terlarang. Dari sisi ini mungkin orang memahami bahwa kultur
budaya perkawinan bangsa Eropa adalah monogami. Namun
pada aspek yang lain, sistem perbudakan dan prostitusi yang
merupakan cara pelampiasan seksual di luar ikatan perkawinan

memandangnya dari sisi biologis dan antropologis sehingga berkesimpulan
bahwa kecendrungan manusia adalah berpoligami bukan monogami. Lihat
David P. Barash, Out of Eden the Surprising Consquences of Polygamy, 1st ed. (United
States of America: Oxford University Press, 2016), 1–23.

9 8 Lihat Miriam Koktvedgaard Zeitzen, Polygamy: A Cross-Cultural Analysis, 2nd ed.
(New York: Routledge, 2020).

9 9 Lihat Sukring Syamsuddin, “A Legal Debate on Polygamy: Classical and Con-
temporary Perspectives,” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 19, no. 2 (Octo-
ber 23, 2018): 149, https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1735.
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yang sah justru diperbolehkan. Walter Scheidel menyebut
kondisi tersebut dengan istilah SIUM (Socially Imposed Univer-
sal Monogamy) atau monogami universal yang dipaksakan
secara sosial.

Dalam konteks tersebut, praktik monogami adalah satu-
satunya praktik perkawinan yang dilegalkan. Poligami
dianggap sebagai praktik perkawinan yang buruk, namun
kehidupan seksualitas di luar perkawinan yang sah merupakan
hal yang lumrah.100 Dari sini dapat dipahami bahwa tradisi Barat
dalam konteks relasi seksualitas antara laki-laki dan perempuan
berada pada ambiguitas moral, karena mengilegalkan
perkawinan poligami yang dijalin melalui praktik perkawinan
legal, namun justru membolehkan praktik seksualitas di luar
perkawinan.

Misalkan di Yunani dan Romawi yang dianggap sebagai
dua peradaban dunia yang maju di masa lalu, praktik poligami
dalam perkawinan merupakan sesuatu yang dilarang dan
menjadikan praktik monogami sebagai jenis perkawinan yang

sah baik dalam norma hukum maupun sosial.101 Namun
keberadaan para pelacur dan selir dalam kehidupan seorang
suami dan rumah tangga adalah suatu yang diperbolehkan saat
itu. Keberadaan pelacuran tidak dilarang, namun hanya diatur
keberadaannya. Dengan demikian, praktik perkawinan yang
mengumpulkan lebih dari satu istri secara bersamaan

100 Lihat Walter Scheidel, “Monogamy and Polygyny in Greece, Rome, and World
History” (New York: Stanford University, 2008), 4–7; Pandangan orang Barat
bahwa tradisi perkawinan mereka adalah monogami diyakini semenjak 2000
tahun yang lalu. Pada abad kesembilan misalkan tidak ada sejarahwan yang
menjelaskan bagaimana praktik pernikahan poligami yang dikenal saat ini
dipraktikkan pada abad tersebut. Dalam konteks ini bisa saja benar bahwa
poligami yang dipahami dalam definisi sebagai sebuah bentuk ikatan perkawinan
tidak dipraktikkan, namun praktik seksualitas di luar itu justru menjadi hal biasa
yang dilakukan sebagaimana yang disinggung oleh Scheidel. Lihat Sara
McDougall, “Polygamy and Western History,” Politics, Religion & Ideology 17, no.
2–3 (September 28, 2016): 312–15.

101 Lihat uraian bahasan tersebut Scheidel, “Monogamy and Polygyny in Greece,
Rome, and World History”; Michael Lovano, The World Ancient Greek (A Daily Life
Encyclopedia, vol. 1 (Connecticut: Greenwood, 2019), 221.
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merupakan sesuatu yang dilarang, justru hubungan seksualitas
yang dilakukan oleh seorang suami di luar jalur perkawinan
diperbolehkan.102

Walaupun bangsa Yunani dan Romawi memandang
poligami sebagai praktik yang terlarang, namun menurut Ach.
Faisol ada beberapa pembesar dan tokoh kerajaan-kerajaan
Eropa yang lain justru melaksanakan perkawinan tersebut
secara legal.103 Hal ini paling tidak menunjukkan kepada kita
bahwa di Eropa pada masa yang lampau ada pandangan yang
berbeda terhadap poligami selain dari bangsa Yunani dan
Romawi. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa persoalan
poligami adalah sesuatu yang disebut oleh Akh. Minhaji dengan
mengutip Jameelah Jones sebagai sebuah institusi yang berjalan
secara alami (A Natural Institution) yaitu sebagai praktik
perkawinan yang sudah berjalan lama dalam sejarah kehidupan
manusia, dan pelarangan praktik tersebut oleh Yunani dan
Romawi lebih didasarkan kepada upaya eksploitasi seksual
kepada para budak yang merupakan mayoritas di dua negara
tersebut.104

Larangan terhadap praktik perkawinan poligami dalam
ajaran Kristen dapat ditemukan dalam Alkitab Perjanjian Baru.
Misalkan pada Matius 19:3-9, Korintus 7:1-5 dan Titus 1:6.105

Pelarangan ini menurut Bisong berbeda dengan apa yang

102 Lihat Asmanidar, “Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The Women’s Posi-
tion in Ancient Greece, Athens) (Sekitar Tahun 1050-700 SM),” Gender Equality:
Internasional Journal of Child and Gneder Studies 1, no. 2 (September 2015): 17–22.

103 Lihat Ach Faisol, ‘Poligami dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami
Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)’, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS),
vol. 2 (2020), p. 21.

104 Lihat Akh. Minhaji, “Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-
Sosial Hukum) (Hasil Penelitian Mandiri)” (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 4–5, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/
40204/1/Monogami%20dan%20Poligami%20dalam%20Islam.pdf.

105 Lihat Mansoureh Zarean and Khadijeh Barzegar, ‘Marriage in Islam, Christian-
ity, and Judaism’, Religious Inquiries, vol. 5, no. 9 (2016), p. 75; Peter Bisong Bisong
and Modestus Ogonna Orji, ‘A Critical Reflection on the Christian Teaching on
Polygamy in Relation to its Effect on the African Society’, Jurnal Sosialisasi: Jurnal
Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, vol. 7,
no. 2 (2020), p. 67.
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terdapat dalam Perjanjian Lama, karena justru tokoh-tokoh besar
yang disebut dalam Perjanjian Lama mempraktikkan poligami
seperti Abraham (Ibrahim), Daud, dan Solomo (Sulaiman).106

Larangan pernikahan poligami dalam Perjanjian Baru menurut
Zarean dan Barzegar disebabkan ada pengaruh hukum Romawi,
bukan berasal dari ajaran kristus itu sendiri. Bahkan di masa
awal-awal perkembangan agama Nasrani, pelarangan terhadap
poligami tidak ada.107

Uraian di atas telah memberikan sebuah deskripsi yang
singkat bahwa poligami adalah sebuah praktik perkawinan
yang memicu lahirnya beragam pendapat. Walau bagaimana
pun terlepas dari konsepsi tentang poligami itu sendiri baik yang
berasal dari sebuah tradisi atau pun dari ajaran agama, tetap
saja praktik perkawinan tersebut akan memunculkan diskusi
yang menarik, terutama dari aspek perilaku para pelaku
poligami itu sendiri. Karena dari perilaku itulah yang akan
memperlihatkan apakah perkawinan poligami itu memang
sesuai dengan nilai-nilai tradisi dan keagamaan yang

106 Ada perbedaan perspektif dalam memahami doktrin gereja terkait dengan
poligami baik yang terdapat dalam Perjanjian Lama ataupun dalam Perjanjian
Baru. Bisong mengkritik semestinya gereja lebih bersikap fleksibel, terutama
ketika doktrin tersebut diterapkan dalam sosial dan kultur yang justru poligami
adalah sebuah hal yang biasa dan menjadi tradisi seperti di Afrika. Hal yang
sama juga disampaikan oleh Olabode John Omotosho. Namun menurut
Bergovic, praktik perkawinan poligami yang terdapat di dalam Perjanjian Lama
merupakan narasi yang menjelaskan tentang budaya masyarakat saat itu yang
walaupun secara hukum dibenarkan namun praktik tersebut secara de facto
tidak benar-benar berfungsi, karena niat awal dari Tuhan adalah perkawinan
monogami. Ulasan tentang ini bisa dibaca pada Peter Bisong Bisong and
Modestus Ogonna Orji, “A Critical Reflection on the Christian Teaching on Po-
lygamy in Relation to its Effect on the African Society,” Jurnal Sosialisasi; Jurnal
Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Kilmuan Sosiologi Pendidikan 7, no. 3
(November 2020): 66; Olabode John Omotosho, “Abrahamic and African Cul-
tural Identities: An Appropriation of Polygamy,” Humanus Discourse 1, no. 1 (2021):
152–153; Danijel Berkovic, “Marriage and Marital Disputes in the Old Testa-
ment,” Kairos: Evangelical Journal of Theology XII, no. 2 (2018): 173–192; Bandingkan
pula dengan Janet Bennion and Lisa Fishbayn Joffe, The Polygamy Question (Utah:
Utah State University Press, 2016), 4.

107 Lihat Zarean and Barzegar, ‘Marriage in Islam, Christianity, and Judaism’, p. 75;
Faisol, ‘Poligami dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-
Kontra Poligami-MonogamI)’, p. 22.
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terkandung di dalamnya ataukah justru tidak. Sebagai contoh,
Bisong menjelaskan beberapa argumen yang mengkritik doktrin
gereja tentang poligami dan pendapat kaum feminis dalam
konteks Afrika, terutama ketika poligami dituduh menyebabkan
krisis dalam hubungan keluarga. Bisong menjelaskan bahwa
hal itu sangat tergantung kepada seorang suami mengelola
keluarganya dan juga konsepsi masyarakat itu sendiri terhadap
poligami.108

Menurut pihak yang kontra dengan poligami, perilaku para
pelaku poligami, terutama suami cenderung tidak mampu
berlaku adil, melahirkan kekerasan, pemiskinan dan
diskriminatif terhadap perempuan dan juga cenderung tidak
memberikan perlindungan terhadap anak. Harus diakui bahwa
perilaku seperti inilah yang banyak terjadi di tengah kehidupan
masyarakat, yang pada akhirnya bisa berujung kepada
perceraian, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
tidak tercover atau terlindungi. Sebagai contoh, tiga kasus yang
diuraikan oleh Nurmila dalam penelitiannya bahwa pernikahan
poligami sangat berpengaruh terhadap kerukunan rumah
tangga, pendapatan suami yang terdistribusi sehingga akses istri
untuk mendapatkan bagian dari pendapatan suami berkurang
serta akibat negatif lainnya.109

Pada tahun 2019 seorang anggota DPR Lora Fadil secara
terbuka menampilkan ketiga istrinya dalam prosesi
pelantikannya. Dengan bangga dia mengatakan bahwa
poligami yang dilakukannya sesuai dengan norma agama dan

108 Argumen serupa juga disebutkan oleh pihak yang pro dengan poligami yang
pada umumnya terkait dengan perilaku poligami yang sehat. Regulasi yang
mengatur tentang izin poligami dalam sebuah negara termasuk Indonesia
merupakan salah satu wujud dalam konteks menciptakan poligami yang sehat
tersebut. Terkait dengan argumen-argumen lain yang disebutkan Bisong sebagai
kritik terhadap doktrin tersebut lihat Bisong and Orji, “A Critical Reflection on
the Christian Teaching on Polygamy in Relation to its Effect on the African
Society,” 60–71.

109 Uraian kasus-kasus tersebut bisa dibaca pada Nurmila, “Polygamous Mar-
riages in Indonesia and Their Impacts on Women’s Access to Income and
Property,” 434–45.
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regulasi pemerintah, bahkan menjalani kehidupan rumah
tangga secara rukun dan kompak di antara para istrinya. Narasi
yang menggambarkan praktik poligami secara rukun dan jauh
dari kesan permasalahan banyak diberitakan baik secara cetak
maupun elektronik.110 Sebaliknya kasus pernikahan poligami
yang dilakukan oleh Syekh Puji, K.H. Abdullah Gymnasiar,
Aceng Fikri dan lain-lain adalah contoh dari praktik pernikahan
poligami yang problematis.111

Dalam konteks Indoenesia, faktanya adalah bahwa
perkawinan poligami banyak dilakukan secara diam-diam (sirri).
Suami tidak memberitahukan keinginan poligami kepada istri
pertama, padahal dengan praktik tersebut perlindungan hak-
hak istri dan anak justru berpotensi tidak terlindungi. Misalkan
saja bagi istri yang dinikahi secara sirri, dia tidak mendapatkan
adanya kepastian hukum. Begitu pula bagi anak, hak untuk
mendapatkan administrasi negara seperti akta kelahiran dan
lain-lain sulit untuk didapatkan. Alasan yang sering terkait
dengan praktik perkawinan poligami secara sirri adalah karena
merasa sulit untuk mendapatkan izin dari Peradilan Agama,
padahal 80% izin tersebut dikabulkan oleh Peradilan Agama
apabila secara regulatif terpenuhi.112

Dengan demikian, perilaku poligami seperti inilah yang
menjadikannya sebagai sebuah problem sosial, masalah yang
timbul di tengah interaksi antar individu dalam masyarakat
sehingga menjadi sebuah fenomena sosial. Ini artinya bahwa

110 Reza Gunadha and Novian Ardiansyah, “Anggota DPR Pelaku Poligami: Periode
Pertama Baru 2 Istri, Sekarang 3 Istri,” Suara.Com (blog), Oktober 2019, https://
www.suara.com/news/2019/10/02/161346/anggota-dpr-pelaku-poligami-periode-
pertama-baru-2-istri-sekarang-3-istri?page=all.

111 Lihat Ach Faisol, ‘Implementasi Paradigma Integrasi–Interkoneksi-
Multidisipliner ‘Ulumuddin, al-‘Ulum al-Ijtima’iyyah aan al-‘Ulum al-Insaniyyah
terhadap Poligami di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), vol. 1, no.
1 (2019), p. 6.

112 Lihat Adnan Qahar, “Problematika Itsbat Nikah Istri Poligami pada Adat Merari,”
Scientica II, no. 2 (Desember 2015): 39; Edi Gunawan and Faradila Hasan, “Di-
vorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religious Court,” Al-Mizan 13,
no. 2 (December 1, 2017): 274, https://doi.org/10.30603/am.v13i2.914.
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praktik poligami tidak akan menjadi sebuah problem sosial
apabila dijalankan sesuai dengan norma hukum dan sosial yang
berlaku. Dalam konteks tersebut, perilaku poligami yang
menimbulkan problem sosial sesungguhnya sangat terkait
dengan pemahaman seseorang dalam memahami konsep
poligami baik yang terdapat dalam agama maupun konsep
poligami sebagai sebuah tradisi yang sesuai dengan keinginan
dan kepentingannya. Oleh karena itu, pada bagian di bawah
ini akan diuraikan tentang pengaruh interpretasi seseorang dalam
perilaku berpoligami.

2. Peran Interpretasi Agama dalam Membentuk Perilaku
Poligami di Masyarakat

Dalam struktur sosial, agama merupakan salah satu entitas
penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat.
Perspektif sosiologis memandang bahwa agama dan individu
atau dalam skala yang lebih luas yaitu masyrakat tidak dapat
dipisahkan, bahkan keduanya saling mempengaruhi. Agama

memberikan konsep ajaran yang kemudian diinternalisasikan
oleh setiap pemeluknya dan diterapkan dalam kehidupan sosial.
Dalam hal ini agama menjadi pandangan dan pedoman hidup
bagi manusia dalam berperilaku.113

Menurut Ditha Prasanti, internalisasi adalah sebuah proses
yang dialami oleh setiap orang dalam menerima sikap, emosi,
hasrat, keyakinan, norma, nilai-nilai dan lain-lain, serta menja-
dikan semua itu sebagai bagian dari miliknya sebagaimana yang
juga dimiliki oleh setiap individu yang berada pada lingkungan
sekitarnya.114 Dengan demikian, internalisasi agama kepada
individu bisa diartikan sebagai sebuah proses penerimaan oleh

113 Syaiful Hamali, “Agama dalam Perspektif Sosiologis,” Al-Adyan: Jurnal Studi
Lintas Agama, no. Query date: 2021-12-27 06:36:38 (2017): 225, http://
ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/2111.

114 Lihat Ditha Prasanti and Kismiyati El Karimah, “Internalisasi Nilai-Nilai
Keagamaan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Islami di Era Digital,”
INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 12, no. 1 (August 1, 2018): 198, https:/
/doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.195-212.
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seseorang terhadap pemahaman keagamaan yang diyakininya
untuk kemudian terdeskripsikan dalam setiap perilaku dan sikap
yang menjadi miliknya dalam komunitas sosialnya.

Dalam teori Konstruksi Sosial dari Realitas (Theory of Social
Construction of Reality) yang dikemukakan oleh Peter L Berger
dan Thomas Luckman,115 Internalisasi adalah sebuah tahapan
seseorang untuk menyerap nilai-nilai dari realitas objektif
sehingga menjadi sebuah realitas subjektif. Dalam proses
penyerapan tersebut, ada interaksi pemaknaan dari subjektifitas
orang lain sehingga menjadi makna subjektif dari seseorang.
Yang dimaksud dengan realitas objektif adalah sebuah
kenyataan yang mencakup semua tindakan dan perilaku yang
sudah mapan dan terpola sehingga diakui oleh setiap individu
sebagai sebuah fakta. Sedangkan realitas subjektif adalah sebuah
proses realitas yang diserap dari realitas objektif dan simbolik
melalui proses internalisasi. Di antara dua realitas tersebut ada
realitas simbolik yang merupakan ekspresi dari realitas objektif
dalam berbagai bentuk.116

Dalam teori ini, antara realitas atau kenyataan sosial dan
pengetahuan adalah dua hal yang harus dibedakan. Kenyataan
sosial didefinisikan sebagai sebuah realitas atau kenyataan yang

115 Teori ini dikenal ketika buku Peter L Berger dan Thomas Luckman yang berjudul
“The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge “
terbit dan mendapatkan respon yang luar biasa dari para ilmuwan sosial. Teori
ini menjelaskan bahwa suatu proses sosial melalui tindakan dan interaksi di
mana individu atau kelompok individu secara terus menerus menciptakan suatu
realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini mengajarkan
bahwa realitas adalah hasil kontruksi individu secara kolektif dalam suatu
komunitas tertentu. Lihat Aris Darisman, Doddy Hilman, and Devi Kurniawati
Homan, “Social Construction Theory of Reality: A Case Study of Anti Anorexia
Campaign Poster,” Humaniora 7, no. 2 (April 30, 2016): 149–50, https://doi.org/
10.21512/humaniora.v7i2.3500; Lihat pula Pin Pin, Peranan Keluarga Tjong Yong
Hian terhadap Pembangunan Indonesia, I (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 81; Michaela
Pfadenhauer and Hubert Knoblauch (editor), Social Constructivism as Paradigm?
The Legacy of Social Construction of Reality (London and New York: Routledge
Taylor and Francis Group, 2019), 325–35.

116 Lihat Ferry Adhi Dharma, ‘Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger
tentang Kenyataan Sosial’, Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 7, no. 1 (2018), pp. 6–
7; Zakaria Siregar, Social Construction of Mass Media (Konstruksi Sosial Media Massa),
preprint (INA-Rxiv, 2018), p. 95, https://osf.io/v2b8c, accessed 29 Dec 2021.
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tersirat dalam pergaulan sosial melalui komunikasi bahasa,
organisasi sosial dan lain-lain. Dalam hal ini, kenyataan sosial
dapat ditemukan dalam pengalaman intersubyektif. Sedangkan
pengetahuan didefinisikan sebagai semua hal yang berkaitan
dengan penghayatan kehidupan manusia beserta segala
aspeknya yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu
yang diasumsikan sebagai intersubyektif. Dalam hal inilah,
Berger mengidentifikasi dalam kehidupan manusia dan
sosialnya terdapat apa yang disebut dengan subjektivitas dan
objektivitas.117

Internalisasi sebagaimana yang disebutkan di atas dalam
teori Berger ini adalah salah satu proses dari dialektika
pengetahuan seseorang. Ada dua proses lain yaitu proses
eksternalisasi dan objektivasi yang dengan proses internalisasi
menjadi sebuah sistem dialektika yang terjadi dalam individu
untuk memahami realitas subjektif di tengah realitas antar
subjektif. Ketiga momen ini akan selalu terjadi secara simultan,
di mana ada proses menarik keluar (ekternalisasi) sehingga hal
itu seperti berada di luar (objektivasi), dan ada proses untuk
menarik ke dalam (internalisasi) sehingga hal itu seperti berada
dalam diri individu sebagai sesuatu yang bersifat subjektif.
Dengan ketiga momen ini yang berjalan secara simultan, maka
masyarakat dipandang sebagai produk manusia (eksternalisasi),
masyarakat adalah realitas objektif (objektivasi), dan manusia
adalah produk sosial (internalisasi).118

Selanjutnya adalah bagaimana poligami sebagai sebuah
fenomena sosial dan keagamaan dalam konteks teori ini, dalam
arti bagaimana teori ini bisa menjelaskan interpretasi agama
memberikan pengaruh terhadap perilaku poligami. Untuk itu
terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana posisi agama

117 Lihat Amir Mustafai, “The Reality and its Instance: Review on Berger and
Luckman’s Theory of the Social Construction of Reality,” KNOWLEDGE – Inter-
national Journal 30.5 (2019): 1320; Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial,” 3–5.

118 Lihat Titus Hjelm, “Peter L. Berger and the Sociology of Religion,” Journal of
Classical Sociology 18, no. 3 (August 2018): 2–3, https://doi.org/10.1177/
1468795X18761217.
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dalam konteks teori ini. Berger dan Luckman sebagaimana yang
dikutip oleh Titus Hjelm memposisikan agama sebagai sebuah
semesta simbolik (universal symbolic) yaitu sebuah kumpulan
tradisi yang mengintegrasikan sebagian besar definisi realitas
dan menghadirkan tatanan institusional kepada individu sebagai
sebuah totalitas simbolik. Agama sebagai universal simbolik
menjadi media pemeliharaan dunia, di mana tatanan realitas
yang dihadapi oleh manusia sehari-harinya mendapatkan
legitimasi dengan acuan kepada realitas di luar pengalaman
sehari-hari.119

Menurut Dharma, walau Berger mengakui bahwa realitas
agama bersifat mutlak karena didasari atas nilai-nilai keimanan,
namun nilai-nilai tersebut rentan terhadap pengaruh yang
bersifat duniawi. Oleh karena itu, agama sering kali dijadikan
sebagai legitimasi untuk membenarkan tindakan-tindakan yang
menyimpang untuk kemudian menjadi sebuah kebiasaan
(habitualisasi) dalam realitas sosial masyarakat.120 Dengan
demikian, agama sebagai universal simbolik memiliki nilai-nilai
luhur, norma dan moralitas yang kemudian diinterpretasikan
oleh individu pemeluknya dan dicurahkan dalam realitas sosial
objektifnya sehingga menjadi realitas yang terlembagakan
untuk kemudian seiring dengan perjalanan waktu diserap oleh
setiap individu sebagai sebuah realitas subjektif dirinya. Oleh
karena itu, poligami sebagai sebuah realitas sosial dan
keagamaan yang bersifat objektif dalam realitas sosial
sesungguhnya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Inilah yang
dimaksud dalam teori ini sebagai manusia menciptakan
masyarakat dan manusia adalah produk masyarakat.

Poligami sebagai sebuah realitas objektif dalam perspektif
rekonstruksi realitas sosial terjadi dalam tiga momen yang
berjalan secara simultan yaitu momen eksternalisasi, objektivasi
dan internalisasi yang sedikit sudah disebutkan di atas dan

119 Lihat Titus Hjelm, “Rethinking the Theoretical Base of Peter L. Berger’s Sociol-
ogy of Religion: Social Construction, Power, and Discourse,” Critical Research on
Religion 7, no. 3 (December 2019): 226, https://doi.org/10.1177/2050303219874392.

120 Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial,” 1.
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bagaimana ketiga momen tersebut berjalan dalam realitas sosial
dan individu.

Eksternalisasi merupakan momen di mana manusia
mengekspresikan segala aktivitas fisik dan mental dirinya dalam
kehidupan dunia. Manusia sebagai individu sosial tidak akan
mungkin untuk hanya berdiam diri dalam dunianya sendiri,
namun perlu untuk melakukan aktivitas yang bersifat interaksi
dalam dunia sosial. Oleh karena itu, aktivitas manusia sebagai
bagian dari kehidupan sosial inilah yang disebut dengan momen
eksternalisasi. Pada saat ini, terjadi proses adaptasi terhadap
dunia sosial kultural yang diproduksi oleh manusia itu sendiri,
dan setiap individu dalam masyarakat mengekspresikan dirinya
dalam peran-peran sosial yang terlembagakan.121

Poligami dalam konteks momen eksternalisasi dipahami
sebagai sebuah tindakan individu yang didasarkan kepada
pemahaman teks-teks keagamaan yang di dalam Islam
berdasarkan kepada Alquran dan hadits serta pendapat para
ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih dan tafsir yang

merupakan hasil dari interpretasi terhadap kitab suci.
Pengetahuan yang didapatkan dari norma keagamaan tersebut
kemudian juga didukung dari lingkungan sosial kultural, di
mana individu tersebut berada sehingga dia mengetahui apa
itu poligami. Atas dasar itulah, individu dalam masyarakat
mengekspresikan kediriannya dalam perkawinan yang dalam
konteks ini ada yang menerima praktik perkawinan poligami
ada pula yang tidak. Menerima ataupun tidak adalah wujud
dari realitas sosial yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Inilah
yang dimaksud dengan dunia mansuia adalah dunia yang
dikonstruksi oleh manusia itu sendiri. Karena dibentuk oleh
manusia, maka realitas tersebut bersifat tidak stabil dan

121 Lihat Asmanidar Asmanidar, ‘Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah
Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)’, Abrahamic Reli-
gions: Jurnal Studi Agama-Agama, vol. 1, no. 1 (2021), p. 102; Alfirahmi and Retno
Ekasari, ‘Kontruksi Realitas Sosial Perempuan tentang Gender dalam
Pembentukan Karakteristik Anak terhadap Pemahaman Gender’, Mediakom/:
Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 2 (2018), p. 254.
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berpotensi untuk selalu beubah. Perubahan tersebut terjadi
karena individu dalam momen ini akan dihadapkan dengan
dunia sosialnya. Pengetahuan yang didapatkan oleh individu
tentang poligami dipahami sebagai hasil dari momen
eksternalisasi individu sehinga menemukan suatu dunia yang
dipengaruhi oleh pengetahuan sosial kulturalnya.122

Momen objektivasi diartikan sebagai interaksi sosial yang
dilembagakan. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya pola
yang sama dan dilakukan secara berulang sehingga menjadi
sebuah pembiasaan (habitualisasi).123 Secara sederhana bisa
dikatakan bahwa segala bentuk dari eksternalisasi yang telah
dilakukan dilihat kembali pada tataraan realitas sosial secara
objektif. Dalam konteks ini, ada pemisahan yang jelas yaitu
individu sebagai realitas subjektif dan realitas sosial sebagai
sebuah realitas objektif yang seakan-akan berada di luar
intersubjektif (antar individu) yang kemudian berdialektika,
sehingga terjadi adanya pemaknaan baru ataupun pemaknaan
tambahan terhadap praktik poligami. Realitas sosial atau
masyarakat sebagai suatu kenyataan atau realitas objektif, di
dalamnya terjadi proses pelembagaan yang didasarkan kepada
pembiasaan (habitualisasi) yang terjadi secara terus menerus dan
berpola sebagai sebuah tindakan yang dapat dipahami. Apabila
kebiasaan ini terus terjadi secara berulang-ulang, maka terjadilah
apa yang disebut dengan tradisi dan ditransmisikan kepada
generasi selanjutnya.124

Dari hal ini maka perilaku poligami dapat dipahami sebagai
sebuah tradisi yang terbentuk dari adanya relasi dialektika
intersubjektif (antar individu) dan sosial kultural yang berangkat
dari adanya proses pembiasaan yang secara terus menerus dari

122 Lihat Yuva Ayuning Anjar, Bukhari Bukhari, and Nova Hary Utari, “Kontruksi
Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar,” Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran
& Aplikasi) 15, no. 1 (June 30, 2021): 103–5, https://doi.org/10.24815/jsu.v15i1.21989.

123 Lihat Alfirahmi and Retno Ekasari, ‘Kontruksi Realitas Sosial Perempuan tentang
Gender dalam Pembentukan Karakteristik Anak terhadap Pemahaman Gen-
der’, Mediakom/: Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 2 (2018), p. 254.

124 Lihat Anjar, Bukhari, and Utari, “Kontruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan
Bercadar,” 106–8.
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satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi yang terbentuk dari
adanya relasi dialektika tersebut terbentuk dari proses
eksternalisasi individu tentang poligami yang diperoleh dari
pemahaman teks keagamaan dan sosial kultural dunianya.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelembagaan
ini adalah perlunya ada legitimasi atas institusionalisasi realitas
objektif tersebut. Legitimasi ini adalah apa yang disebut Berger
dengan universum simbolik sebagaimana yang sudah penulis
sebutkan di bagian atas. Menurut Amir Mustafai, semua aktivitas
yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya tunduk pada
pembiasaan, namun dengan legitimasi dapat mengintegrasikan
makna-makna yang melekat pada pelembagaan dan
pembiasaan tersebut. Oleh karena itu, legitimasi merupakan
wujud pemaksaan etis terhadap kehidupan manusia sehari-hari.
Dalam hal ini, legitimasi memaksakan realitas sesuatu dengan
apa dan bagaimana seharusnya sesuatu itu dipahami. Legitimasi
akan melewati sikap-sikap normatif yang akan menentukan
benar atau tidaknya sesuatu yang ada dalam masyarakat.125

Sedangkan momen internalisasi terjadi proses penarikan
nilai-nilai yang terdapat dalam realits objektif ke dalam realitas
subjektif yaitu individu. Atau bisa pula diartikan sebagai sebuah
penyerapan nilai-nilai objektif yang kemudian direalisasikan
secara subjektif. Dengan internalisasi, individu memahami
makna yang telah menjadi realitas objektif dalam masyarakat
sehingga individu tersebut membuat pemaknaannya sendiri,
mengidentifikasikan dirinya dengan pemaknaan tersebut
sehingga makna yang dipahaminya itu masuk ke dalam dirinya
dan menjadi milik dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan
realitas objektif menjadi sebuah realitas subjektif atau dalam
istilah Berger manusia adalah produk dari masyarakat.126

125 Lihat Amir Mustafai, ‘The Reality and its Instance: Review on Berger and
Luckman’s Theory of the Social Construction of Reality’, Knowledge – Interna-
tional Journal, vol. 30.5 (2019), p. 1321.

126 Lihat Asmanidar Asmanidar, ‘Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah
Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)’, Abrahamic Reli-
gions: Jurnal Studi Agama-Agama, vol. 1, no. 1 (2021), p. 103.



7 3

Internalisasi ini berlangsung seumur hidup dengan adanya
sosialisasi baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sosialisasi
primer merupakan sosialisasi awal yang terjadi semenjak kecil
ketika diperkenalkan dengan dunia sosial. Sedangkan sosialisasi
sekunder adalah sosialisasi di saat setiap individu beranjak
dewasa dan mulai mengenal dunia dan pergaulan yang lebih
luas.127

Individu dalam interaksi sosialnya mengambil peran dan
sikap terhadap praktik poligami di masyarakat yang
berlangsung terus menerus dan itu mempengaruhinya serta
menjadikan sikap tersebut sebagai miliknya. Dalam hal ini
individu mempunyai perspektif sendiri terhadap realitas
sosialnya. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap poligami
masuk dan menyerap ke dalam kesadaran individu sehingga
secara subjektif individu telah memiliki pandangan tentang nilai-
nilai yang terdapat dalam praktik dan perilaku poligami seperti
baik atau tidaknya perilaku tesebut, menilai mampu atau
tidaknya untuk berpoligami bahkan mampu untuk menilai
apakah bisa bersikap yang adil atau tidak dalam poligami.128

Dalam konteks ini pula, momen internalisasi bisa terjadi melalui
proses sosialisasi primer yaitu melalui jalur keluarga yang
berperan dalam membentuk pemahaman keagamaan tentang
perilaku tersebut. Sedangkan sosialisasi sekunder dapat melalui
jalur lembaga pendidikan, organiasi kemasyaakatan dan lain-
lain yang sangat besar kontribusinya dalam memberikan
pengaruh terhadap kontruksi pemahaman keagamaan
terutama tentang poligami.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh
interpretasi agama terhadap perilaku poligami dimulai ketika
individu mengetahui realitas poligami dari teks-teks keagamaan
dan perilaku orang lain dalam interaksi sosial. Dalam proses

127 Lihat Mustafai, “The Reality and its Instance: Review on Berger and Luckman’s
Theory of the Social Construction of Reality,” 1322.

128 Lihat Mahmud, “Menuju Sekolah Anti Korupsi (Perspektif Kontruksi Sosial Peterl
L Berger dan Thomas Luckman),” Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat 2, no. 1
(2019): 10.
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interaksi sosial (intersubjektif) inilah pengetahuan tentang
poligami tersebut dihadapkan dengan realitas praktik poligami
di masyarakat yang sudah terlembagakan dan menjadi sebuah
habitualisasi yang mendapatkan legitimasi dari apa yang disebut
dengan universum simbolik. Oleh karena itu, sering kali dalam
praktik poligami dalil-dalil agama menjadi argumen untuk
membenarkan praktik dan perilaku poligami yang ada di
masyarakat. Dalam tahap selanjutnya yaitu terjadi proses
internalisasi individu dengan menyerap dan memasukkan nilai-
niai yang terdapat dalam realitas objektif sebagai sebuah sikap
miliknya sendiri dan mengekspresikannya dalam bentuk sikap
terhadap poligami.

Selain teori Rekonstruksi Realitas Sosial, pengaruh
interpretasi agama terhadap perilaku poligami juga dapat dilihat
dengan teori interaksionisme simbolik (Symbolic Interactionism
Theory) yang melihat interaksi manusia dalam skala mikro
(kecil), antara satu individu dengan individu yang lain, tidak
menganalisa manusia dalam skala yang besar (makro) seperti
masyarakat secara umum. Teori ini membahas tentang
bagaimana masyarakat diciptakan dan dipelihara secara
berulang antar individu.129

Maksud dengan masyarakat diciptakan dalam teori
interaksionisme simbolik ini adalah bagaimana masyarakat
terbentuk melalui komunikasi atau interaksi antar individu di
dalamnya dengan simbol-simbol yang mereka gunakan dan
dipahami maknanya. Yang dimaksud dengan simbol adalah

129 Teori ini mencul pada pertengahan abad kedua puluh di Amerika dengan tokoh
utamanya George Herbert Mead yang kemudian dikembangkan oleh Herbert
Blumer, Manford Kuhn dan Sheldon Stryker sehingga dalam teori ini dikenal
ada tiga mazhab yaitu mazhab Chicago (Blumer), mazhab Iowa (Kuhn) dan
mazhab Indiana (Stryker). Untuk mengetahui lebih jauh karekteristik ketiga
mazhab itu bisa dibaca pada Michael J Carter and Celene Fuller, “Symbolic
Interactionism,” Sociopedia, 2015, 1–5, https://doi.org/10.1177/205684601561;
Shidarta, “Teori Interaksionalisme Simbolik: Analisis Sosial-Mikro,” Blog, BINUS
University: Business Law, Rubric of Faculty Members (blog), Oktober 2019, https://
business-law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-
sosial-mikro/.
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semua gerak, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal yang
diungkapkan oleh individu. Komunikasi bisa terjalin apabila
simbol yang diungkapkan oleh individu bisa dipahami oleh para
individu dan mereka juga memahami makna yang diberikan
oleh individu lainnya.130

Dalam konteks itulah menurut Blumer sebagaimana yang
dikutip oleh Juni Rusdiana dan Prahastiwi Utari, ada tiga premis
utama dari teori ini yaitu pertama, tindakan manusia didasarkan
kepada makna yang dimiliki oleh suatu benda. Kedua, makna
tersebut timbul dari adanya interaksi sosial seseorang dengan
orang lain. Ketiga, makna tersebut mengalami proses interpretasi
yang digunakannya dalam menghadapi sesuatu yang
ditemuinya. Dalam hal ini, makna itu tidak hanya
diinterpretasikan bahkan juga dimodifikasi olehnya.131

Premis yang pertama menunjukkan bahwa manusia tidak
serta merta bertindak dalam menghadapi suatu objek atau
realitas, namun manusia mendapatkan stimulus atau
rangsangan yang membuat manusia itu memaknai terhadap

objek atau realitas tersebut, sehingga posisinya sangat tergantung
kepada bagaimana manusia memberikan makna kepada suatu
objek atau realitas. Ini artinya bahwa sebuah objek atau realita
akan memiliki pluralitas makna atau tidak tunggal, karena sesuai
dengan pemaknaan seseorang kepadanya.132

Premis yang kedua menjelaskan bahwa makna lahir dari
adanya interaksi sosial. Ini artinya bahwa sebuah makna tidak
serta merta ada pada sebuah objek atau realita, namun makna
lahir dari adanya tindakan seseorang yang kemudian
melahirkan sebuah batasan arti bagi orang lain melalui interaksi
sosial. Makna tersebut termanifestasikan dalam bentuk simbol

130 Lihat Teresia Noiman Derung, “Interaksionisme Simbolik,” SAPA-Jurnal Kateketik
dan Pastoral 2, no. 1 (2017): 128–131.

131 Joni Rusdiana and Prahastiwi Utari, “The Ethnography Study of Tablighi Jamaat’s
Da’wah Communication in the Symbolic Interactionism Perspective,” Islamic
Studies Journal for Social Transformation, October 8, 2019, 107, https://doi.org/
10.28918/isjoust.v3i2.2234.

132 Rusdiana and Utari, 108.
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yang menjadi stimulus atau rangsangan yang memiliki arti dan
nilai bagi orang lain. Melalui simbol inilah kemudian manusia
dapat memberikan makna terhadap suatu objek atau realita,
Namun tingkat pemaknaan yang diberikan oleh manusia kepada
sebuah objek atau realita sangat tergantung kepada ketersedian
simbol-simbol yang terdapat dalam masyarakat untuk dapat
digunakan.133

Premis yang ketiga yaitu adanya proses interpretasi dan
modifikasi dalam pembentukan makna. Makna tidak langsung
diinternasilisasikan dalam diri seorang manusia, namun melalui
proses interpretasi karena ada banyak makna yang mungkin
ditemuinya. Oleh karena itu menurut Blumer, seorang individu
ketika dihadapkan dengan adanya pluralitas makna terhadap
sebuah objek akan memilih, meneliti, menahan, menata ulang,
dan mengubah makna sehingga dia dapat mengarahkan
tindakannya. Interpretasi dalam konteks teori ini tidak diartikan
sebagai sebuah pemahaman terhadap makna dan melakukan
tindakan atas dasar itu, tapi interpretasi dipahami sebagai sebuah
proses pembentukan makna, di mana makna digunakan dan
disempurnakan sebagai sebuah instrumen untuk membentuk
tindakan. Interpretasi merupakan proses berpikir sebelum
melakukan sebuah tindakan.134

Selanjutnya dari uraian di atas, bagaimana menjelaskan
bahwa perilaku poligami seseorang ada pengaruh agama di
dalamnya. Dalam konteks ini, semua orang menyakini bahwa
agama mengandung nilai-nilai moral dan ideal dalam mengatur
tatanan kehiduapan manusia. Namun tidak dapat dipungkiri
juga bahwa dalam implementasi ajaran agama, mengandung
interpretasi dari pemeluknya yang sering melahirkan
pemahaman dan perilaku keagamaan yang beragam termasuk
dalam persoalan poligami.

Poligami sebagai sebuah objek atau realita dalam kehidupan
masyarakat, bagi sebagian besar kaum muslimin dipahami

133 Rusdiana and Utari, 108–9.
134 Rusdiana and Utari, 109–10.
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sebagai sebuah kebolehan dan bahkan ada yang memahaminya
dalam konteks hukum sunnah Nabi. Pemahaman ini diperoleh
dari interpretasi teks-teks keagamaan yang sering kali melalui
sebuah interaksi sosial, terutama dalam bentuk komunikasi ver-
bal yang sering disampaikan oleh para kyai atau ulama. Oleh
karena itu, dalam masyarakat sering kita dengar kalimat-
kalimat seperti “poligami hukumnya boleh dengan syarat
mampu berlaku adil” atau “Nabi berpoligami berarti poligami
hukumnya sunnah”, dan lain-lain. Ungkapan-unkapan tersebut
menjadi sebuah simbol yang menjadi stimulus dalam
pemaknaan poligami tersebut bagi individu sehingga dia akan
melakukan proses interpretasi terhadap objek atau realita
poligami yang pada akhirnya melahirkan sebuah tindakan atau
perilaku dalam berpoligami. Tindakan atau perilaku tersebut
merupakan hasil pemaknaan yang lahir dari proses interprtatif
individu. Dari sinilah akan lahir motif individu dalam
berpoligami yang termanifestasikan dalam bentuk perilakunya.
Terkait dengan motif tersebut, maka penulis akan uraikan dalam
sub bab di bawah ini.

3. Motivasi Berpoligami di Masyarakat

Kata motivasi sering digunakan dalam ranah keilmuan
psikologi yang mempelajari tentang daya dorong dari dalam
diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan.
Dorongan ini disebut dengan motif. Apabila motif tersebut
dipengaruhi oleh sesuatu, maka dinamakan dengan motivasi.
Oleh karena itu, motivasi diartikan sebagai keadaan yang ada
dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan
sesuatu. Melakukan suatu perbuatan dalam konteks ini disebut
dengan tujuan (goal).135 Dengan demikian, motivasi merupakan
awal yang memicu seseorang untuk berperilaku yang berakhir
pada tujuan dari perilaku tersebut (goal).

135 Adnan Achiruddin Saleh, Pengantar Psikologi, I (Makassar: Penerbit Aksara
Timur, 2018), 121–22.
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Menurut Rex A. Wright, secara sederhana motivasi diartikan
sebagai alasan untuk bertindak dan memiliki dua kapasitas untuk
bisa beubah menjadi aktif dan laten. Ketika motivasi berubah
menjadi aktif, maka akan bisa menjadi pemandu dalam perilaku,
namun sebaliknya ketika berada dalam posisi laten, maka motivasi
hanya sekedar menjadi sebuah potensi perilaku. Oleh karena itu,
motivasi terkait dengan mobilitas dan keinginan.136

Berdasarkan maksud dari motivasi sebagaimana disebutkan
di atas, maka motivasi berpoligami merupakan faktor yang
menjadi sebab seseorang untuk berpoligami. Faktor tersebut
menjadi daya dorong yang timbul dari dalam dirinya sendiri
yang tentu saja dipengaruhi oleh hal-hal dari luar dirinya
sehingga dia memutuskan untuk berpoligami.

Banyak penelitian dan kajian yang sudah dilakukan terkait
pembahasan tentang motivasi seseorang berpoligami. Poligami
sebagai salah satu bentuk perkawinan yang eksis di tengah
masyarakat sering dijadikan sebagai alasan atau motif untuk
perbaikan ekonomi karena dengan memiliki banyak istri dan

anak dapat dijadikan sebagai penunjang pemenuhan ekonomi
bersama. Dalam perspektif feminis ditemukan bahwa motif
poligami tidak hanya didasarkan kepada persoalan ekonomi saja,
namun juga didasarkan kepada motif biologis seorang laki-laki
yang dilegitimasi secara kultural dan interpretatif agama. Kultur
masyarakat yang patriakhi menjadi alasan pembenar
kepemilikan laki-laki terhadap ekonomi dan perempuan. Dalam
konteks ini, kultur masyarakat patriakhi dan tafsir agama yang
tidak memihak kepada perempuan (misoginis) saling
berhubungan dalam menempatkan seorang perempuan sebagai
objek poligami.137

136 Lihat Rex A. Wright, “Motivation Theory Essentials: Understanding Motives
and their Conversion into Effortful Goal Pursuit,” Motivation and Emotion 40, no.
1 (February 2016): 123–24, https://doi.org/10.1007/s11031-015-9536-4.

137 Lihat Shofiyullah Muzzammil et al., “Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam
Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura,” Jurnal SMART (Studi Masyarakat,
Religi, dan Tradisi) 7, no. 01 (June 22, 2021): 132, https://doi.org/10.18784/
smart.v7i01.1207.
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Menurut Bhasin sebagaimana yang dikutip oleh Shofiyullah
Muzammil, ada banyak aspek yang dimiliki dan dikontrol oleh
laki-laki terhadap perempuan di ataranya aspek keluarga,
agama, sistem hukum, sistem dan lembaga ekonomi, sistem dan
lembaga politik, sistem pengetahuan dan lembaga pendidikan
serta media.138 Ini menunjukkan bahwa posisi perempuan
berada dalam garis yang marginal dengan laki-laki, tidak setara
dan dalam konteks poligami, posisi inilah yang menyebabkan
perempuan sebagai objek poligami seorang laki-laki. Oleh
karena itu, peran pranata sosial seperti agama dan pendidikan
sangat besar dalam mengkonstruksi posisi perempuan tersebut.
Interpretasi agama yang cenderung misoginis dan kemudian
dimanisfestasikan dalam bentuk pengetahuan yang ditransfer
dalam sistem Pendidikan, baik yang formal maupun non for-
mal dengan cenderung literalis dan tradisionalis berperan besar
dalam membentuk kultur masyarakat yang patrialistik
tersebut.139

Apabila kita melihat regulasi poligami yang berlaku di In-
donesia misalkan, terlihat bahwa motif atau alasan berpoligami
yang diperkenankan oleh Pengadilan Agama didasarkan kepada
kondisi fisik yang tidak mampu oleh perempuan, seperti tidak
mampu untuk hamil (mandul) dan tidak mampu untuk
melayani suami.

Walaupun izin dari istri pertama berperan sentral dalam
konteks pemenuhan kebolehan untuk berpoligami, namun tetap
menunjukkan bahwa perempuan berada pada objek dari alasan
untuk berpoligami. Nizar sebagaimana dikutip oleh Shofiyullah
Muzammil menemukan motif-motif tersebut dalam pengajuan
poligami ke Pengadilan Agama, di antaranya yaitu istri yang
tidak dapat melahirkan keturunan, istri yang tidak dapat
memenuhi kewajibannya disebabkan faktor psikologis dan fisik,
suami yang sudah terlanjur menjalin hubungan dengan
perempuan lain, baik ada yang sudah hamil ataupun belum

138 Muzzammil et al., 133.
139 Muzzammil et al., 133.
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sampai hamil, istri yang dinilai belum bisa untuk memuaskan
suaminya secara biologis, dan suami yang secara ekonomi ingin
meningkatkan tarap hidup istri keduanya.140

Berpoligami dengan motif biologis yang seringkali
berlindung kepada motif lain seperti agama dan juga motif yang
diatur oleh regulasi merupakan sebuah realitas yang banyak
terjadi di Masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan di
atas bahwa banyak ragam motivasi yang disebutkan, namun
kecendrungannya motif biologis seorang laki-laki yang
berpoligami seringkali disembunyikan. Sebagai contoh,
penelitian dari Azhari Akmal Tarigan, dkk menemukan bahwa
motif penyaluran biologis seringkali menjadi motif yang utama,
namun motif tersebut justru ‘dibungkus’ dan diperhalus dengan
alasan berdasarkan kepada ketentuan agama.141

Dalam perspektif teori Strukturasi Antonie Giddens, sikap
seperti itu disebut dengan dualitas, yaitu suatu hubungan antara
struktur dan agensi dalam sebuah tindakan atau perilaku sosial.
Dualitas berbeda dengan dualisme yang memahami sesuatu

yang saling berbeda sebagai dua entitas yang berhadap-
hadapan. Sedangkan dualitas memahaminya sebagai dua entitas
yang menyatu dan tidak bersifat dikotomi.142 Dalam konteks
ini, struktur dan agen merupakan dua aspek yang tidak
terpisahkan atau selalu saling berdialektika. Struktur dipahami
sebagai sebuah aturan dan sumber daya yang membentuk
praktik sosial dalam masyarakat secara berulang. Struktur
merupakan wujud interaksi sosial yang memproduksi pranata

140 Muzzammil et al., 132.
141 Lihat Azhari Akmal Tarigan, Nurhayati, and Watni Marpaung, “Taming Islam’

Polygyny Law: Revealing Male Sexual Desire in Indonesia’s Polygyny Prac-
tices,” Journal of Indonesian Islam 15, no. 01 (2021): 169–71, https://doi.org/10.15642/
JIIS.2021.15.1.149-170.

142 Lihat Klevis Kolasi, “Structuration Theory,” in the Palgrave Encyclopedia of Global
Security Studies, ed. Scott Romaniuk, Manish Thapa, and Péter Marton (Cham:
Springer International Publishing, 2020), 2–3, https://doi.org/10.1007/978-3-319-
74336-3_360-1; Karman, “Konsep Dualisme Versus Dualitas dalam Diskursus
Epistemologi Ilmu Sosial,” Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa 2, no. 1
(June 2021): 23–24.
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sosial seperti nilai yang disepakati secara bersama, norma, sanksi
dan lainnya sebagai media untuk memfasilitasi kepentingan
agen dalam perilaku mereka. Sedangkan agen dipahami sebagai
orang yang melakukan sebuah tindakan atau perilaku yang
didasari atas kemauannya sendiri. Orientasi dari teori ini adalah
kepada perubahan sosial yang mendeskripsikan tentang
bagaimana sebuah struktur diproduksi dan direproduksi kembali
oleh agen yaitu manusia yang berprilaku dengan memanfaatkan
struktur yang ada dalam masyarakat.143

Terkait dengan agen sebagai pelaku, maka menurut
Giddens ada tiga dimensi internal yang terdapat dalam diri
pelaku yaitu pertama motivasi tidak sadar, kesadaran praktik
dan kesadaran diskursus. Motivasi tidak sadar merupakan suatu
keinginan yang berpotensi mengarahkan suatu tindakan, namun
bukan tindakan itu sendiri. Ketidaksadaran ini dipicu oleh
adanya sebuah memori masa lalu yang yang menarik infomasi
pada masa yang lalu dan pernah terjadi. Kondisi ini ditambah
dengan adanya persepsi yang dibentuk dari informasi masa lalu
dan dipahami dalam proses waktu yang lama. Kedua, kesadaran
praktik yaitu sekumpulan pengetahuan praktik yang selalu tidak
bisa disebutkan secara detil. Dalam hal ini, kita selalu diajak
untuk mencari tahu tentang aktivitas keseharian tanpa ada
keharuasan untuk mempertanyakan apa yang telah terjadi atau
sedang dilakukan. Sedangkan kesadaran diskursus merupakan
kemampuan kita untuk merefleksikan atau menyebutkan dan
menjelaskan tentang apa yang dilakukan.144

143 Lihat Karman, “Konsep Dualisme Versus Dualitas dalam Diskursus Epistemologi
Ilmu Sosial,” Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa 2, no. 1 (June 2021): 24–
26; Panji Suminar, “Relasi Agen dan Struktur: Ruang Negosiasi dalam
Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Lebong,” Jurnal Sosiologi Nusantara
6, no. 1 (June 17, 2020): 57, https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.55-76.

144 Untuk lebih jelas tentang tiga dimensi internal ini bisa dibaca pada Paulus Eko
Kristianto, “Integrasi Teori Strukturasi Anthony Giddens dan Kajian Feminis
pada Kebijakan Sumber Daya Manusia di Tempat Kerja,” Dekonstruksi 7, no. 01
(July 1, 2022): 8–10, https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v7i01.106; Panji Suminar,
“Relasi Agen dan Struktur: Ruang Negosiasi dalam Pengelolaan Sumberdaya
Hutan di Kabupaten Lebong,” Jurnal Sosiologi Nusantara 6, no. 1 (June 17, 2020):
60, https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.55-76.
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Dalam konteks poligami kesadaran para agen atau pelaku
perkawinan itu sering kali didasarkan kepada motivasi yang
bersifat “mulia” seperti karena diperbolehkan oleh agama,
menyantuni para janda, mengangkat harkat ekonomi
perempuan yang dipoligami, atau demi kenyamanan karena
merasa hubungannya dengan istri pertama selama masa
perkawinan tidak mendapatkan kenyamanan psikologis
ataupun karena alasan lain yang diatur oleh regulasi yang
berlaku. Motif-motif seperti ini bisa dikategroikan sebagai sebuah
motivasi tidak sadar, karena semuanya itu merupakan bagian
dari sebuah pengalaman yang orang lain rasakan dalam
melakukan poligami. Dalam relasi sosial di Masyarakat, kondisi
tersebut pada akhirnya menjadi sebuah struktur yang
melembaga. Namun dibalik itu, sesungguhnya ada unsur lain
yang justru menjadi motif dari berpoligami yaitu adanya
keinginan untuk merealisasikan keinginan biologis. Motif inilah
yang bisa dikategorikan menjadi motif kesadaran praktik yang
justru tidak disebutkan namun mendorong kita untuk mencari
tahu mengapa mesti menikah kembali. Kondisi seperti inilah
yang ditemukan oleh Azhari Akmal Tarigan dalam penelitiannya
tentang motif berpoligami dari beberapa informan
penelitiannya.145

Walaupun begitu, gambaran secara umum yang dapat kita
tangkap selama ini dalam poligami di masyarakat memang lebih
dominan merugikan perempuan. Namun juga harus diakui
bahwa ada kasus-kasus poligami yang justru dalam kehidupan
lahiriyahnya tidak melahirkan konflik yang merugikan pihak
perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Roibin menemukan
ada dua kategori motivasi yang dilakukan oleh pelaku poligami
terutama yang melibatkan Kyai yaitu pertama, poligami yang
dilaksanakan atas dasar normatif humanistik. Maksudnya

145 Untuk lebih jelas tentang hasil penelitian ini bisa dibaca Azhari Akmal Tarigan,
Nurhayati, and Watni Marpaung, “Taming Islam’ Polygyny Law: Revealing Male
Sexual Desire in Indonesia’s Polygyny Practices,” Journal of Indonesian Islam 15,
no. 01 (2021): 159–61, https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.149-170.
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adalah interpretasi teks keagamaan tentang poligami
dipraktikkan sesuai dengan nilai-nilai universalitas dan humanis.

Dalam konteks ini, interprtasi tidak dipraktikkan secara
literalis terkstual saja, namun dibawa ke intepretasi yang lebih
kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik poligami
seperti itu mendapatkan apresiasi dan semakin memperkuat
posisi Kyai di mata masyarakat. Beberapa motivasi yang masuk
dalam kategori ini misalkan adalah menempatkan harkat dan
martabat perempuan, mengangkat dan mengubah status
perempuan, memiliki teman dalam perjuangan syiar agama,
memperbanyak kader dakwah yang berkualtas, memper-
banyak kader muslim yang cerdas, berakhlak mulia dan
dermawan, membudayakan gotong royong antara yang kuat
dan lemah serta melaksanakan anjuran agama.146

Kedua, praktik poligami yang berdasarkan kepada
interpretasi normatif teologis. Dalam hal ini, teks keagamaan
tentang poligami dipahami secara tekstualis literalis yang jauh
dari nilai-nilai historitas ajaran yang terkandung di dalamnya.

Praktik poligami yang seperti ini justru melahirkan problematika
baik dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri maupun dalam
kehidupan masyarakat. Tidak sedikit praktik poligami yang
dilakukan oleh kyai dengan kategori motif kedua ini menyebab-
kan hubungan rumah tangga yang jauh dari harmonis, tidak
saling menyapa, bahkan menimbulkan sikap tidak apresiatif
baik dari santri mereka maupun masyarakat. Seperti motivasi
berpoligami karena panggilan agama, perempuan harus

146 Lihat Roibin, “The Practice of Polygamy Amongst Kyai: A Study of Social Con-
struction on Kiyai’s Polygamy in East Java,” Istiqro’ 15, no. 10 (2017): 76–77 Smith
dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa apresiasi masyarakat atas
poligami Kyai sebagaimana yang disebutkan tersebut merupakan tindakan
kontras antara menyenagkan masyarakat dengan tindakan menyenangkan
Tuhan, terutama ketika ada seorang perempuan lajang, janda yang tidak
bersuami mau menjadi istri kedua, karena status sebagai perempuan tanpa
suami tidaklah menyenangkan. Lihat; Bianca J. Smith, “Sexual Desire, Piety,
and Law in a Javanese Pesantren/: Interpreting Varieties of Secret Divorce and
Polygamy,” Anthropological Forum 24, no. 3 (July 3, 2014): 235, https://doi.org/
10.1080/00664677.2014.947918.
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dipimpin oleh laki-laki, perempuan adalah bagian dari laki-laki
dan perempuan adalah makhluk yang lemah.147

Terlepas dari apa yang diuraikan di atas, paling tidak hal
ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Indonesia yang
didominasi oleh muslim dalam praktik poligami selalu
menjadikan interpretasi keagamaan sebagai dasar untuk
berpoligami. Pengetahuan itulah yang kemudian disampaikan
dari satu generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah tradisi
yang dijalankan secara berkelanjutan.

Walaupun regulasi negara ada untuk membatasi praktik
tersebut, hukum agama dalam pandangan masyarakat muslim
Indonesia menempati posisi yang lebih tinggi dari hukum negara
itu sendiri. Pendapat ulama klasik sebagaimana yang ada dalam
banyak kitab fikih tradisional dianggap lebih valid dibandingkan
seperangkat pasal dan ayat yang terdapat dalam regulasi. Oleh
karena itu, dalam konteks ini, perlu untuk melihat adanya relasi
antara agama dan budaya yang membentuk perilaku poligami
sebagaimana yang akan penulis uraikan pada bagian di bawah

ini.

C. Poligami dalam Perspektif Antropologi

Antropologi sebagai bagian dari disiplin ilmu sosial
mempunyai objek kajian tentang manusia dan budaya yang
dihasilkannya. Untuk itu kajian antropologi pada umumnya terbagi
menjadi dua kategori besar yaitu antropologi fisik dan antropologi
budaya. Ini artinya antropologi secara umum mempelajari manusia
dari aspek biologis dan sosialnya. Antropologi biologis atau sering
pula disebut dengan antropologi fisik menyelidiki perkembangan
manusia sebagai makhluk hidup melalui evolusi yang terjadi dan
menyelidiki aspek biologisnya dalam varian jenisnya. Sedangkan
antropologi budaya fokus kepada budaya dan kehidupan manusia
sebagai individu dalam pergaulan di masyarakat.

147 Lihat Roibin, “The Practice of Polygamy Amongst Kyai: A Study of Social Con-
struction on Kiyai’s Polygamy in East Java,” 77–78.
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Dari kategori kedua tersebut lahir berbagai macam cabang
antropologi budaya sesuai dengan perkembangan masyarakat itu
sendiri, dan salah satunya adalah antroplogi terapan yang di
dalamnya ada tentang antropologi hukum.148

Sebagai bagian dari antropologi sosial atau budaya, antropologi
hukum menjadikan manusia dan budaya hukumya sebagai objek
kajiannya. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sebuah
produk budaya yang dengan demikian maka setiap perilaku
manusia yang ada hubunganya dengan hukum menjadi objek
kajian dari antropologi hukum. Dengan demikian, hubungan
antara hukum dan fenomena empirik yang terkait dengan persoalan
hukum di masyarakat menjadi ranah yang dikaji dalam jenis
antropologi ini.149 Antropologi hukum dapat membantu untuk
memahami bagaimana terjadinya evolusi hukum, menyingkap

148 Lihat Gunsu Nurmansyah, Nunung Ridliyah, and Recca Ayu Hapsari, Pengantar
Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi (Bandar Lampung: Aura Pub-
lisher, 2019), 4–13; Ada dua tradisi dengan istilah yang berbeda dalam melihat
kategori kedua dari antropologi yaitu di Inggris dengan istilah antropologi sosial
(social antropology) dan di Amerika Serikat dengan Istilah antropologi budaya
(culture antropology). Kedua tradisi tersebut tidak hanya berbeda dalam istilah
saja namun juga berbeda dalam objek kajiannya. Namun sejak tahun 1960-an
sampai dengan sekarang perbedaan tersebut semakin berkurang dan saat ini
berkembang pendekatan sosioantropologi. Untuk lebih jauh lihat Amri Marzali,
“Agama dan Kebudayaan,” UMBARA: Indonesian Journal of Antropology 1, no. 1
(2016): 57–59.

149 Dalam perspektif ilmu ada dua kecenderungan dalam melihat eksistensi
antropologi hukum yaitu pertama, cenderung untuk mengakategorikan
antropologi hukum sebagai bagian dari antropologi budaya atau sosial dan
kedua, cenderung untuk mengakategorikannya ke dalam bagian ilmu hukum,
khususnya hukum perbandingan. Adanya dua kecenderungan ini disebabkan
adanya perbedaan dalam titik tolak memandang antropologi hukum. Pada
kecendrungan yang pertama, hukum atau norma adalah bagian dari budaya
masyarakat, karena dalam tataran empirik norma-norma hukum dapat
ditemukan dan dirumuskan dalam tataran pergaulan masyarakat. Sedangkan
pada kecendrungan kedua, karena melihat kerja antropologi hukum ada
kesamaan dengan kerja perbandingan hukum walaupun secara spesifik
berbeda. Dalam kajian antropologi hukum, masyarakat dipandang secara luas,
tidak secara sempit sebagaimana yang terdapat dalam perbandingan hukum
yang hanya membatasi hukum dalam dua ranah yaitu civil law dan common law.
Ulasan yang lebih detil bisa dibaca pada Sulbadana and M. Hatta Roma
Tampubolon, “A Study of Pluralism in Developing Legal Anthropology Study,”
Journal of Law, Policy and Globalization 55 (2016): 13–16.
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ideologi dari sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku
masyarakat beserta budaya hukumnya serta mengungkap secara
induktif perselisihan hukum yang ada dalam masyarakat.150

Salah satu fenomena hukum yang ada dalam masyarakat
adalah tentang pernikahan poligami. Pengertian poligami dalam
istilah antropologi sosial memiliki paling tidak tiga cakupan arti
yaitu pertama poligini yang diartikan sebagai praktik perkawinan
antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.
Kedua, poliandri yang diartikan sebagai bentuk perkawinan antara
seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki dan ketiga,
perkawinan kelompok (group marriage) yang menggabungkan
antara pekawinan poligini dan poliandri. Namun di masyarakat
sampai saat ini, praktik perkawinan yang pertama diidentikkan
dengan pengertian poligami, sedangkan dua istilah lainya tetap
dengan termonologinya masing-masing.151

Pada dasarnya dalam perspektif antropologis, perkawinan
merupakan sarana hubungan seksualitas yang dibenarkan antara
laki-laki dengan perempuan sekaligus menjadi awal dari

keberlangsungan regenerasi manusia, karena dengan perkawinan
menegaskan kesiapan perempuan untuk melahirkan.152

Koenjraningrat sebagaimana yang dikutip oleh Erma Fatmawati
melihat perkawinan sebagai sebuah siklus dalam kehidupan
manusia dari tahap remaja ke tahapan jenjang kehidupan
berkeluarga yang dialami oleh setiap individu di dunia.153 Dengan
demikian, kecedrungan untuk melakukan hubungan biologis
antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam sebuah
perkawinan merupakan bagian dalam siklus hidup dan upaya
regenerasi keberlangsungan manusia itu sendiri.

150 Mohd Winario, “Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum,”
Jurnal Al-Himayah 1, no. 2 (Oktober 2017): 271.

151 Ach Faisol, “Poligami dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi
Pro-Kontra Poligami-Monogami),” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (Jas) 2 (2020):
21–22.

152 Erma Fatmawati, Sosio-Antropologi Pernikahan Dini (Melacak Living Fikih Pernikahan
Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember) (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,
2020), 14.

153 Fatmawati, 14.
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Dalam kerangka pemenuhan kecendrungan biologis itulah
terjadi praktik perkawinan yang tidak hanya melibatkan antara
satu laki-laki dengan perempuan saja, namun bisa melibatkan
berbagai individu sehingga dalam perkembangannya melahirkan
jenis perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Dalam
konteks ini, perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang
perempuan menjadi salah satu pertanyaan yang dapat diajukan
dalam perspektif antropologi karena adanya karakteristik khas
yang membedakannya dalam suatu populasi secara lokalistik.
Berpoligami dapat dipahami sebagai sebuah perilaku yang dalam
konteks antropologi dipandang sebagai sebuah budaya, di mana
dalam budaya tersebut terdapat unsur-unsur yang terdiri dari
bahasa, sistem ekonomi dan teknologi, organisasi sosial, sistem
pengetahuan, religi dan kesenian sehingga budaya menjadi
semacam tata nilai bagi masyarakat untuk bertindak yang
dilakukan secara kontinyu sehingga menjadi sebuah tradisi.154

Dengan demikian, perilaku berpoligami dalam masyarakat
mempunyai hubungan atau korelasi dengan agama, karena agama
sendiri merupakan unsur dari sebuah kebudayaan. Untuk deskripsi
hubungan tersebut berikut akan penulis paparkan pada bagian di
bawah ini.

1. Hubungan antara Agama dan Budaya dalam Perilaku
Poligami.

Ada dua terma dalam bahasan ini yang sering dibicarakan,
terutama dalam perspektif antropologi, yaitu agama dan budaya,
karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan manusia dan kehidupannya, baik secara individu
maupun kolektif. Dalam perspektif antropologi, agama yang
dalam Bahasa Inggris disebut dengan religion yang kemudian
diserap menjadi religi sering dimaknai sebagai sebuah produk
budaya. Dalam teori evolusi agama misalkan, agama dimaknai

154 Lihat Syukri Syamaun, “Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Perilaku
Keberagamaan,” At-Taujih/: Bimbingan dan Konseling Islam 2, No. 2 (October 13,
2019): 83.
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sebagai sebuah budaya yang berkembang di tengah kehidupan
masyarakat yang animisme dan dinamisme ke budaya
masyarakat yang monoteisme,155 sebuah pandangan yang tentu
saja ditolak oleh para agamawan termasuk para penganut
agama Islam, karena dalam perspktif ini agama dimaknai
sebagai sebuah ajaran yang datang dari Tuhan untuk manusia,
dan bukan produk manusia itu sendiri.

Kebanyakan para antropolog menjelaskan pengertian
agama dalam dua kategori yaitu kategori pengertian agama
secara substantif dan pengertian agama secara fungsional.156

Namun dari semua definisi tersebut, paling tidak dalam agama
terdapat tiga unsur yaitu pertama, unsur kepercayaan terhadap
adanya kekuasaan di luar eksistensi manusia. Kedua, unsur ritual
sebagai manifestasi komunikasi manusia kepada eksistensi yang
ada di luar dirinya, dan ketiga, unsur aturan yang menjadi norma
panduan bagi manusia untuk bersikap dan bertindak dalam
konteks kepercayaan dan ritual tersebut. Dengan demikian,
agama tidak hanya mengatur tentang nilai-nilai hubungan
antara manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur tentang tata
nilai hubungan antar manusia itu sendiri.157

Budaya yang dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan
culture dan diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan
kultur secara etimologi diartikan dengan budi atau akal yang

155 Lihat Aslam Nur, “Garis Batas antara Agama dan Budaya dalam Perspektif
Antropologi,” Adabiya 19, no. 1 (2017): 54.

156 Untuk menentukan pengertian agama secara defintif agaknya sulit dilakukan
karena kompleksitasnya dalam hubungan dengan kehidupan manusia. Oleh
karena itu menurut Amri Marzali mendefinisikan agama akan lebih baik dalam
konteks strategi saja. Pengertian agama dalam kategori substantif agama dicoba
untuk dijelaskan dengan membangun pengertian agama itu sendiri. Sedangkan
dalam kategori fungsional agama diberikan pengertian dalam konteks fungsinya
dalam kehidupan individu dan sosial, dan karena itu, dalam kategori ini hal
yang substantif dari agama seperti kepercayaan dan ritual tidaklah dianggap
lebih penting dari fungsi agama itu sendiri. Untuk lebih jelas tentang hal ini bisa
dilihat pada Marzali, “Agama dan Kebudayaan,” 59–62.

157 Nur, “Garis Batas antara Agama dan Budaya dalam Perspektif Antropologi,”
54; Riadus Solihah, “Agama dan Budaya: Pengaruh Keagmaan Masyarakat
Gebang Maduea terhadap Budaya Rokat Tase’,” Al-Wada’: Jurnal Agama, Sosial
dan Budaya 2, no. 1 (2019): 78.
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merupakan terjemahan dari kata sansakerta buddhayah, bentuk
plural dari kata buddhi. Dari kata ini, menurut Koentjaraningrat
sebagaimana yang dikutip oleh Riadus Solihah, budaya atau
kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan
dengan budi dan akal. Selanjutnya Clifford Geertz sebagaimana
dikutip oleh Jaca Bayers menjelaskan budaya sebagai sebuah
sistem makna dan simbol yang dibaca, dipahami serta
diinterpretasikan oleh setiap orang dengan memberikan definisi
tentang dunianya, mengungkapkan perasaan dan penilaianya
yang secara histrorikal ditrasmisikan secara kontinyu melalui
sarana-sarana yang ada dan mengkomunikasikannya.158

Dengan demikian budaya itu dipahami sebagai sebuah
sistem nilai yang dibentuk dan dipedomani oleh masyarakat
pendukung kebudayaan tersebut yang pada akhirnya menjadi
sebuah tradisi yang sulit untuk diubah karena sudah menjadi
bagian integral dari sebuah masyarakat. Definisi budaya
sebagaimana disebutkan di atas juga memberikan pengertian
bahwa dalam budaya mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia baik yang berifat abstrak seperti gagasan, pikiran, nilai-
nilai budaya dan lain-lain, maupun yang bersifat konkrit seperti
perilaku, sikap, ritus-ritus tertentu, dan lain-lain.

Terlepas dari apa yang sudah disebutkan di atas yaitu
tentang pendefinisian agama dan budaya, maka hal yang sangat
penting juga adalah menjelaskan bagaimana agama dan
budaya mempunyai hubungan dalam perilaku seseorang atau
kelompok. Pembicaraan tentang hal ini tentu saja sudah banyak
dilakukan oleh para ahli, karena agama dan budaya sesung-
guhnya dua entitas yang tidak akan bisa lepas dari segi
kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contoh hubungan antara
agama dan budaya adalah bahwa agama tidak hanya sebagai
sebuah keyakinan yang dianut oleh masyarakat dalam bentuk
dogma dan doktrin saja, namun juga agama menjadi sebuah
identitas oleh masyarakat yang dalam konteks ini mengacu pada

158 Lihat Jaco Beyers, “Religion and Culture: Revisiting a Close Relative,” HTS
Teologiese Studies/Theological Studies 73, No. 1 (February 28, 2017): 2.
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agama sebagai sumber identitas, baik secara sosial maupun
sebagai pilihan pribadi.159 Dengan demikian, agama
mempunyai peran dalam mengkonstruksi sikap atau perilaku
individu ataupun kolektif dalam sebuah masyarakat sehingga
dalam proses yang lama menjadi budaya dan penanda identitas
mereka.

Clifford Geertz sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Ghoffar
Mahfuz menjelaskan bagaimana agama memberikan pengaruh
terhadap sebuah budaya. Menurutnya wahyu yang terdapat
dalam agama berperan penting untuk menciptakan konstruksi
psikologis dalam alam pikiran manusia sehingga membentuk
pandangan hidup (wordview) yang menjadi pedoman dalam
bertindak dan berperilaku. Dengan demikian, seiring perjalanan
waktu terbentuklah sebuah budaya immaterial yang tidak
jarang juga termanifestasikan dalam bentuk budaya materiil
seperti seni lukisan, ukiran bangunan, dan lain-lain. Begitu pula
budaya memberikan pengaruh terhadap keberagamaan
seseorang, di mana praktik keagamaan yang dijalankan dapat
dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial manusia itu
sendiri. Inilah yang menyebabkan praktik keagamaan setiap
wilayah bisa saja berbeda walaupun agama sebagai sumbernya
adalah sama. Oleh karena itu, secara singkat agama dan budaya
mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan yang
sering disitilahkan dengan interelasi agama dan budaya.160

Salah satu fenomena sosial yang di dalamnya ada hubungan
antara agama dan budaya adalah praktik perkawinan poligami
dalam kehidupan masyarakat. Bagi kaum muslimin, poligami
adalah salah satu jenis praktik perkawinan yang dibenarkan
dalam ajaran agama karena diintrodusir dari dalil dan pendapat
para ulama. Namun mereka sepakat bahwa ajaran poligami itu
sendiri bukan berasal dari ajaran agama, karena jauh sebelum

159 Lihat Beyers, 5.
160 Abd Ghoffar Mahfuz, “Hubungan Agama dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural,”

Tawshiyah 14, No. 1 (2019): 43–44; Lihat Pangulu Abdul Karim, “Interelasi Agama
dan Budaya,” Nizhamiyah 6, no. 2 (July 2016): 98–100.
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Islam mengakomodir praktik tersebut dalam ajaran agama,
praktik perkawinan tersebut sudah dijalankan oleh masyarakat.
Dengan demikian, ada dua hal yang perlu ditekankan dalam
konteks ini yaitu pertama, bahwa Islam melegalisasi praktik
poligami yang sudah ada sebelumnya dengan melakukan
modifikasi terhadap jumlah dan syarat kebolehannnya. Kedua
bahwa praktik perkawinan poligami sesungguhnya berangkat
dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat itu sendiri, dan
bukan murni ajaran agama.

Banyak tulisan dan kajian yang menyebutkan bahwa
praktik perkawinan poligami dilahirkan dari sebuah budaya
patriakhi yang dominan dalam sebuah masyarakat.161 Dalam
konteks antropologi, budaya patriakhi adalah sebuah sistem
sosial yang menjadikan laki-laki lebih dominan, memiliki hak
penuh atas kontrol terhadap ideologi, sumber daya, dan otoritas
dalam masyarakat dibandingkan perempuan162 Ini menjadikan

161 Misalkan Rawia Abu Bakar menyebutkan bahwa pada masyarakat Arab Badui
di wilayah pendudukan Israel yang mempraktikkan poligami atas dasar struktur
sosial dan budaya patriakhi ditambah dengan ketergantungan ekonomi mereka
kepada laki-laki. Struktur budaya dan sosial seperti itu ditopang oleh negara
Israel walaupun dalam hukum keluarga yang diberlakukan melarang
(mempidanakan) praktik perkawinan tersebut. Dalam hal ini menurut Rawia
terjadi aliansi budaya patriakhi dengan politik sehingga praktik perkawinan
tersebut tetap ada. Untuk lebih jauh tentang ulasan tersebut lihat Aburabia
Rawia, “The Law on the Books Versus the Law in Action: Muslim Women in
Polygamous Marriages under the Jewish State,” Social Politics 00, no. 00 (2021):2–
19; Ulasan dari Rawia Abu Bakar bisa dibandingkan dengan Ulasan Boulos
tentang komunitas yang sama, lihat Sonia Boulos, “National Interests Versus
Women’s Rights: The Case of Polygamy among the Bedouin Community in
Israel,” Women & Criminal Justice 31, no. 1 (January 2, 2021): 1–3, https://doi.org/
10.1080/08974454.2019.1658692; Alasan budaya patriakhi yang sudah sangat lama
dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu faktor lahirnya praktik poligami
bisa dilihat pada A. Kumedi Ja’far, Rudi Santoso, and Agus Hermanto, “A
Sociohistorical Study of Polygamy and Justice:,” in Proceedings of the 1st Raden
Intan Internastional Conference on Muslim Societes and Social Sciences (RIICMuSSS),
vol. 492 (Bandar Lampung, Indonesia: Atlantis Press SARL, 2020), 338, https://
doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064.

162 Mengutip Hossen istilah ini berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti
“aturan ayah”. Istilah ini banyak diartikan oleh para ahli untuk menggambarkan
laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas hukum dan ekonomi, privat maupun
publik dibandingkan perempuan b aik dalam relasi di keluarga maupun
masyarakat. Lihat Mh. Sohrab Hossen, “Patriarchy Practice and Women’s Sub-
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kaum laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan baik dalam
urusan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Eksistensi
budaya ini masih sangat kuat dalam budaya masyarakat Indo-
nesia khususnya, baik dalam ruang lingkup ekonomi,
pendidikan, hukum dan politik. Nilai patriakhi ini mengalami
proses internalisasi ke dalam pranata sosial kemasyarakatan baik
dalam politik, pendidikan, kepercayaan dan lain-lain sehingga
tindakan subordinasi terhadap kaum perempuan dirasakan
bukanlah sesuatu yang menjadi masalah.163

Menurut Ina Yosia Wijaya, Lidya Putri Loviona terbentuk-
nya budaya patriakhi dalam sebuah masyarakat sangat
berhubungan dengan ideologi kaptalisme yang tumbuh,
berkembang dan eksis di tengah kehidupan masyarakat.
Mengutip hasil penelitian dari Camille Bruneau, disebutkan
bahwa walaupun ideologi kapitalisme memberikan kebebasan
kepada kaum perempuan untuk menunjukkan kemerdekaan
perempuan, namun budaya patriakhi mempunyai relasi yang
menguntungkan dengan ideologi kapitalisme dalam
mempertahankan eksistensi keduanya. Hal ini disebabkan dalam
budaya patriakhi mempunyai ciri marginalisasi dan subordinasi
kaum perempuan di tengah dominasi kekuasaan kaum laki-
laki.164

Dalam ideologi Marxisme, Friedrich Engels dalam bukunya
yang berjudul the Origin of Family, Private Properties, and the
State sebagaimana yang dikutip oleh Ina Yosia Wijaya, Lidya
Putri Loviona menyebutkan bahwa marjinalisasi terhadap kaum
perempuan terjadi sudah sejak lama yaitu pada masa pra sejarah,

ordination in the Society of Bangladesh: An Analytical Review,” Electronic Re-
search Joournal of Social Sciences and Humanities 2, no. III (September 2020): 51–52.

163 Lihat Krisna Yuda I Wayan and Subanda Nyoman, “Political Phenomenon of
Women in Culture Patriarchy in Gianyar, Bali,” Budapest International Research
and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 3, no. 3 (August 3,
2020): 2158; Hiqma Nur Agustina, “Tradition and Belief in Kegelisahan Madu,” ed.
B. Warsito, Sudarno, and T. Triadi Putranto, E3S Web of Conferences 202 (2020): 2.

164 Lihat Ina Yosia Wijaya and Lidya Putri Loviona, “Kapitalisme, Patriarki dan
Globalisasi: Menuju Langgengnya Kekerasan Berbasis Gender Online,” Jurnal
Wanita dan Keluarga 2, no. 1 (July 26, 2021): 55, https://doi.org/10.22146/jwk.2243.
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di mana eksistensi perempuan tidak terlalui diakui dan peran
mereka tidak dianggap penting terutama dalam konteks
ekonomi dan pembuatan senjata dengan alasan bahwa kaum
perempuan mempunyai tenaga yang lemah sehingga aktivitas
yang tepat bagi mereka adalah melakukan pekerjaan rumah
(domestik) seperti memasak, mengurus anak, mencuci pakaian
dan lain-lain. Pemahaman terhadap eksistensi perempuan seperti
itulah yang pada akhirnya membentuk sistem patriakhi dalam
kehidupan masyarakat sampai dengan sekarang. Oleh karena
itu, alasan biologis sering digunakan untuk menunjukkan
superioritas laki-laki atas perempuan.165

Budaya patriakhi menunjukkan adanya hegemoni laki-laki
terhadap perempuan, dalam hal ini termasuk dalam konteks
poligami. Dengan meminjam teori hegemoni yang dikembang-
kan oleh Antonio Gramsci, perkawinan poligami merupakan
salah satu wujud penguasaan laki-laki sebagai pihak yang
menghegemoni terhadap kaum perempuan yang terhegemoni.
Dalam teori ini, supremasi sekelompok masyarakat mendomi-
nasi atas kelompok lain yang terjadi lewat penguasaan dan
konsesus sehingga pihak yang terhegemoni atau tersubordi-
nasikan menerima ide dan pikiran kelompok yang menghe-
gemoni tanpa melalui paksaan, bahkan secara sukarela.

Terbentuknya hegemoni ini tidak dilakukan oleh negara,
namun oleh masyarakat sipil melalui institusi-institusinya seperti
keagamaan, pendidikan, media massa, budaya populer dan lain-
lain.166 Sebagai contoh dari hegemoni patriakhi dalam

165 Lihat Wijaya and Loviona, 57; Eko Mukminto, “Hukum, Ideologi Patriarki, dan
Kekerasan Sistematik atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian,” Nurani Hukum
3, no. 1 (September 2, 2020): 5–7, https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566; Kuatnya
budaya patriakhi menjadi salah satu faktor yang dominan dalam menghambat
pewujudan kesetaraan gender (Gender Equality). Lihat Anders Ortenblad, Raili
Marling, and Snjezana Vasiljevic, “Gender Equality in an a Global Perspective,”
in Gender Equality in Global Perspective, 1st ed., Routledge Advances in Manage-
ment and Business Studies (New York-London: Routledge, 2017), 1–9.

166 Lihat Yuchen Yang, “What’s Hegemonic about Hegemonic Masculinity? Legiti-
mation and Beyond,” Sociological Theory 38, No. 4 (December 2020): 324; I Nyoman
Winata, “Hegemoni Maskulinitas dalam Iklan Minuman Berenergi (Analisis
Semiotika Extra Joss dan Kuku Bima Energi)” 3, No. 1 (2012): 45; Nasikhatul
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perkawinan poligami seperti yang disampaikan oleh Mohtazul
Farid dari hasil penelitiannya tentang perkawinan poligami Kyai
di Madura menemukan bahwa ada tiga sarana yang digunakan
oleh para pelaku dalam berpoligami yaitu agama, ekonomi dan
status sosial. Agama menjadi sarana utama untuk mewujudkan
keinginan tersebut dengan memberikan interpretasi hukum
tentang poligami sebagaimana yang terdapat dalam Alquran.
Status sosial seorang Kyai juga memberikan andil terutama
dalam perspektif masyarakat yang memandang sosok Kyai
adalah seorang yang mempunyai ilmu agama yang mumpuni
sehingga mereka dianggap otoritatif dalam memahami ajaran
poligami dalam Islam serta mempunyai tujuan yang baik dalam
perkawinan poligami. Dari sisi perempuan yang terhegomoni,
penerimaan untuk terlibat masuk dalam praktik pernikahan
tersebut didasarkan kepada persoalan keinginan menjadi
seorang istri yang sholehah dengan selalu mengikuti apa
kehendak suaminya. Ditambah dengan sosok seorang Kyai yang
dalam struktur masyarakat Madura adalah figur yang sangat
dihormati, menerima pinangan dari seorang Kyai merupakan
suatu hal yang sangat berat untuk ditolak, karena kharisma dan
juga ekonomi yang dianggap sudah mapan.167

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa agama dan budaya
patriakhi mempunyai hubungan yang kolaboratif dalam
persoalan diskriminatif dan subordinasi perempuan, termasuk
dalam konteks perkawinan poligami, paling tidak apabila dilihat
dari sisi alasan seseorang untuk berpoligami seperti misalkan
karena ingin mendapatkan keturunan dan alasan biologis
seorang suami.168

Walaupun begitu dalam lingkungan budaya yang
patriakhi, tidak semua praktik poligami didorong oleh hegemoni

Ummah, Nabila Kusuma Wardhani, And Eka Yudha Prasetya, “Representasi
Maskulinitas Hegemonik dalam Iklan Kecap Sedap Kedelai Hitam Special di
Instagram,” Jurnal Syntax Transformation 1, No. 7 (September 2020): 335–336.

167 Lihat Mohtazul Farid, “Hegemoni Patriarki dalam Poligami Kiai di Madura,”
2021, 9–18.

168 Umi Salamah, “Polemik Poligami dalam Hukum Islam Tinjauan Hak Asasi
Manusia,”Khuluqiyya 1, No. 2 (2019): 12.
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laki-laki atas perempuan. Dalam banyak kasus bisa saja praktik
poligami dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap nilai-nilai
keagamaan seperti keadilan sebagaimana yang terdapat dalam
ajaran Islam yang dalam hal ini tentu saja bertitik tolak dari
interpretasi terhadap dalil-dalil keagamaan itu sendiri. Seperti
yang terungkap dari hasil penelitian Anwar Sadat dan Ipandang
yang menemukan bahwa dalam masyarakat Poliwali Mandar
Sulawesi Barat dan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara,
praktik poligami yang dilakukan cenderung memberikan rasa
perlindungan, mengasihi dan mengangkat martabat kaum
perempuan. Oleh karena itu, dalam budaya masyarakat
tersebut, kecendrungan untuk berpoligami dilakukan apabila
memenuhi beberapa syarat di antaranya yaitu pertama, praktik
poligami tidak menjadi pemicu kehancuran rumah tangga,
namun kesucian dan keharmonisan keluarga harus tetap dijaga
dan dipertahankan. Kedua, pernikahan poligami dilakukan
dengan maksimal empat orang saja. Ketiga, keadilan dari aspek
materiil wajib untuk ditegakkan, sedangkan keadilan dari aspek
immaterial disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri.169

Islam sebagai sebuah agama sering diidentikkan dengan
perkawinan poligami. Hal ini tidak lepas dari dalil keagamaan
itu sendiri yang menyebutkan tentang perkawinan tersebut yang
kemudian diinterpretasikan oleh kaum muslimin sebagai
legalitasnya. Padahal apabila ditelusuri lebih jauh, Islam tidak
menghadirkan konsep perkwinan tersebut secara tiba-tiba,
namun lahir sebagai sebuah respon terhadap praktik budaya
masyarakat saat itu. Asbab wurud al-Hadits sebagaimana yang
telah disebutkan penulis pada bagian sebelum ini mengkon-
firmasi tentang persoalan tersebut.

Hegemoni laki-laki atas perempuan di masa pra Islam
dimulai ketika adanya pembedaan peran yang berbasis gender
antara laki-laki dengan perempuan, dengan laki-laki

169 Lihat Anwar Sadat and Ipandang Ipandang, “Dinamika Poligami di Tengah
Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi pada Masyarakat Poliwali Mandar dan Konawe
Sulawesi),” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 1 (June 2, 2020): 139–42,
https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657.
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mempunyai kewajiban untuk memberikan keamanan dan
mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan perempuan
lebih banyak berperan pada ranah domestik, sehingga
menimbulkan kesenjangan gender dan menumbuhkan budaya
patriakhi. Kondisi ini merembet kepada persoalan perkawinan
yang memposisikan perempuan tidak lebih dari sebuah objek
yang dijual, karena perkawinan diidentikkan sebagai sebuah
transaksi jual beli. Itulah sebabnya kelahiran perempuan tidak
menjadikan sebuah kebanggaan bagi suatu kabilah atau suku,
bahkan para tawanan perang dari kalangan perempuan sering
kali dijadikan sebagai gundik untuk melepaskan hasrat
seksualitas secara bebas.170

Sebelum budaya patriakhi menjadi dominan dalam
masyarakat Arab pra Islam, budaya matrilineal faktanya pernah
dominan dalam masyarakat Arab saat itu dengan salah satu
buktinya adalah adanya perkawinan poliandri. Namun situasi
umum yang ada sewaktu Islam datang adalah budaya patriakhi
yang lebih dominan, terutama di wilayah Makkah dan Madinah.
Oleh karena itu, Alquran datang dengan melakukan beberapa
pembaharuan terhadap perlakuan kepada perempuan sebagai
bentuk respon budaya saat itu.171

Dengan demikian kebolehan praktik poligami sebagaimana
yang dipahami dalam Alquran maupun hadits yang
memberikan pembatasan kuantitatif dan kualitatif merupakan
respon terhadap praktik poligami pra Islam yang dijalankan oleh

170 Wardah Nuroniyah, “Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era
Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah untuk Memahami Posisi Perempuan dalam
Sistem Perkawinan Islam,” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak 14, no. 2
(2019): 176.

171 Dengan mengutip banyak pendapat ahli Nuroniyah menyebutkan bahwa terjadi
perbedaan pendapat tentang budaya matrilineal atau patrilineal yang lebih
dulu mendominasi masyarakat Arab pra Islam dengan mengemukakan
beberapa bentuk perkawinan yang berlaku saat itu. Namun situsasi di mana
saat Islam datang budaya masyarakat Arab saat itu berada pada masa transisi
dari mitrilineal ke patrilineal, sehingga Islam yang datang saat itu memberikan
respon berupa pembaharuan, terutama terhadap status perempuan di tengah
budaya yang patriakhi. Ulasan panjang dari narasi ini bisa dibaca pada
Nuroniyah, 186–96.
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masyarakat Arab dengan budaya patrilinealnya. Hal ini tidak
bisa serta merta dipahami bahwa Islam meneguhkan budaya
tersebut. Dalam konteks ini menurut Nuroniyah, Islam harus
dipahami dalam dua dimensi yaitu Islam sebagai sebuah agama
dan Islam sebagai sebuah kebudayaan. Dalam dimensi Islam
sebagai sebuah agama, Islam mengajarkan tentang kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan seperti dalam persoalan etika,
kesalehan dan keimanan. Namun dalam dimensi
kebudayaannya, Islam belum mengajarkan adanya kesetaraan
karena bagaimana pun Alquran yang datang sebagai sumber
ajaran Islam saat itu dalam upaya pembaharuannya tidak
mungkin untuk mengabaikan nilai dan norma sosial budaya
saat itu. Oleh karena itu, Islam sebagai sebuah kebudayaan
merujuk kepada tatanan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain
yang bisa mengalami perubahan.172

Islam sebagai sebuah kebudayaan inilah yang kemudian
dipahami oleh banyak para ahli di masa modern dalam
memahami kebolehan poligami dalam Islam dengan beragam
model dan metode interprtatif yang dikemukakan. Sudah sangat
lama umat Islam dalam menafsirkan dalil tentang poligami
bergelut dalam ranah yang tekstualis, dan penggunaan asbab
nuzul al-Ayah serta asbab wurud al-Hadits tentu akan kembali
kepada pemaknaan yang tekstualis. Inilah yang kemudian
melahirkan kritik dari para cendekiawan muslim modern dalam
konteks poligami.173

Sebagian besar cendekiawan muslim modern memahami
kebolehan poligami dalam Islam dengan membawa model dan

172 Lihat Nuroniyah, 189–90.
173 Lihat Fajar Syarif, “The Contextual Interpretation of Polygamy Verses in the

Qur’an,” Journal of Islamic Studies and Humanities 5, no. 1 (2020): 1–3; Menurut Miriam
Koktvedgaard Zeitzen, justru bagi sebagian elit masyarakat Muslim Malaysia,
perkawinan poligami menjadi identitas keimanan yang membedakan mereka
dengan komunitas non muslim yang dilarang berpoligami. Namun hal tersebut
tidak serta merta menjadi pembenar praktik poligami selama tidak sesuai dengan
nilai yang diajarkan oleh Islam itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam
Alquran. Lihat Miriam Koktvedgaard Zeitzen, Elite Malay Polygamy: Wives, Wealth
and Woes in Malaysia (New York-Oxford: Berghahn, 2018), 244–245.
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metode penafsiran baru yang berbeda dengan apa yang sudah
dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, realita sosial budaya
masyarakat Arab menjadi salah satu point penting untuk dikaji
dan dipahami untuk kemudian dihadapkan dengan realitas
modern. Pada umumnya, para cendekiawan muslim modern
tidak lagi terpaku kepada ranah tekstualis, namun mengacu
kepada ranah kontekstualis dengan menggali nilai moral yang
terkandung dalam ayat yang mengatur tentang poligami.
Penggalian terhadap nilai moral ini menunjukkan bahwa
pemahaman terhadap dalil tentang poligami tidak hanya kepada
teks namun juga konteks yang tentu saja persoalan sosial dan
budaya masuk di dalamnya. Terlepas dari itu, sekali lagi ini
menunjukkan bahwa interpretasi terhadap dalil tentang
poligami yang kemudian dipraktikkan oleh masyarakat
menunjukkan adanya hubungan yang kolaboratif antara (teks)
agama dan budaya yang ada dalam sebuah masyarakat.

2. Budaya Hukum Poligami di Indonesia

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa dalam sebuah
sistem hukum ada tiga komponen yang terdapat di dalamnya
dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam
menciptakan sebuah hukum yang baik yaitu substansi hukum,
struktur hukum dan budaya hukum.174 Substansi hukum
diartikan sebagai segala aturan, norma, serta pola perilaku nyata
manusia yang ada dalam sistem. Dengan demikian substansi
adalah hasil nyata yang dihasilkan oleh suatu sistem hukum.
Struktur hukum adalah kerangka hukum termasuk penegakkan
hukum, lembaga, prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan
orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparat penegak hukum).
Struktur hukum adalah suatu pola yang menunjukkan
bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan lembaga
hukum formal atau aparat penegak hukum, budaya hukum

174 Lihat Prasetijo Rijadi and Sri Priyati, “Reconceptualization of Indonesia Law
Substances,” Brawijaya Law Journal 4, No. 2 (October 26, 2017): 184–185; Antoni,
“Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum yang Progresif,” Nurani
19, No. 2 (Desember 2019): 241.
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adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana suatu hukum diterapkan, dihindari,
atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai dan sikap
warga negara (termasuk budaya aparat penegak hukum) yang
merupakan pengikat suatu sistem hukum, dan menempatkan
posisi sistem hukum di tengah-tengah budaya suatu bangsa
secara keseluruhan.175

Budaya hukum mempunyai peran yang sangat signifikan
dalam sebuah sistem hukum, karena berperan dalam upaya
menghidupkan hukum itu sendiri.

Dalam hal ini, budaya hukum menjadi perantara yang
dapat menjembatani antara aturan hukum dengan perbuatan
hukum masyarakat. Ini artinya bahwa tanpa adanya budaya
hukum, maka aturan hukum tidak dapat dijalankan dan
diharapkan hasilnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, baik
oleh para pembuat hukum maupun setiap individu masyarakat
sebagai subjek hukumnya. Pengabaian terhadap aspek budaya
hukum akan mengakibatkan kegagalan dalam penerapan

sistem hukum modern yang dapat dilihat dengan gejala,
misalkan terjadinya kekeliruan dalam memahami tujuan hukum
dengan apa yang dilaksanakan oleh masyarakat, atau
masyarakat tetap bertahan dengan nilai-nilai dan pandangan
yang telah berlaku di tengah kehidupan mereka.

Dalam konteks ini, budaya hukum merupakan jiwa yang
dapat memberikan kehidupan dalam mekanisme sebuah
hukum. Salah satu hal yang juga penting untuk diperhatikan
adalah bahwa budaya hukum memang akan melahirkan
pluralisme pandangan, namun ikhtiar untuk membatasi adanya
keragaman tersebut harus terus untuk dilakukan terutama
dalam memberikan batasan-batasan yang definitif sehingga
tidak menimbulkan keragaman interpretasi.176

175 Lihat Sukarno Aburaera, M Said Karim, and Hasbir Paserangi, “Law Enforce-
ment in Indonesia: A Review from Legal Apparatus Roles,” Journal of Law, Policy
and Globalization 58 (2017): 58–59.

176 Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai
Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” Al-Syakhsiyyah: Journal
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Terlepas dari itu, salah satu perilaku hukum masyarakat
yang terkait dengan budaya hukum, terutama di Indonesia
adalah tentang praktik perkawinan poligami. Poligami di Indo-
nesia sampai sekarang masih menjadi persoalan yang
problematik, walaupun pemerintah Indonesia sudah
mengeluarkan seperangkat regulasi yang mengatur tentang
praktik perkawinan ini. Aturan tersebut pada dasarnya tidak
melarang praktik perkawinan ini, namun merupakan wujud
kehadiran dari pemerintah untuk memberikan perlindungan
kepada hak-hak rakyatnya tanpa terkecuali dengan menetapkan
prosedur, syarat dan sanksi poligami sebagaimana yang terdapat
dalam seperangkat aturan yang sudah penulis sebutkan pada
bagian terdahulu. Walaupun begitu, secara faktual, aturan
hukum tersebut tidak berjalan secara efektif dengan masih
banyaknya praktik poligami yang tidak dilakukan secara
tercatat (terdaftar).

Hal tersebut menjadi penanda bahwa ada persoalan dalam
sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, terutama
yang menyangkut persoalan perkawinan poligami. Dalam
konteks ini, paling tidak kesadaran untuk melaksanakan
perkawinan poligami yang sesuai dengan regulasi masih rendah
pada masyarakat. Memang tidak ada data statistik yang bisa
menunjukkan bahwa angka pernikahan poligami yang tidak
tercatat itu lebih tinggi dibandingkan angka yang tercatat dan
taat akan asas hukum yang berlaku. Namun realita yang terjadi
di tengah kehidupan masyarakat dapat menunjukkan
banyaknya praktik poligami sirri tersebut.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia bersifat moderat
apabila dibandingkan dengan negara berpenduduk muslim
lainnya di dunia ini yang mengatur tentang poligami.177

of Law & Family Studies 1, no. 2 (December 27, 2019): 200, https://doi.org/10.21154/
syakhsiyyah.v1i2.2026.

177 Pakistan adalah salah satu contoh negara yang mengatur secara ketat praktik
poligami melalui regulasi yang lahir dari perjuangan kaum feminis terhadap
fakta praktik perkawinan tersebut di masyarakat sebelum lahirnya regulasi
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Seperti Tunisia yang secara ekstrim melarang praktik
perkawinan poligami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal
18 Kitab Undang-Undang tentang Kedudukan Pribadi tahun
1958 (the Code of Personal Status of 1958) yang berbunyi bahwa
beristri lebih dari satu orang dilarang, dan siapa pun yang
kemudian melaksanakan pernikahan kembali sebelum
terjadinya perceraian yang sah maka akan dihukum pidana
penjara satu tahun atau denda 240.000 malim atau keduanya.178

Hal yang sama juga berlaku di negara Turki sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 92, 113.114 dan 115 dari the Civil Code
1926 dan Pasal 130 dari the Civil Code 2001 menegaskan bahwa
seseorang dilarang untuk melaksanakan sebuah perkawinan
kembali, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pernikahan
sebelumnya telah berakhir yang disebabkan oleh kematian salah
satu pasangannya, atau karena perceraian. Pasal 145 dari the
civil code 2001 kembali menegaskan bahwa perkawinan yang
kedua dan seterusnya dinyatakan batal atau tidak sah apabila
pasangannya yang ada pada perkawinan sebelumnya masih
hidup. Sebaliknya di beberapa negara muslim lainnya praktik
perkawinan poligami tidak diatur secara khusus, namun
diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam
Syariat atau fikih seperti yang berlaku di Saudi Arabia, Iran dan
Qatar.179

yang mengatur. Lihat Faroog e Azam et al., “Polygamy in Islam; Cultural Pres-
sures and Religious Justifications in Pakistan,” Islamic Thought and Civilization
(JITC) 11, no. 2 (2021): 248.

178 Muhammad Roy Purwanto et al., “Polygamy in Muslim Countries: A Compara-
tive Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia:” (Jogjakarta, Indonesia,
2021), 436, https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.082.

179 Lihat Norbert Oberauer, Yvonne Prief, and Ulrike Qubaja, eds., “Nation Build-
ing, Islamic Law and Unofficial Legal Pluralism: The Cases of Turkey and Paki-
stan,” in Legal Pluralism in Muslim Contexts (BRILL, 2019), 127–28, https://doi.org/
10.1163/9789004398269_007; Lihat Purwanto et al., “Polygamy in Muslim Coun-
tries,” 437; Dalam hukum positif yang berlaku di beberapa negara Afrika,
kecendrungan untuk melarang praktik poligami dan membolehkannya juga ada.
Namun yang jelas bahwa praktik poligami yang ada di tengah masyrarakat
Afrika sebagai bagian dari tradisi dan hukum Adat mereka. Adesoji Kolawole
Adebayo and Fisayo Andrew Bankole, “An Appraisal of Polygamy in Contem-
porary Family Law Practice: Validity and Chanllenges,” AJLHR 3, no. 1 (2019): 73.
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Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan,
terutama poligami di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari
budaya hukum dan politik yang ada di Indonesia. Masyarakat
Indonesia mayortas muslim yang secara kultural bermazhab
Syafi’i dan memahami bahwa praktik poligami dalam hukum
Islam dibenarkan selama mempunyai kemampuan berlaku adil.
Pengetahuan seperti inilah yang kemudian ditransmisikan dari
satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi sebuah
hal yang biasa untuk dilakukan karena ada legitimasi dari ajaran
agama yang mereka anut.

Teori non teritorialisme yang dianut oleh mazhab Syafi’i,
Maliki dan Hanbali terkait dengan pemberlakuan hukum Is-
lam di sebuah wilayah menjelaskan bahwa seorang muslim tidak
terikat dengan wilayahnya apakah menjadikan hukum Islam
atau tidak sebagai dasar perundang-undangannya. Ini artinya
bahwa seorang muslim terikat dengan hukum agamanya,
walaupun wilayah tempatnya tinggal tidak memberlakukan
hukum Islam sebagai hukum yang positif. Oleh karena itu,
praktik poligami yang ada pada masyarakat dianggap sebagai
bagian dari praktik hukum Islam yang kemudian menjadi
budaya hukum masyarakat.180

Penelitian yang dilakukan Anwar Sadat dan Ipandang pada
masyakarat Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi bisa
dijadikan sebagai salah satu contoh bagaimana praktik

180 Teori non teritorialisme pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan
pemberlakuan hukum pidana Islam. Teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana
(jarimah) akan di kenakan tehadap pelaku yang seorang muslim, baik berada
pada wilayah yang menerapkan hukum Islam ataupun tidak. Dengan demikian,
berlakunya hukum Islam tidak dilihat pada wilayah, namun pada Islam yang
dianut sebagai agama oleh pelakuknya. Teori ini hampir sama dengan teori
kredo atau syahadah yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronye yang
menyebutkan bahwa otoritas berlakuknya hukum Islam didasarkan kepada
dua kalimat syahadah yang diucapkan oleh seseorang. Sebaliknya dari teori non
teritorialisme adalah teori teritorialisme yang dianut oleh mazhab Hanafi yang
mengakui berlakunya hukum Islam sesuai dengan wilayah yang menjadikan
hukum Islam sebagai hukum positif. Lihat Ahmad Badrut Tamam, “Telaah atas
Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” Alamtara: Jurnal Komunikasi
dan Penyiaran Islam 1, no. 2 (Desember 2017): 71–72.
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perkawinan poligami dibangun atas dasar budaya hukum yang
diinterpretasikan dari dalil-dalil syarak. Penelitian tersebut
menemukan fakta bahwa dalam lingkungan masyarakat
Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi praktik poligami yang
dilakukan didasarkan atas keyakinan yang tidak bertentagan
dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Bahkan ayat
Alquran yang menjadi dasar legitimasi praktik pernikahan
tersebut dipahami sebagai bentuk pemberian ruang bagi seorang
laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan tetap
mengedepankan asas keadilan. Kemampuan untuk berlaku adil
secara materi inilah yang menjadi nilai dari budaya hukum
berpoligami di tengah kehidupan masyarakat, sehingga tidak
lagi dibutuhkan syarat-syarat lain termasuk yang diatur dalam
regulasi yang berlaku.181

Persyaratan untuk mampu berlaku adil memberikan ruang
yang longgar bagi seorang suami untuk berpoligami, sehingga
dengan bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan
materi dan anak secara adil sudah menjadi dasar untuk
menjadikan paktik poligami adalah sesuatu hal yang wajar,182

sehingga budaya hukum yang terkait dengan poligami dengan
paradigma ini didasarkan kepada kemampuan bersikap adil
atau tidak. Legitimasi keagamaan yang berkolaborasi dengan
sistem budaya sebuah masyarakat yang patriakhi menjadikan
poligami dengan syarat seperti di atas menjadi sebuah tradisi
yang sulit untuk diubah walaupun dengan sistem dan susbtansi
hukum yang baik.

Kondisi seperti itulah yang menjadi latar belakang sosial
kultural dari regulasi yang mengatur tentang perkawinan di
Indonesia. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada
bagian terdahulu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
sesungguhnya berasaskan kepada monogami. Munculnya istilah

181 Lihat Sadat and Ipandang, “Dinamika Poligami di Tengah Budaya Oligarkis-
Patriarkis (Studi pada Masyarakat Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi),”
137–43.

182 Sadat and Ipandang, 143.
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“terbuka” dalam asas tersebut adalah untuk mengakomodir
praktik poligami yang sesuai dengan syarat materiil dan formil
yang ditetapkan oleh regulasi, sehingga menjadi sebuah pola
pernikahan yang diakui keabsahannya oleh negara. Secara
historis sebelum regulasi tersebut menjadi Undang-Undang,
desakan kaum feminis dan modernis terhadap pelarangan
praktik poligami begitu kuat. Namun pemerintah sebagai
pembuat peraturan juga dihadapkan dengan fakta sosial
kultural yang ada di masyarakat terkait dengan praktik
perkawinan poligami yang masih berdasarkan kepada
interpretasi keagamaan yang tradisionalis. Itulah sebabnya
sistem hukum perkawinan yang dibangun dalam Undang-
Undang tersebut bersifat monogami terbuka, karena tujuannya
adalah meminimalisir praktik perkawinan poligami di tengah
kehidupan masyarakat dengan membuat syarat-syarat yang
menginginkan terciptanya sebuah budaya hukum yang baru
berupa praktik poligami yang tertib hukum dan administratif.183

Walau bagaimana pun sebuah budaya hukum sangat
terkait dengan persoalan kesadaran hukum seseorang. Aturan
yang ketat dalam regulasi perkawinan yang terkait dengan
poligami, tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang
harusnya dimiliki oleh seorang suami yang ingin berpoligami,
sehingga mencari celah hukum yang memungkinkan dirinya
untuk berpoligami, walaupun tidak taat hukum dengan tidak
mengikuti aturan syarat formil dan materiilnya, dan berdalih
dengan hukum agama sebagai legitimasi perkawinan poligami
yang tidak tercatat. Vony Reyneta sebagaimana dikutip oleh
Shinta Dewi Rismawati dan Muhammad Abral bin Abu Bakar
menyebutkan beberapa modus suami untuk berpoligami yaitu
dengan cara memalsukan identitas, menikah tanpa seizin istri
sebelumnya dan atau memaksa mereka untuk memberikan izin,
sehingga praktik seperti ini pada akhirnya menciptakan sebuah
budaya hukum poligami yang negatif, walaupun budaya

183 Lihat Mutaqin, “Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in
Indonesia,” 427–31.
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hukum poligami yang positif juga ada dengan melaksanakan
poligami sesuai dengan aturan negara.184

Dalam konteks ini, perlu untuk digarisbawahi bahwa
kesadaran hukum sangat terkait dengan kondisi mental
seseorang ketika dihadapkan dengan sebuah aturan yang
mengharuskan dirinya berada dalam dua dimensi yaitu dimensi
kognitif dan efektif tentang hukum yang menuntut akan
ketaatan. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi pendorong
efektifnya sebuah sistem hukum.185 Itulah sebabnya, regulasi
poligami di Indonesia secara umum tidak berjalan efektif
disebabkan budaya hukum yang ada di tengah masyarakat
belum begitu tinggi. Untuk tegak dan efektfinya aturan
poligami ini, maka menurut Soejono Soekanto sebagaimana yang
dikutip oleh Jurna Petri Roszi ada lima faktor yang
mempengaruhi dan satu sama lainnya saling berkaitan yaitu
pertama materi hukum atau undang-undang. Kedua, penegak
hukum. Ketiga, sarana dan fasilitas. Keempat, masyarakat yaitu
lingkungan di mana hukum tentang poligami berlaku dan
kelima budaya masyarakat.186

184 Lihat Shinta Dewi Rismawati and Muhammad Abral bin Abu Bakar, “Polygamy
Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity and Marital Status Dilemma
(A Case Study in Pekalongan),” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 14, no.
2 (December 10, 2019): 242– 49, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2396.

185 Rismawati and bin Abu Bakar, 250.
186 Jurna Petri Roszi, “Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan

terhadap Poligami Ilegal,” Al-Istinbath/: Jurnal Hukum Islam 3, no. 1 (June 29,
2018): 63–64, https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419.
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Bab IV

Realitas Poligami di Masyarakat Banjar

1 Abdurrahman menyebutkan bahwa Khatib Dayan sebagai tokoh yang diutus
oleh Demak dalam konteks islamisasi Banjar mempunyai peran yang besar
dalam penyebaran agama Islam di masa awal kerajaan ini. Khatib Dayan
mengajarkan agama Islam kepada para pembesar kerajaan dan rakyat di sekitar
pusat kerajaan dengan mendirikan masjid yang sekarang dikenal dengan
sebutan masjid Sultan Suriansyah. Bahkan peneybaran beliau sampai ke daerah
Kelua dengan bukti berdirinya masjib Banua Lawas. Namun memang tidak
ditemukan data yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh Islam terhadap
struktur kerajaan dan kehidupan sosial. Lihat Abdurrahman, “Penegakan Hukum
Islam di Tanah Banjar dari Masa ke Masa” (Martapura: Sekolah Tinggi Agama
Islam Darussalam Martapura, 2014), 3-4.

A. Temuan Data Lapangan

1. Poligami di Masyarakat Banjar beserta Budayanya

Sebagai sebuah etnis, masyarakat Banjar memiliki karakter
sosial dan budayanya sendiri. Islam sebagai agama bisa

dikatakan memberikan pengaruh besar terhadap perilaku sosial
dan budaya mereka sehingga menjadi sebuah identitas etnik.
Pembentukan identitas ini bisa dikatakan dimulai semenjak
Raden Samudera beserta segenap pembesar kerajaan yang
kemudian diikuti oleh rakyat memeluk agama Islam. Walau-
pun tidak ada banyak bukti yang bisa menjelaskan bagaimana
intensitas penyebaran agama serta besarnya pengaruh Islam ke
dalam kehidupan sosial budaya masyatarakat Banjar,1 namun
konversi keagamaan tersebut menjadi titik tolak perkembangan
Islam selanjutnya di kerajaan dan masyarakat Banjar.

Sebagai sebuah komunitas yang sudah ada, maka perilaku
keagamaan mereka tentu saja tidak lepas dari pengaruh nilai-
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nilai sosial dan budaya yang sudah ada sebelumnya. Ini artinya
bahwa keislaman masyarakat Banjar tidaklah lepas dari
pengaruh unsur sosial, budaya dan lingkungannya sehingga
keislamannya memberikan ciri khas yang sering diungkapkan
dengan kalimat Islam Banjar. Kalimat ini bukan merujuk kepada
arti kelompok atau golongan Islam tertentu, namun
dimaksudkan untuk merujuk bagaimana masyarakat Banjar
merefleksikan pemahaman mereka tentang Islam sebagai agama
dalam wujud kehidupan sosial dan budaya mereka. Oleh karena
itu, kombinasi ajaran Islam dengan unsur-unsur yang terdapat
dalam masyarakat Banjar membentuk apa yang disebut dengan
nalar keberagamaan yang diterapkan oleh masyarakat Banjar.2

Sebagai contoh nalar keberagamaan yang dikembangkan
oleh masyarakat Banjar terlihat pada pemahaman dan praktik
poligami yang sudah ada sebelumnya yang kemudian
disesuaikan dengan ajaran Islam yang mereka anut. Apabila
ditelusuri sejarahnya, maka praktik perkawinan ini
sesungguhnya bisa dikatakan berkembang seiring dengan
kokohnya bangunan budaya patriakhi yang mengatur relasi
antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat,
termasuk dalam Masyarakat Banjar. Oleh karena itu, secara
geneologis praktik poligami dalam masyarakat Banjar
sesungguhnya tidak lepas dari sejarah praktik poligami yang
dilakukan oleh masyarakat lain di Indonesia dan dunia.

Sejauh penelusuran peneliti sampai dengan saat ini,
memang belum ditemukan adanya data atau deskripsi yang
menggambarkan tentang bagaimana praktik poligami
dijalankan oleh masyarakat Banjar, terutama di masa
berkembangnya Islam dan kerajaan Banjar. Sebagaimana
sejarah praktik poligami umumnya, bisa saja pada awalnya
praktik tersebut hanya dilakukan oleh segelintir orang yang

2 Ulasan yang lebih detil bagaimana nalar keberagamaan urang Banjar lihat pada
Wardatun Nadhiroh, “Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar: dari Mistis-
Realis hingga Tradisionalis-Kritis,” Al-Banjari/: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 18,
no. 2 (December 28, 2019): 246–270.
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mempunyai kedudukan atau pengaruh besar dalam masyarakat
seperti dari kalangan kerajaan (tutus) pada saat itu yang
memang memiliki kekuasaan, kekayaan, kesaktian dan
kewibawaan yang menjadi daya tarik besar bagi perempuan
sehingga wajar apabila di saat itu, mereka memiliki lebih dari
satu orang istri, bahkan tidak jarang praktik poligami justru
dilakukan sebagai sarana politik, terutama untuk menjalin
kerjasama dengan mereka yang menjadi lawan politik.3

Dalam kontek mereka yang di luar lingkungan kerajaan,
praktik ini umumnya dilakukan oleh para ulama demi
kepentingan dakwah dengan menyebarnya keturunan mereka
ke luar daerah Banjar, sehingga jaringan penyebaran agama
Islam semakin luas.4

Setelah berdirinya Kerajaan Banjar yang bercorak Islam,
struktur sosial masyarakatnya terdiri dari dua yaitu, penguasa
dan rakyat biasa. Struktur sosial yang menempatkan para ulama
ke dalam struktur elit dimulai pada masa Sultan Adam dengan
menjadikan para mufti/qadhi dalam struktur kekuasaan.

Struktur ini kemudian mulai hilang dengan dikuasainya
kerajaan oleh Kolonial Belanda yang menggantikan struktur
sosial yang sudah ada dengan struktur sosial berbasis ras atau
bangsa seperti bangsa Eropa, Asia Timur dan Pribumi.5

Namun seiring dengan runtuhnya Kerajaan Banjar, elitis
kebangsawanan yang dimiliki oleh para ‘tutus’ juga memudar
sehingga segala kapital yang mereka miliki semula menjadi
berkurang. Dalam tahapan ini, pengaruh yang mereka miliki
tidak lagi dilihat pada aspek keturunan, namun beralih kepada
aspek lain seperti jabatan, ekonomi dan kedudukan individu di
tengah komunitas. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat
Banjar dikenal istilah ‘bubuhan’ yang merujuk kepada

3 Mursalin Mursalin, “Perempuan Banjar: Kajian Awal tentang Sejarah Gender
Abad XVIII – XX,” Yupa: Historical Studies Journal 3, no. 2 (July 31, 2020): 51, https:/
/doi.org/10.30872/yupa.v3i2.165.

4 Mursalin, 51.
5 Lihat Sumasno Hadi, “Studi Etika tentang Ajaran-Ajaran Moral Masyarakat

Banjar” 3, no. 6 (2015): 213–14, https://doi.org/10.18592/jt.v3i6.594.
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kelompok masyarakat yang didasarkan kepada kriteria tertentu.
Adapun ulama sampai saat ini masih memegang peran penting
dalam kehidupan masyarakat sebagai tokoh keagamaan yang
menjadi rujukan masyarakat, terutama sebagai pihak yang
mempunyai otoritas dalam memberikan penjelasan dan
interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang kemudian
disampaikan kepada masyarakat. Di sinilah peran ulama yang
penting dalam mengubah tradisi praktik poligami yang
mungkin saja pada awalnya bersifat elitis menjadi non elitis,
terutama seiring dengan hilangnya pengaruh kebangsawanan
pada kalangan keluarga keturunan Kerajaan Banjar (tutus/
pagustian). Hal ini kemudian ditambah dengan interpretasi
tekstualis terhadap dalil-dalil poligami yang disampaikan
kepada masyarakat sehingga membentuk nalar keagamaan
yang tradisionalis.

Perubahan kondisi di atas paling tidak bisa dilihat dari
pendapat MNL yang menyebutkan sebuah pepatah yang
menurutnya dikenal oleh masyarakat Banjar yang mungkin saja
tidak banyak diketahui oleh masyarakat saat ini yaitu ‘urang
Banjar rugi bila kada babini ampat’.6 Penyebutan ‘urang Banjar’
memang menunjukkan arti yang generalis, namun menurut
peniliti, pepatah tersebut tidak harus dipahami secara harpiah,
sehingga bagi sebagaian masyarakat Banjar yang tidak
berpoligami dikategorikan merugi. Hal ini juga sama dengan
sebuah pameo yang dikenal saat ini seakan-akan menunjukkan
bahwa semua masyarakat Banjar adalah pelaku poligami.
Pameo tersebut berbunyi sebagai berikut:

6 Menurut MNL, pepatah ini banyak diungkapkan oleh urang tuha bahari, yang di
masa sekarang tidak banyak lagi diketahui. Dalam konteks ini menurutnya,
apakah pepatah tersebut relevan atau tidak, MNL tidak bisa untuk memastikan
dari sisi mana kerugian yang ditanggung apabila tidak beristri empat. Tidak
sama seperti pepatah lain yang sudah dikenal seperti “rajin pangkal pandai”
atau “hemat pangkal kaya” yang memang sudah dibuktikan. Wawacara dengan
MNL pada hari Jum’at 26 Nopember 2022 pukul 20.30-22.00 Wita.
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Beristri satu baru belajar,

Beristri dua adalah wajar,

Beristri tiga adalah terpelajar,

Beristri empat baru disebut ‘urang’ Banjar.7

Secara redaksional, ada beberapa pengutipan pameo serupa
yang berbeda, namun masih menunjukkan pengertian dan
maksud yang sama. Berikut pameo tersebut yang peneliti kutip
sebagai berikut:

Istri satu itu wajar, Istri dua itu belajar,

Istri tiga itu kurang ajar,

Istri empat itu ‘urang’ Banjar8

Beristri satu belajar, Beristri dua adalah wajar,

Beristri tiga baru namanya ‘urang’ Banjar

Beristri empat kurang wajar. (karena menyamai Rasul).9

Bini saikung belajar

Bini dua wajar

Bini tiga kurang ajar

Bini ampat hanyar urang Banjar.10

Seringkali pameo di atas dipahami sebagai sebuah
gambaran faktual dari masyarakat Banjar yang memang
banyak melakukan poligami, bahkan realitas tersebut menjadi
hal yang biasa dalam kultur masyarakat Banjar, sehingga

7 Menurut Helim pameo di atas, terutama pada baris ketiga dipopulerkan oleh
Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Lihat Abdul Helim, “Poligami Perspektif Ulama
Banjar,” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 12, no. 1 (September 2017): 50.

8 Wardatun Nadhiroh, “Poligami Tuan Guru (Analisis Budaya Perempuan
‘Basurung’ di Banjar),” n.d., 1.

9 Imi Suryaputera, “Beristri 1 Belajar, Belajar Beristri 1,” Kompasiana (blog), June
26, 2015, https://www.kompasiana.com/imizona/5500e316a333117f7251248b/
beristri-1-belajar-belajar-beristri-1.

1 0 Rustam Effendi, “Cucupatian (Teka-Teki) Banjar: Analisis Struktur, Fungsi, dan
Nilai Budaya,” Masyarakat Indonesia LIPI 36, no. 2 (Desember 2010): 234.
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melahirkan sebuah budaya ‘kawin badadiaman’.11 Budaya ini
sesungguhnya tidak terkait secara khusus dengan poligami,
namun juga pernikahan monogami karena pengertian dari
‘kawin badadiaman’ tersebut merujuk kepada praktik
pernikahan yang tidak tercatat di KUA sebagai lembaga resmi
yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi mereka
yang muslim. Semenjak adanya keharusan pencatatan
pernikahan, maka praktik ‘kawin badadiaman’ ini lebih banyak
dilakukan dalam poligami, bukan monogami. Itulah mengapa
kemudian praktik tersebut seringkali dihubungkan dengan
poligami.

Terkait dengan poligami yang tidak berizin dan tercatat,
selama ini belum ditemukan adanya data kuantitatif yang dapat
menunjukkan bahwa praktik pernikahan poligami di
masyarakat Banjar yang dilakukan secara diam-diam
(badadiaman) itu banyak. Namun secara realitas dan faktual,
kasus tersebut sering ditemukan, terutama mereka yang masuk
dalam kategori ‘sugih’ (kaya). Dengan kelebihan harta yang
dimiliki, kelompok ini cenderung mencari sendiri perempuan
yang mereka inginkan, dan pada umumnya adalah wanita yang
muda dan cantik secara fisik. Sedangkan istri pertama pada
umunya tidak mengetahui atau tidak dimitai izin oleh suami
mereka menikah kembali.12

Ini berbeda dengan praktik pernikahan poligami yang
diketahui dan seizin istri pertama serta dilakukan secara resmi
yang justru jumlahnya hanya sedikit.

Data Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dalam
Laporan Tahunannya pada tahun 2022 menyebutkan bahwa
izin poligami jumlahnya hanya 22 kasus dengan rincian sebagai
berikut:

1 1 Kartika E.H., “Tradisi Poligami dan Kawin “badadiaman’ dalam Budaya
Masyarakat Banjar,” Kompasiana (blog), September 27, 2019, https://
www.kompasiana.com/kaekaha.4277/5d8c8f210d82304605194b32/tradisi-kawin-
badadiam-dalam-budaya-masyarakat-banjar?page=2&page_images=1.

1 2 Nadhiroh, “Poligami Tuan Guru (Analisis Budaya Perempuan “Basurung’ di
Banjar),” 8–9.
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Tabel 1

Izin Poligami di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

Tahun 2022

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Data tersebut tidak bias menggambarkan tentang jumlah
sesungguhnya yang ada dalam masyarakat, apabila praktik
poligami dilihat secara keseluruhan baik dari sisi yang tercatat
ataupun tidak, karena sebagaimana yang disebutkan di atas,
praktik poligami tidak jarang melahirkan konflik dalam rumah
tangga. Selain itu, data dari Pengadilan Tinggi Agama tentang
faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun yang sama,
menunjukkan bahwa poligami merupakan salah satu faktor
yang memicu terjadinya perceraian, walaupun jumlahnya relatif
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kecil. Namun pada faktor lain seperti pertengkaran terus
menerus yang bisa saja diawali dengan poligami tanpa seizin
istri pertama, menempati jumlah yang relatif besar. Berikut tabel
yang diolah dari Data Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi
Agama Kalimantan Selatan tentang Faktor Penyebab Terjadinya
Perceraian di Tahun 2022:

Tabel 2

Beberapa Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama

Di Kalimantan Selatan Bulan Januari-Desember 2022

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Selatan Tahun 2022.
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Keberadaan pameo yang seakan-akan menunjukkan
karakter masyarakat Banjar senang berpoligami sebagaimana
yang telah disebutkan, tidak bisa untuk kemudian dijadikan
sebagai gambaran bahwa masyarakat Banjar seperti itu,
walaupun harus diakui bahwa banyak ditemukan kasus
perkawinan poligami yang tidak tercatat. Menurut Rustam
Effendi, pameo tersebut sesungguhnya merupakan bentuk dari
otokritik ‘urang Banjar’ terhadap perilaku poligami yang
dilakukan oleh mereka sendiri, terutama yang tidak memiliki
kemampuan berlaku adil secara materiil maupun non meteriil
kepada para istri mereka, atau mereka yang baru kaya misalkan
dengan hasil tambang dan cenderung untuk menikah kembali.13

Bisa pula pameo ini sebagai kritik terhadap sebagian masya-
rakat Banjar yang berpoligami secara diam-diam. Mengacu
kepada data dari Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana dise-
butkan di atas, jumlah yang disebutkan tidak berbanding lurus
dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Artinya bahwa lebih
banyak praktik poligami yang dilakukan tanpa tercatat diban-
dingkan yang tercatat. Dengan demikian, keberadaan pameo ini
sesungguhnya adalah kritik terhadap pelaku poligami seperti itu.

Menurut hasil penelitian Abdul Sani dkk, perilaku seperti
itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk patologi sosial.14

1 3 Lihat Effendi, “Cucupatian (Teka-Teki) Banjar: Analisis Struktur, Fungsi, dan Nilai
Budaya,” 234–35.

1 4 Patologi Sosial pada umumnya diartikan sebagai perilaku yang bertentangan
dengan nilai etis atau kebaikan, stabilitas, kesederhanaan, akhlak, solidaritas
keluarga, hukum formal dan lain-lain. Dalam ajaran Islam istilah ini sepadan
dengan kata su’dan fahisyah yang keduanya menunjukkan arti ketidakbaikan,
walau dalam tingkatan yang berbeda, namun sama-sama mempunyai dampak
terhadap masyarakat dan individu. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Paisol
Burlian, Patologi Sosial, I (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 13–14 Mengkategorikan
pernikahan poligami tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama sebagai
sebuah patologi sosial tidak dapat dilihat dari aspek norma agama yang hanya
berlandaskan kepada teks Alquran dan hadits saja, namun juga harus dilihat
dari aspek yang lebih holistik dari ajaran Islam yang mengharuskan ketaatan
terhadap perintah pemerintah dalam usaha merealisasikan kebaikan
masyarakat, prinsif tanggung jawab dan juga keadilan. Hamidullah Mahmud,
“Patologi Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an,” El-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu Al-
Quran dan Tafsir 5, no. 2 (2022): 161–72, https://doi.org/10.20414/El-Umdah.v5i2.
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Perilaku menambah istri ini, biasanya banyak dilakukan oleh
para pejebat dan juga pengusaha dengan melakukan pernikah-
an di bawah tangan (diam-diam), tanpa sepengetahuan dan izin
istri pertama. Apabila pada akhirnya pernikahan tersebut tidak
dapat dipertahankan, maka mereka bercerai dengan tidak ada
tuntutan hak apapun dari perempuan tersebut. Biasanya
pernikahan ini menggunakan jasa penghulu kampung atau or-
ang yang dianggap mengetahui tentang hukum pernikahan.15

Dalam perspektif ini, praktik poligami seperti itu tidak bisa
dilihat pada aspek norma agama saja, namun juga harus dilihat
pada aspek keteraturan sosial yang dibuat oleh pemerintah
dalam bentuk implementasi regulasi yang mengatur tentang
perkawinan poligami. Walaupun dalam konteks agama, praktik
pernikahan tersebut legal dan dapat dibenarkan selama
terpenuhinya rukun dan syaratnya, namun dalam konteks
terciptanya keteraturan dalam interaksi sosial, justru praktik
tersebut berpotensi menciptakan patologi sosial.

Dalam perspektif tradisi lisan masyarakat Banjar, pameo

seperti itu bisa pula dikategorikan sebagai sebuah tradisi
‘mahalabiu’16 yaitu kalimat-kalimat atau cerita-cerita lucu yang
dituturkan oleh masyarakat Banjar dalam pergaulan sebagai

1 5 Lihat Abdul Sani, Noor Ainah, and Ahmad Syadzali, “Sosiologi dan Kepercayaan
Masyarakat Banjar (Analisis Perilaku Kontemporer Orang Banjar di Kalimantan
Selatan),” TASHWIR 1, no. 1 (September 18, 2014): 26–27, https://doi.org/10.18592/
jt.v1i1.156.

1 6 Ada dua kemungkinan asal mula istilah ‘mahalabiu’ yaitu pertama, merujuk
kepada sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu
Halabiu (Alabio) yang diawali prefiks dengan ma-sehingga membentuk kata
kerja yang berarti mempunyai sifat seperi kata dasarnya. Jadi ‘mahalabiu’
diartikan seperti orang Halabiu yang dianggap lucu. Kedua, kata ‘mahalabiu’
berasal dari dua kata mahala yang artinya ‘tanggung, alang-alang’ dan biu
(singkatan dari Halabiu) sehingga diartikan sebagai sebuah teka teki-, atau
cerita yang diungkapkan tidak selesai sehingga menimbulkan kelucuan bagi
yang mnedengarnya. Rustam Effendi, “Mahalabiu: Media Kritik Sosial
Masyarakat Banjar (Mahalabiu: the Media of Social Critics of Banjar Society),”
Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya 7, no. 2 (January 26, 2018): 174, https://
doi.org/10.20527/jbsp.v7i2.4418.
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bentuk kritik terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat
Banjar itu sendiri.17

Pada dasarnya untuk diterima dan berkembangnya sebuah
‘mahalabiu’ di tengah pergaulan masyarakat Banjar, sangat
tergantung dengan lingkungan sosial budayanya. Seorang
penutur ‘mahalabiu’ biasanya bisa menentukan waktu dan
tempat yang tepat untuk menuturkannya, tidak pada semba-
rang tempat atau waktu. Oleh karena itu, latar dan dan kawan
yang diajak berbicara sangat penting untuk dipertimbangkan
sebelum mahalabiu.18 Tidak jarang penuturan ‘mahalabiu’
menyebabkan pendengarnya menjadi marah dan tidak senang,
karena audiens, waktu dan tempat yang tidak relevan.19

Pameo tentang poligami sebagaimana disebutkan di atas
sebagai bagian dari ‘mahalabiu’ dalam budaya masyarakat
Banjar, apabila disampaikan di tengah masyarakat Banjar yang
tidak setuju dengan realitas praktik poligami, akan merasa tidak
senang, karena seakan-akan mereka yang merupakan bagian
dari etnik Banjar juga suka berpoligami. Begitu pula halnya

apabila disampaikan di tengah komunitas perempuan. Namun
bagi sebagian masyarakat Banjar yang menganggap hal itu
sebagai sebuah humor biasa, menanggapinya juga biasa-biasa
saja. Bahkan bagi orang yang memang pelaku poligami, pameo
tersebut bisa saja menjadi penegas dan kebanggaan pribadi
sebagai bagian dari etnik Banjar.

Dalam perspektif kebahasaan, ‘mahalabiu’ mengandung
ketaksaan makna atau bersifat ambigu yang melahirkan

1 7 Menurut Rustam Effendi ada sebelas jenis kritik sosial yang terdapat dalam
tradisi lisan ;mahalabiu’ di masyarakat Banjar, dan salah satu jenis kritik sosial
itu adalah kritik terhadap diri sendiri. Adapun pameo tentang poligami yang
populer di tengah masyarakat Banjar tersebut adalah salah satu contoh dari
kritik sosial terhadap diri sendiri. Untuk lebih detil lihat Effendi, 176–82; Effendi,
“Cucupatian (Teka-Teki) Banjar: Analisis Struktur, Fungsi, dan Nilai Budaya,”
234.

1 8 Lihat Rustam Effendi, “Eksistensi Sastra Lisan Mahalabiu bagi Masyarakat
Banjar Kalimantan Selatan,” LITERA 11, no. 2 (January 9, 2013): 303–4, https://
doi.org/10.21831/ltr.v11i2.1071.

1 9 Lihat Achmad Faisal and Aziza Fitriah, “Gaya Humor Mahalabiu,” Jurnal Studia
Insania 8, no. 1 (June 10, 2020): 7, https://doi.org/10.18592/jsi.v8i1.3353.
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keraguan atau bahkan tidak bisa mamahami bagi pendengar-
nya untuk menangkap makna sesungguhnya dari kalimat yang
diucapkan. Pameo yang terkait poligami ‘urang Banjar’
sebagaimana disebutkan di atas, bisa dikategorikan ke dalam
jenis ketaksaan gramatikal yang muncul dalam bentuk satuan
kata atau kalimat.20 Bagi mereka yang memahami pameo
tersebut secara literlek, maka yang muncul adalah pemahaman
yang bersifat generalis bahwa semua ‘urang Banjar’ senang
mempunyai istri lebih dari satu. Namun tentu saja perspektif
tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa banyak juga ‘urang
Banjar’ yang menikah secara monogami. Oleh karena itulah,
pameo tersebut dipahami sebagai sebuah kritik sosial yang
dibuat oleh masyarakat Banjar sendiri untuk menggambarkan
tentang perilaku sebagian masyarakat Banjar yang berpoligami,
justru tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memahami
kebolehan berpoligami dalam ajaran agama secara sederhana
dan tekstual, sehingga tolak ukur kemampuan yang
dipersyaratkan dalam ajaran agama juga dipahami secara
sederhana. Apabila ada keinginan dan merasa cukup mampu
dalam aspek ekonomi, maka mereka menikah kembali walau
tanpa sepengetahuan dan izin istri pertama, sehingga
perkawinan dengan istri berikutnya dilakukan secara diam-diam
dan tidak jarang justru melahirkan konflik dalam rumah tangga
itu sendiri. Kondisi inilah yang dikritik dalam pameo tersebut
dengan bentuk ‘mahalabiu’ yang familiar dan popular dalam
tradisi lisan masyarakat Banjar.

Padahal menurut penuturan MNL, sebagai salah seorang
informan yang mengetahui tentang budaya poligami di

2 0 Lihat Ahmad Imam Muttaqin and Agus Subiyanto, “Ketaksaan Makna dalam
Mahalabiu: Kajian Teori X-Bar,” Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan
Informasi 5, no. 3 (December 1, 2021): 451, https://doi.org/10.14710/anuva.5.3.447-
462; Yuliati Puspita Sari, “Mahalabiu: Ketaksaan Makna dalam Bahasa Banjar,”
Salingka: Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra 13, no. 2 (2016): 107–10, http://dx.doi.org/
10.26499/salingka.v13i2.127; Lastaria Lailatul Fithriyah Azzakiyah, “Homonimi
dan Ambiguitas Fonetik dalam Mahalabiu (Homonymy and Ambiguity Pho-
netic in Mahalabiu,” Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya 10, no. 2 (October
21, 2020): 252, https://doi.org/10.20527/jbsp.v10i2.9379.
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masyarakat Banjar, pada dasarnya ‘urang Banjar’ dalam praktik
poligami dulunya sejalan dengan apa yang belakangan diatur
oleh regulasi, yaitu diharuskannya ada izin dan sepengetahuan
istri pertama. Bahkan izin poligami juga harus dimintakan
kepada orangtua istri sebelumnya dan juga orangtuanya sendiri
apabila masih hidup. Menurutnya hal ini sangat penting karena
mengacu kepada terlaksananya perkawinan sebelumnya yang
juga atas dasar restu dari kedua orangtua masing-masing, dalam
hal ini tidak ada perkawinan yang dilakukan secara diam-diam.
Praktik seperti inilah yang menurutnya dilakukan oleh Syekh
Muhammad Arsyad Al-Banjari, sebagian ulama dan para
pembesar kerajaan Banjar dulunya yang secara umum dikenal
mempunyai istri lebih dari satu. 21

Lebih lanjut menurut MNL, praktik seperti ini secara umum
masih dilakukan oleh para Kepala Desa (pambakal), terutama
mereka yang berada di daerah pedalaman yang rata-rata
mempunyai istri lebih dari satu. Dalam kehidupan mereka sehari-
hari, apabila salah seorang istri pembakal tersebut ditanya
tentang keberadaan suaminya, kadang dijawab dengan
perkataan bahwa suaminya berada di rumah istrinya yang lain.
(cil!, mana pambakal. Inya ada di rumah bini tuha/anumnya).22

Dalam kehidupan rumah tangga poligami para ‘pambakal’
tersebut, porsi materi dan waktu untuk istri pertama lebih
diutamakan dibandingkan para istri muda dengan didasarkan
kepada kehidupan dalam perkawinan yang dimulai sejak awal
dan lebih lama.23

Deskripsi di atas sesungguhnya menarik untuk dicermati
dan dikomparasi antara pernyataan informan di atas dengan
fakta kasus yang banyak terjadi dalam praktik poligami saat
ini yang justru banyak dilakukan secara diam-diam (sirri). Begitu

2 1 Wawacara dengan MNL pada hari Jum’at 26 Nopember 2022 pukul 20.30-22.00
Wita.

2 2 Wawacara dengan MNL pada hari Jum’at 26 Nopember 2022 pukul 20.30-22.00
Wita

2 3 Wawacara dengan MNL pada hari Jum’at 26 Nopember 2022 pukul 20.30-22.00
Wita.
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pula secara kasuistik, banyak suami yang justru lebih
mengutamakan istri mudanya dibandingkan istri tuanya, baik
dalam distribusi materi maupun waktu untuk bermalam. Asumsi
yang bisa diajukan adalah telah terjadi sebuah pergeseran tradisi
di masyarakat Banjar yang mana dulunya poligami secara
umum banyak dilakukan oleh para pembesar kerajaan dan
ulama, sekarang ini justru praktik poligami bisa saja dilakukan
oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang
menempati strata sosial di atas, tapi juga oleh mereka yang
berada pada strata sosial di bawahnya, sehingga berdampak
kepada praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam, baik
oleh masyarakat biasa ataupun masyarakat elit disebabkan tidak
adanya lagi batas elitis formal selepas runtuhnya Kerajaan
Banjar.

Asumsi lain yang bisa diajukan adalah bahwa praktik
poligami di masa Kerajaan Banjar tidak hanya menjadi domain
masyarakat elit saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat
biasa. Namun data-data yang merujuk kepada itu, termasuk
bagaimana poligami yang mereka lakukan sampai saat ini
peneliti belum menemukannya, sehingga tidak ada argumen
yang dapat menjadi dasar dari asumsi ini. Oleh sebab itulah,
secara geneologi bisa dikatakan bahwa praktik poligami pada
awal masa Kerajaan Banjar lebih banyak didominasi oleh kaum
elit saat itu seperti kalangan bangsawan, ulama, saudagar dan
lain-lain.

Namun terlepas dari itu, sebagian masyarakat Banjar
percaya bahwa untuk berpoligami, ada perilaku tertentu baik
berupa amaliah atau ritual bahkan benda tertentu sebagai
syaratnya. Praktik poligami yang didukung dengan perilaku
atau ritual tertentu tersebut, sama halnya dengan perilaku
‘taguh’, ‘wani’, ‘panglaris’, dan lain-lain. Oleh karena itu,
berpoligami bagi sebagian masyarakat Banjar tidak cukup
hanya dengan adanya kehendak dan mengandalkan kelebihan
fisik dan ekonomi saja, tapi juga harus bermodalkan “ilmu”
tertentu yang sering kali “dikaji” dan diamalkan dengan cara
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dan ritual tertentu pula, sehingga apabila semuanya sudah
dianggap mencukupi, maka keinginan berpoligami diyakini
akan sangat mudah dilakukan dan kehidupan perkawinan yang
dijalani juga relatif tidak ada konflik yang terjadi.

Tidak jarang ditemukan dalam masyarakat Banjar, apabila
seseorang dilihat dari aspek fisik dan ekonomi tidak mungkin
berpoligami. Namun faktanya mereka mempunyai lebih dari
satu orang istri. Bahkan dengan mudahnya beristri berkali-kali.
Menurut penuturan NM, ada salah satu kerabatnya yang sering
dipanggilnya dengan sebutan “abah”, apabila dilihat dari aspek
usia sudah tua. Secara fisik tidak gagah dan tampan, begitu pula
dari aspek ekonomi tidak berlebihan. Namun faktanya beliau
menikah berkali-kali dan selalu dengan para gadis, bukan janda.
Dengan mengutip perkataan orang yang disebut “abah”, NM
menuturkan “aku bila mangawini tu babuka segel tu pang, kada
handak yang sudah tabuka”. Apabila beliau menginginkan
seorang perempuan untuk dinikahi, dengan mudahnya
perempuan tersebut mau untuk dinikahi. Hal ini menurut NM
menunjukkan bahwa beliau mempunyai “sesuatu” yang
digunakan untuk mencapai keinginannya. Sesuatu tersebut bisa
berupa benda, tulisan ataupun bacaan yang seringkali apabila
berupa benda akan dibacakan dan atau dituliskan (dirajahi)
yang di dalamnya terdapat simbol-simbol keislaman.24

Fenomena seperti itu dalam budaya masyarakat Banjar
sengat terkait dengan kepercayaan akan adanya ilmu pengasih.
Kepercayaan terhadap penggunaan ilmu ini secara umum tidak
hanya dimaksudkan untuk menaklukkan seorang perempuan
yang diidamkan atau sebaliknya, namun juga digunakan untuk
menaklukkan beberapa orang perempuan (dipoligami). Kasus

2 4 Wawacara dengan MN pada hari Kamis 10 Nopember 2022 pukul 10.00-12.00
Wita. Cerita serupa juga disampaikan oleh MNL dengan figur yang berbeda
yaitu seorang ‘pambakal’ di salah satu desa yang ada di kaki Pegunungan
Meratus. Namun menurutnya untuk berkomunikasi apalagi melakukan
wawancara yang terkait dengan objek poligami sulit dilakukan, karena ‘pambakal’
tersebut sangat tertutup dengan hal itu. Wawancara dengan MNL pada hari
Jumat tanggal 01 Desember 2023 pukul 19.00-20.00 WITA.
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seperti yang diceritakan oleh NM tentang salah satu kerabatnya
di atas menunjukkan adanya kepercayaan terhadap pengguna-
an ilmu tersebut.

Terkait dengan ilmu pengasih ini, dalam tradisi yang
berkembang di masyarakat Banjar, ada beberapa benda yang
diyakini dapat digunakan, terutama dengan tujuan untuk
menaklukkan hati seorang atau beberapa orang perempuan
sehingga mau untuk dinikahi, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Tembang Liring

Peneliti tidak mendapatkan referensi yang menyebutkan
pengertian dari kalimat tersebut. Namun yang jelas bahwa
benda ini bisa dikategorikan sebagai zimat yang dibuat dan
diritualkan secara khusus dengan tujuan yang beragam.
Menurut NM, dewasa ini tembang liring biasanya banyak
digunakan untuk hal yang berkaitan dengan asmara, padahal
dulunya penggunaan benda ini untuk kewibawaan. Bahkan
menurut MNL, benda ini juga dapat digunakan untuk

menjaga rumah dari marabahaya seperti tindak pencurian,
perampokan dan lain-lain, karena ketika orang akan
bertindak jahat terhadap rumah itu, penghuni yang berada
pada tembang liring tersebut akan muncul untuk melindungi
rumah dan segenap penghuninya. Peristiwa ini menurut
MNL pernah disaksikannya secara langsung,25

Untuk saat ini, mendapatkan benda tersebut menurut
NM dan juga MNL sangat susah. Mereka berdua dulunya
pernah memiliki benda tersebut, karena pernah mengkaji dan
menggunakannya. Namun saat ini benda tersebut sudah
mereka berikan kepada teman mereka masing-masing.26

Berikut ini beberapa contoh foto dari tembang liring yang
peneliti dapatkan dari NM:

2 5 Wawacara dengan MNL pada hari Jum’at 26 Nopember 2022 pukul 20.30-22.00
Wita.

2 6 Wawamcara terpisah peneliti dengan NM dan MNL. Dengan NM pada hari
Kamis, 10 Nioember 2022 pukul 10.00-12.00 Wita. Dengan MNL pada hari Jum’at
26 Nopember 2022 pukul 20.30-22.00 Wita.
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Foto 1

Foto 2

Foto 3
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